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PENDAHULUAN
Pemikiran hukum progresif pertama kali diperkenalkan oleh begawan sosiologi hukum 
Satjipto Rahardjo,1 yang mengemukakan “penegakan hukum progresif adalah menjalankan 
hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (according to the letter), 
melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (to very meaning) dari undang-undang 
atau hukum.” 
Satjipto Rahardjo meletakkan bangunan hukum tidak hanya berada dalam teks peraturan 
peundang-undangan tetapi juga dapat dilihat pada hukum yang lahir dari perilaku manusia 
(law of behavior). Ada seperangkat hukum yang tidak tertulis jauh lebih mampu mengikat 
sebuah komunitas sehingga masyarakat bersangkutan  menjalani kehidupan yang aman dan 
tertib, itulah yang dimaksud perilaku hukum.
Secara terminologi progresif berasal dari kata progress yang berarti kemajuan. Hukum 
hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman. Mampu menjawab segala perubahan 
zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani kepentingan masyarakat 
1   Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 229.
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Abstract: Court decision in a civil case is a right which must be taken into account in the 
legislation. Therefore as a legal breakthrough, paradigm of progressive legal alternative 
solution that members of law in accordance with the rights and interests of the community 
(seeking justice), one way is to revive settlement with prorogasi mechanisms through improved 
some of its provisions are in accordance with the principles of justice fast, simple, lightweight 
and cost.
Keywords: Progressive Law, Prorogasi
Abstrak: Putusan pengadilan dalam perkara perdata merupakan hak yang harus 
diperhitungkan dalam perundang-undangan. Oleh karena itu, sebagai terobosan hukum, 
paradigma hukum  progresif  memberi solusi alternatif agar hukum sesuai dengan hak dan 
kepentingan masyarakat (pencari keadilan), salah satu  jalannya adalah dengan menghidupkan 
kembali penyelesaian perkara dengan mekanisme prorogasi melalui perbaikan beberapa 
ketentuannya yang sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.
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dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu.
Perkembangan hukum progresif sulit terlepaskan dari pemikir realisme hukum Nonet 
dan Selznik. Menurut Nonet dan Selznik2 mengemukakan tiga perkembangan tatanan hukum 
dalam masyarakat yang sudah terorganisir secara politik dalam bentuk negara. Ketiga tipe 
tatanan hukum itu adalah tatanan hukum represif, tatanan hukum otonomius dan tatanan 
hukum responsif.
Dalam tipe tatanan hukum represif, hukum dipandang sebagai abdi kekuasaan 
represif dan perintah dari yang berdaulat (pengemban kekuasaan politik) yang memilki 
kewenangan diskresioner  tanpa batas. Dalam tipe ini, maka hukum dan negara serta politik 
tidak  terpisah, sehingga aspek instrumental dari hukum sangat mengemuka (dominan lebih 
menonjol ke permukaan) ketimbang aspek ekspresifnya. Dalam tipe tatanan hukum represif 
memperlihatkan karakteristik sebagai berikut:
1. Kekuasaan politik memiliki akses langsung pada institusi hukum  sehingga tata hukum 
praktis menjadi identik dengan negara, dan hukum disubordinasi pada “rasion de etre.”
2. Konservasi otoritas menjadi preokupasi berlebihan para pejabat hukum yang 
memunculkan “perspektif pejabat”, yakni perspektif yang memandang keraguan harus 
menguntungkan sistem dan sangat mementingkan kemudahan admnistratif.
3. Badan kontrol khusus menjadi pusat kekuasaan independen yang terisolasi dari konteks 
sosial yang memoderatkan dan kapabel melawan otoritas politik.
4. Rezim hukum ganda menginstitusionalisasi keadilan kelas yang mengkonsolidasi dan 
melegitimasi pola-pola subordinasi sosial.
5. Perundang-undangan pidana mencerminkan dominan mores yang sangat menonjolkan 
legal moralism.3
Dalam tipe tatanan hukum otonomius, hukum dipandang sebagai institusi mandiri yang 
mampu mengendalikan represi dan melindungi integritasnya sendiri. Tatanan hukum itu 
berintikan rule of law. Subordinasi putusan pejabat pada hukum, integritas hukum, dan dalam 
kerangka itu institusi hukum serta cara berpikir memiliki batas-batas yang jelas. Dalam tipe 
ini keadilan prosedural sangat ditonjolkan. 
Dalam tipe tatanan hukum responsif, hukum dipandang sebagai fasilitator respon atau 
sarana tanggapan terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial. Padangan ini mengimplikasikan 
pada dua hal. Pertama, hukum itu harus fungsional, pragmatik, bertujuan dan rasional. Kedua, 
tujuan menetapkan standar bagi kritik terhadap apa yang berjalan. Dalam tipe ini, aspek 
ekspresif dari hukum lebih mengemuka ketimbang dua tipe lainnya dan keadilan substantif 
juga dipentingkan disamping keadilan prosedural.
2  Nonet dan Zelznik, 1978, Law And Society In Transition, Phillippe Nonet And Philip Selznik, Harper & 
Row, New York, Hlm 59.
3  Bernard Arief Sidharta, 2009, Refleksi Struktur Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung.  Hal 50
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Melalui tipe hukum yang responsif, oleh Satjipto Rahrdjo4  tipe hukum ini dianggap 
sebagai tipe hukum yang ideal, sebagai tipe hukum yang memperjuangkan keadilan prosedural 
dan keadilan substantif. Maka tak lama kemudian direduksi dalam istilah hukum progresif.
Hukum yang progresif menganggap bahwa hukum bukanlah aturan yang kebal kritik, 
sehinga muncul gerakan dalam aliran pemikiran ilmu hukum yaitu critical legal study 
(Robert M. Unger).5 Hukum tidak selamanya sebagai hukum yang formal dan prosedural. 
Hukum yang terabstraksi dalam aturan-aturan adalah untuk kepentingan manusia itu. Hukum 
progresif akan tetap hidup karena hukum selalu berada pada statusnya sebagai law the making 
dan	tidak	pernah	bersifat	final	sepanjang	manusia	itu	ada,	maka	hukum	progresif	akan	terus	
hidup dalam menata kehidupan masyarakat.
Selain Nonet dan dan Selznik yang dapat dijadikan acuan sebagai dasar lahirnya hukum 
progresif, juga dapat diamati pendapat Roscue pound (law as a tool social enginering), yang 
kemudian dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja sebagai law as a tool of development. 
Hukum setelah diselidiki fakta-fakta atau gejalanya, karena hukum  untuk manusia (aliran 
history: Von Savigni), terbentuklah hukum yang baru (pembaruan hukum) dan memihak 
pada kepentingan manusia. Inilah yang disebut hukum pembangunan oleh Kusumaatmadja 
(Mazhab hukum Unpad).6
Semua bangunan pemikiran hukum progresif di atas, menunjukan hukum setidaknya 
harus selalu menyesuaikan diri dengan kehendak, dan nilai-nilai moral yang sedang berlaku 
di masyarakat. Oleh sebab itu kemauan masyarakat atau apa yang disebut sebagai legal 
culture7 mesti juga terintegrasi dalam sebuah pembentukan hukum. Dalam teks peraturan 
perundangan-undangan selalu hadir kehidupan masyarakat sebagai pengejawantahan hukum 
tersebut, yakni landasan sosiologis.8
Salah satu kehendak masyarakat yang terbangun dalam kehidupan dipersepsikan sebagai 
perilaku hukum, dan hukum disyaratkan pada kemajuan, diterapkan melalui kemampuan 
nilai yang dianut masyarakat terintegrasi ke dalam hukum. Kehendak masyarakat dalam 
menggunakan lembaga peradilan untuk mendapatkan putusan yang cepat, tidak menelan 
biaya yang mahal, tidak berbelit-belit dianggap sebagai perilaku hukum masyarakat atau 
pencari keadilan yang harus mengikuti kemajuan pembentukan hukum di masa mendatang.
Setelah melihat dan mengamati fakta di lapangan sebagai keevektifan pelaksanaan 
asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan dalam praktik, nampaknya tidak sejalan 
4  Satjipto Rahardjo, Op.cit, Hal. 228
5  Periksa Munir Fuadi, 2005, Filsafat dan Teori Hukum Postmodern, Citra Aditya Bakti, Bandung
6 Periksa Mochtar Kusumaatmadja, 2006, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Alumni, Band-
ung.
7  Lawrence M. Friedman, 1975, The Legal System: A social science perspective, Rusel sage Fondation, 
New York.
8 Dikutip pada laman website: http/www/damang.web.id
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dengan ketentuan dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 agar peradilan menerapkan asas peradilan 
cepat, sederhana dan berbiaya ringan.9
Gejala hukum yang menandai sehingga asas tersebut dikatakan tidak berjalan 
sebagaimana mestinya terbukti Mahkamah Agung tiap tahunnya mengalami penumpukan 
perkara.  Fenomena penumpukan perkara pada intinya tidak hanya masalah internal pengadilan, 
tetapi jauh lebih dalam, ada banyak hak-hak para pencari keadilan yang hak-haknya untuk 
mendapatkan kepastian hukum dilanggar oleh lembaga judicial itu. Oleh karena itu  dalam 
tulisan ini sebagai langkah progresif tentu perlu dibuka kembali literatur pakar hukum perdata 
di Inonesia, Subekti yang menawarkan peradilan cepat melalui penyelesaian perkara dengan 
mekanisme prorogasi. 
Subekti10 mengemukakan “suatu keputusan lagi yang mungkin dapat menyingkatkan 
waktu tercapainya putusan pengadilan yang berkekuatan mutlak, adalah yang dinamakan 
prorogasi yang adalah suatu persetujuan yang dicapai antara kedua pihak yang berperkara di 
muka pengadilan banding, yang dalam hal ini akan bertindak selaku hakim tingkat pertama 
seolah-olah mereka itu meloncat dengan melampaui satu tingkatan. Dalam hukum acara di 
muka Pengadilan Negeri yang sekarang terdapat dalam HIR, lembaga prorogasi tersebut 
tidak dikenal tetapi lembaga itu, kita dapatkan dalam RV (titel V, Pasal 324 sampai dengan 
Pasal 326). 
Dalam hal adanya prorogasi itu, Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkaranya 
memutus dalam tingkat pertama dan penghabisan. Tingkat penghabisan  di sini artinya 
sekedar mengenai pemeriksaan tentang fakta-fakta, sehingga masih ada kemungkinan untuk 
mengajukan permohonan kasasi.” Konsep prorogasi yang dikemukakan oleh Subekti secara 
jelas direduksi dari ketentuan BRV pada Pasal 326 sampai dengan Pasal 327. 
Pasal 326 BRV menegaskan “dalam hal perkara yang mungkin banding kepada raad 
van justitie atau H.G.H, maka para pihak bebas bersepakat dengan suatu akta untuk memohon 
agar perkara mereka sejak semula langsung diperiksa oleh badan peradilan yang seharusnya 
akan mengadili perkara itu dalam tingkat banding.”
Selanjutnya dalam Pasal 326 BRV ditegaskan lagi “bagi raad van justitie dan 
H.G.H,11dalam proses perkaraperkara ini berlaku aturanaturan tentang pemeriksaan perkara 
dalam tingkat pertama. Badan peradilan yang memeriksa karena prorogasi memutus perkara 
yang bersangkutan dalam tingkat pertama dan terakhir dengan tidak mengurangi peninjauan 
kembali, dan bagi raad van justitie juga dengan tidak mengurangi kasasi bila untuk satu dan 
lain ada dasar hukumnya.“
9  Diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) ”peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.”  Pasal 4 
ayat (2) “pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk 
dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
10  Subekti,  1987, Hukum Acara Perdata,  Bina Cipta, Bandung,  Hlm. 9.
11  HOOGGERECHTSHOF
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Meskipun diatur dalam BRV ketentuan tentang prorogasi, tetapi dalam praktik 
peradilan di Pengadilan Tinggi ternyata tidak pernah diterapkan lagi. Padahal dari sifat 
penyelenggaraannya, yang dapat melompat langsung pada Pengadilan Tinggi menunjukan 
ada pemotongan waktu di Pengadilan Negeri. Jika ditelaah mekanisme pemeriksaan yang 
berlaku baik di Pengadilan Negeri maupun di PT sebagai pengadilan judext fact memang 
sewajarnya langsung diadili melalui pengadilan tinggi saja, dalam hal ingin ditunjukkan 
konsistensi menerapkan asas peradilan cepat.
Lagi-lagi prorogasi meskipun diatur dalam ketentuan BRV, tetapi sebagian juris tidak 
juga mengakuinya maka semakin sulit peradilan dengan mekanisme prorogasi dijalankan 
untuk saat sekarang. Karena itu, melalui tulisan ini sebagai langkah hukum progresif, hukum 
untuk kemajuan yang selaras dengan hak dan kepentingan para pencari keadilan penting 
untuk menghidupkan kembali penyelesaian perkara dibidang perdata dengan menerapkan 
mekanisme prorogasi, tetapi dengan beberapa perbaikan dari ketentuan prorogasi sebagaimana 
yang diatur dalam Pasal 324 sampai dengan Pasal 327 BRV, perbaikan beberapa ketentuan 
tersebut ditelaah dengan kajian konseptual untuk mengefektifkan asas peradilan cepat, 
sederhana dan berbiaya ringan.
PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Gagasan untuk menerapkan asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan 
sudah banyak diterapkan dalam praktik, dengan lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 
1999 tentang ADR dan Arbitrase merupakan salah satu solusi alternatif untuk menerapkan 
peradilan yang cepat, karena dengan jalur nonlitigasi dengan sarana mediasi, para pihak 
akan menemukan solusi (win-win solution) dalam jangka waktu yang tidak lama. Kalau 
diperhatikan beberapa keuntungan dari jalur nonlitigasi yang banyak digunakan pada 
sengketa perdata di bidang bisnis asas peradilan tersebut lebih banyak tersistematisasi dalam 
keuntungan penyelesaian perkara melalui jalur nonlitigasi.12
Hingga dalam dunia peradilanpun akhirnya diterapkan lembaga mediasi, yang 
mewajibkan bagi hakim untuk memediasi perkara perdata di pengadilan, sebelum tergugat 
mengajukan jawaban. 
Mediasi menjadi kewajiban bagi pengadilan, untuk menawarkan kepada para pihak 
yang akan berperkara di Pengadilan Negeri, dalam kasus perdata berdasarkan beberapa 
surat edaran yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, diantaranya SEMA Nomor 1 
Tahun 2002 pada 30 Januari 2002 yang berjudul Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama 
menerapkan Lembaga Damai (eks Pasal 130 HIR). Pada tanggal 11 September 2003 MA 
mengeluarkan lagi Perma Nomor 2 Tahun 2003. Dalam konsideran PERMA tersebut, 
12  Lihat keuntungan jalur nonlitigasi dalam Suyud Margono, 2004, ADR dan Arbitrase (Proses Pelem-
bagaan dan Aspek Hukum), Ghalia Indonesia, Bogor.
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ditegaskan “tujuan dihadirkannya PERMA ini adalah untuk mengatasi penumpukan perkara 
di setiap tingkatan peradilan. Pada huruf a ditegaskan dalam konsiderans tersebut: (a) Perlu 
diciptakan suatu instrumen efektif yang mampu mengatasi kemungkinan penumpukan perkara 
di pengadilan, terutama di bidang kasasi; (b) Menurut PERMA, instrumen yang dianggap 
efektif adalah sistem mediasi dan (c) caranya dengan jalan pengintegrasian mediasi ke dalam 
sistem peradilan.”13
Tidak berarti dengan lahirnya jalur nonlitigasi, kemudian jalur pengadilan tidak dapat 
diusahakan untuk menerapkan asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, bukankah 
dalam pengajuan gugatan di hukum acara perdata dikenal gugatan prodeo, yang mana pihak 
penggugat dapat mengajukan gugatan secara cuma-cuma dengan adanya surat keterangan dari 
kepala desa setempat, itu artinya dalam penerapan hukum acara perdata tetap ada penerapan 
asas berbiaya ringan, bahkan dapat tidak membayar jika memang pihak yang hendak 
mengajukan gugatan itu tidak mampu. Di samping itu dengan melakukan perbaikan terhadap 
ketentuan prorogasi yang diatur dalam BRV, maka pengadilan dapat mengimplementasikan 
asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan.
Hingga saat ini, dengan belum disahkannya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Perdata, di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata tersebut 
telah dihadirkan kembali konsep prorogasi, tetapi bagi penulis dalam Rancangan Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Perdata tersebut tetap perlu perbaikan. 
Ketentuan prorogasi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata 
ditegaskan dalam Pasal 217 Ayat 1, 2 dan 3: (1) untutan hak yang berbentuk gugatan 
senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau lebih dapat diajukan langsung kepada Ketua 
Pengadilan Tinggi yang berwenang memeriksa perkara tersebut dalam tingkat banding, jika 
oleh pihak yang berperkara telah disetujui untuk itu dalam satu akta yang dilampirkan dalam 
surat gugatan yang memenuhi syarat untuk permohonan banding; (2) Pengadilan Tinggi 
yang memeriksa perkara prorogasi bertindak sebagai peradilan tingkat pertama dan hukum 
acaranya berlaku seperti pemeriksaan perkara biasa di Pengadilan; (3) Terhadap putusan 
Pengadilan Tinggi dalam prorogasi dapat dimohonkan kasasi dan/atau peninjauan kembali.“
Baik yang daitur dalam BRV maupun dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Perdata, dalam hemat penulis belum dapat mengaplikasikan asas peradilan cepat 
sedehana, dan berbiaya ringan, kedua-duanya ketentuan tersebut, tetap harus ada kesepakatan 
para pihak baru dapat menggunakan prorogasi, padahal dalam kenyataan di lapangan banyak 
tergugat tidak mau perkaranya langsung melompat ke PT, karena jika dirinya merasa lemah 
pembuktian dan memikirkan dirinya akan kalah, pasti akan memilh jalur yang panjang 
dengan mengikuti model peradilan berjenjang. Berdasarkan kelemahan ketentuan tersebut, 
13  Yahya Harahap, 2005, Hukum Acara Perdata,	Sinar	Grafika,	Jakarta,	Hlm.	241.
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berikut ini diajukan beberapa konsep hukum perbaikan ketentuan prorogasi agar dapat 
mengimplementasikan asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan.
Wewenangnya Ada Pada Pengadilan Tinggi
Pengadilan Tinggi mestinya diberikan kewenangan untuk mengadili perkara prorogasi 
dalam UU tersendiri, atau kalau belum ada perbaikan terhadap Undang-undang Pengadilan 
Banding, minimal dalam Undang-undang kekuasaan kehakiman ditambah kewenangan baru 
bagi PT untuk mengadili perkara yang menggunakan mekanisme prorogasi, atau dapat juga 
ditegaskan tugas tersebut dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata 
yang belum disahkan hingga hari ini.
Agar benar-benar asas peradilan cepat dapat tersegmentasi dalam peradilan yang 
menggunakan mekanisme prorogasi, bagi pihak yang mengajukan gugatan ke PT bersifat 
sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir. Hal ini berbeda dengan yang terdapat dalam 
BRV maupun rancangan Kitab Undang-undang hukum acara perdata, oleh karena penulis 
berpendapat dengan menjadikan sebagai satu-satunya peradilan yang akan memutus perkara 
perdata, berarti kepastian hukum bagi pencari keadilan tidak akan menyita waktu yang lama 
lagi.
Alasan menjadikan di Pengadilan Tinggi sebagai lembaga yang menyelesaikan perkara 
dengan mekanisme prorogasi berdasar, oleh karena rata-rata hakim yang bekerja di PT adalah 
hakim yang lebih berpengalaman, tidak kalah hebatnya dengan hakim PN, jam terbangnya 
dalam melahirkan keputusan sejak masih menjabat sebagai hakim PN, dapat menjadi bekal 
untuk menangani perkara prorogasi. Hakim PT dapat memutuskan setiap perkara yang 
tidak jauh berbeda dengan apa yang kiranya juga  sama kalau perkara itu diputuskan oleh 
Pengadilan Negeri.
Tentu dalam konteks ini, muncul pertanyaan, kenapa dalam putusan yang dilahirkan 
dari PT tersebut, tidak dapat lagi dikasasi. Bagaimana jika misalnya hakim telah keliru 
dalam membuat putusan untuk pihak pencari keadilan ? Alasan yang seperti inilah memang 
dari dahulu sehingga tetap dipertahankan peradilan dalam tiga tingkat, maka untuk tetap 
menghindari kekeliruan tersebut, perkara yang diselesaikan dengan mekanisme prorogasi 
memang tidak bisa dikasasi lagi  perkara tersebut setelah jatuh putusan oleh PT dalam hal 
menangani perkara prorogasi, namun tetap terbuka bagi para pihak, dengan memberi waktu 
sebagaimana biasanya waktu untuk mengajukan upaya hukum PK, terhitung empat belas 
hari setelah putusan  tersebut dibacakan oleh hakim di pengadilan, atau dihitung setelah 
putusan tersebut sampai ditangan para pihak.
Masalah lain yang akan menjadi kendala untuk menerapkan konsep prorogasi adalah 
PT yang diberi kewenangan berada di Ibukota provinsi, bagaimana kalau pihak yang 
mengajukan gugatan berkediaman di Kabupaten? Haruskah para pihak ini datang ke Ibukota 
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provinsi ketika ingin memasukan gugatannya, pada saat tahap-tahap pembuktian hingga 
pembacaan putusan oleh pengadilan ? Kalau hal ini terjadi, sengaja dimunculkan konsep 
prorogasi ternyata malah kemudian merepotkan bagi para pihak dan menelan biaya lagi, 
karena harus berkunjung ke Ibukota Provinsi.
Fungsi terbaru pada Pengadilan Tinggi, perlu ada undang-undang tersendiri untuk 
Pengadilan Tinggi ke depannya. Dengan tetap mengakomodasi pemberian fungsi peradilan 
prorogasi kepada PT, tanpa pembentukan lagi lembaga PT di setiap kabupaten. Efektifnya 
persidangan dapat dilaksanakan di Pengadilan Negeri, tetapi registrasi perkaranya tetap atas 
nama PT. 
Pengadilan Negeri dalam posisi tersebut diberikan tugas menerima perkara kemudian 
diteruskan langsung ke PT, nanti kemudian pemeriksaan perkaranya tetap melibatkan 
hakim-hakim yang berasal dari PT, agar hakim-hakim  yang ada di Pengadilan Tinggi tidak 
kekurangan job, yang hanya menilai putusan yang pernah di putus di Pengadilan Negeri.
Dengan Memberikan pekerjaan baru bagi  hakim Pengadilan Tinggi, bukanlah masalah 
baru, tetapi koordinasilah yang paling penting antara setiap tingkatan pengadilan, selain 
hakim PT yang bekerja langsung menangani perkara perdata biasa dalam mengefektifkan 
waktu berperkara di pengadilan, keuntungan lainya dengan difungsikannya hakim Pengadilan 
Tinggi, dapat mengurangi beban kerja bagi hakim PN harus menyidangkan banyak perkara 
perdata khusus dan perkara pidana lainnya.  Minimal dengan difungsikannya hakim Pengadilan 
Tinggi melalui konsep prorogasi, dapat mengurangi kelebihan kasus yang banyak ditangani 
oleh Hakim PN.
Hanya Mengadili Sengketa Hak
Prorogasi sebagai pengadilan yang melompat langsung ke PT, tanpa mengikuti proses 
hukum acara yang lazim, yang berawal di Pengadilan Negeri terlebih dahulu. Dalam rangka 
mengefesienkan perkara, prorogasi sebagai bahagian perwujudan asas peradilan yang cepat, 
sederhana dan biaya ringan sebaiknya menangani perkara gugatan contentiosa, sebagai 
perkara yang dapat langsung diajukan ke PT melalui mekanisme prorogasi.
Sementara untuk jenis perkara gugatan volunteir atau permohonan  seperti, penetapan 
hak mewaris, perubahan nama, penepatan perwalian, tetap diberikan kewenangan itu ke 
Pengadilan Negeri. Hal itu didasarkan karena perkara permohonan tidak akan menyita banyak 
waktu dalam proses penyelesaiannya oleh Hakim, tidak ada proses sanggah menyangga 
sebagaimana yang terjadi dalam gugatan contentiosa.  Gugatan volunteir mustahil melewati 
masa pengajuan yang panjang dalam penyelesaiannya perkaranya oleh hakim di pengadilan.
Dalam praktik beracara perdata, perkara yang digugat di Pengadilan Negeri biasanya 
akan menghabiskan waktu 60 hari terhitung mulai dari pengajuan perkara hingga penentuan 
putusan, kalau diajukan lagi melalui  upaya hukum banding jelas hal ini akan memperpanjang 
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waktu dari salah satu pihak untuk mendapatkan kepastian hukum. Ditambah dengan masalah 
kepribadian salah satu pihak yang tetap mempertahankan gugatan dan rasa “hak milik” terhadap 
objek perkara, sering berjuang habis-habisan, untuk menempuh semua upaya hukum sampai 
pada upaya peninjauan kembali. Namun gugatan itu dibatasi masih untuk perkara perdata 
biasa atau perkara sederhana saja, yang belum memiliki pengaturan tersendiri atau kompleks 
regulasinya dalam kententuan undang-undang khusus dibandingkan dengan kasus-kasus atau 
perkara yang lahir dari ketentuan BW, Misalnya sengketa hak milik (tanah), gugatan ganti 
rugi, perbuatan melawan hukum, sengketa yang muncul dari jenis perikatan (jual-beli, sewa-
menyewa, utang-piutang, tukar-menukar dan lain-lain), wanprestasi dan lain-lain. 
Hukum acara yang berlaku PT terhadap gugatan perdata yang akan ditanganinya, 
mengikuti juga hukum acara sebagaimana yang berlaku di dalam hukum acara Pengadilan 
Negeri, yakni yang dimulai dari gugatan, jawab-menjawab, pembuktian hingga lahir putusan, 
sebagaiman hal tersebut sudah lama dianut dalam  pengaturan Pasal 326 BRV yang menegaskan 
“bagi Rad Van Justitie dan HGH dalam proses perkara-perkara ini berlaku aturan-aturan 
tentang pemeriksaan dalam tingkat pertama.” Jadi, hanya terjadi lompatan perkara,  langsung 
di Pengadilan Tinggi namun proses persidangannya tetap mengikuti ketentuan hukum acara 
biasa.
Bagaimana dengan surat gugatan yang berlaku dalam RV dan RBg yang masih 
membolehkan adanya pengajuan gugatan secara lisan? Apakah mesti harus tertulis ketika 
hal itu ingin diajukan langsung melalui PT dengan konsep prorogasi ini ? Jelas tetap masih 
berlaku karena ketentuan BRV yang mengendaki tertulis pengajuan surat gugatan, kemudian 
dalam HIR tetap mengakui masih bisa lisan. Pengaturan yang demikian layak dipertahankan, 
karena penerapan asas dari pada pengadilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, terutama 
dalam asas berperkara mestinya berbiaya ringan. Maka ruang yang dibuka oleh hukum, 
supaya ada perlakuan yang sama, ketentuan tersebut tetap layak  dipertahankan hingga kini, 
termasuk  pengajuan gugatan secara insidentil, tanpa kuasa hukum tidak dapat dihapus begitu 
saja, sebab   masih banyak juga pihak yang berperkara tidak mampu membayar jasa seorang 
pengacara.
Bagi yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, karena PT menjalankan 
tugasnya, selayaknya Pengadilan Negeri, bagi pihak yang mengajukan gugatan dapat 
mengajukan gugatan dengan cuma-cuma. Keberadan prorogasi tidak dapat meniadakan, 
pihak yang tidak mampu membayar biaya perkara di pengadilan, dengan lahirnya konsep 
prorogasi tersebut tidak lain untuk menyederhanakan perkara, agar pengadilan setidaknya 
dapat mengurangi menumpuknya perkara di MA.
Dengan lebih mengefektifkan kerja dari pada Pengadilan Tinggi selama ini, yang 
hanya berfungsi sebagai pengadilan yang mengadili perkara numpang lewat saja, PT diberi 
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kewenangan untuk mengadili gugatan yang mengandung sengketa hak sebagaimana layaknya 
dengan penyelesaian perkara di Pengadilan negeri. Fungsi Pengadilan Tinggi akan nampak, 
sebagai lembaga justitia yang dapat mempercepat penyelesaian setiap perkara.
Sebagai langkah awal, konsep prorogasi diterapkan untuk perkara perdata biasa saja 
dulu, tetapi untuk perkara dibidang HAKI,  Niaga,  Konsumen, tetap diberikan kewenangan 
tersebut ke Pengadilan Negeri, oleh karena hampir semua pengadilan khusus yang dibentuk 
dari perkara tersebut, pengadilan khususnya dibawah nauangan Pengadilan Negeri, kecuali 
hal itu, ke depan dirasakan PT sudah mampu menyesuaikan diri sebagai peradilan yang 
menerapkan konsep prorogasi, maka dapat dipikirkan ulang juga untuk perkara perdata di 
bidang ekonomi, yang mana perkara tersebut sudah dapat langsung melompat penanganannya 
ke PT.
Prorogasi Bersifat Imperatif Bagi Pihak Tergugat
Meskipun hukum perdata adalah masalah perseorangan, tetapi tidak berarti, tidak 
memilki  kekuatan hukum yang dapat memaksa kepada para pihak agar mengikuti ketentuan 
hukum yang telah diintegrasikan ke dalam Undang-undang. Demi mengefektifkan asas 
peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan serta sebagai langkah kemajuan hukum, 
dalam rangka penerapan konsep prorogasi, lembaga PT yang akan menangani perkara tersebut 
ketika penggugat sudah memasukan atau mendaftar perkara di PT, maka bagi tergugat yang 
sudah mengetahui keberadaan dirinya menjadi tergugat dalam sebuah objek perkara mutlak, 
atau dengan kata lain ia wajib untuk mengajukan jawaban, pembuktian di depan persidangan 
setelah mengetahui tentang dirinya telah digugat oleh seseorang, pemberitahuan tersebut 
dapat disampaikan oleh pegawai pengadilan, melalui Juru Sita atau Panitera Pengadilan 
Tinggi.
Tentunya muncul pertanyaan, kenapa sebelum mengajukan gugatan ke PT tidak mesti 
meminta persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang hendak ingin digugat ? Apakah ini 
tidak bertentangan dengan hak-hak si tergugat ? Bukankah dalam pengaturan BRV hanya 
dapat diajukan prorogasi ke PT kalau para pihak itu sepakat untuk langsung berperkara di 
Pengadilan Tinggi. Alasanya, karena penerapan konsep hukum acara yang hendak dipercepat, 
tidak akan terpenuhi bagi para pihak kalau tetap berpedoman pada ketentuan RV, dan secara 
psikologi pasti lebih disenangi oleh si tergugat untuk mengajukan saja di Pengadilan Negeri 
dahulu. 
Sebaliknya, pihak yang tergugat pasti merasa untung jika perkara ketika masih 
menguasai objek perkara, karena memiliki peluang dan waktu yang lama untuk memperoleh 
keuntungan dari perkara yang akan melalui tiga tingkatan. Dengan memberikan sarana 
kekuatan hukum yang bersifat imperatif bagi  pihak yang tergugat, tidak mungkin lagi 
tergugat mengambil  keuntungan dari sikapnya yang senang perkaranya dibuat berlama-lama 
386
Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA | Vol. 20 Nomor 4, Desember 2012
AMANNA GAPPA
dalam proses peradilan. 
Dengan demikian, ketika si tergugat diwajibkan untuk mengajukan jawaban pada saat 
si penggugat telah mengajukan gugatan melalui mekanisme prorogasi, maka  waktu, fase dan 
biaya untuk bersidang ketika si tergugat sudah merasa wajib untuk  memberi jawaban atas 
perkaranya yang digugat di PT, konsep prorogasi dapat tercapai, tanpa lagi ada keinginan si 
tergugat sengaja memperlambat perkara.
Kalaupun dalam pemeriksaan di PT terhadap salah satu pihak itu tidak hadir maka 
yang berlaku adalah sama dengan ketentuan hukum acara biasa, bisa terjadi putusan jatuh, 
tanpa kehadiran tergugat (verstek), bisa terjadi upaya perlawanan (voeging, vrijswaring, 
tusenkomst), demikian halnya juga dapat diajukan sita conservatoir beslaag.
Peninjauan Kembali di MA
Telah dikemukakan sebelumnya peradilan prorogasi yang dijalankan oleh PT dalam 
menjatuhkan putusan, dalam hal ini sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir, tidak 
mengenal lagi kasasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan RV sebelumnya, PT adalah 
pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memutuskan perkara yang mengikuti 
mekanisme prorogasi.
Tidak diberikannya juga kewenangan ke pada Pengadilan Negeri untuk menangani 
kasus perdata biasa, setelah konsep prorogasi diwujudkan melalui fungsi PT disandarkan 
pada fungsi dari dua pengadilan ini, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi masih 
sama-sama berfungsi sebagai pengadilan yang mengadili fakta-fakta. Oleh sebab itu, dari 
pada fungsinya yang masih menilai fakta-fakta yang kuat dari para pihak yang mengajukan 
perkara tersebut, sebaiknya jika kewenangan untuk mengadili perkara perdata yang hanya 
termasuk dalam sengketa hak/gugatan perdata biasa, perkara tersebut diserahkan sepenuhnya 
kepada Pengadilan Tinggi melalui mekanisme prorogasi, dengan maksud mengefektifkan 
peradilan, tanpa mengbiskan waktu yang lebih banyak. 
Pengadilan Tinggi yang menangani perkara yang sudah memenuhi syarat perkara 
prorogasi. Putusannya berakhir pada Pengadilan Tinggi, sebagai pengadilan pertama 
sekaligus sebgai pengadilan tingkat terakhir, nanti kalau saat salah satu pihak ada pengajuan 
peninjauan kembali, baru  pengajuan PK tersebut diperiksa oleh Hakim Agung. 
Syarat-syarat untuk mengajukan PK jika putusan Pengadilan Tinggi ingin diajukan 
PK, juga tetap mengacu pada ketentuan Pasal 67 UU No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah 
diubah UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang menegaskan “permohonan 
peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum dapat 
diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang 
diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian 
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oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan 
yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan 
sebab-sebabnya;
e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang 
sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang 
bertentangan satu dengan yang lain;
f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan 
yang nyata.”
Solusi agar MA sebagai lembaga yang akan menyelesaikan perkara tersebut, jika 
terjadi upaya hukum peninjauan kembali, dengan alasan bahwa tidak mungkin kiranya lagi 
terdapat kenetralan, bagi hakim di PT, jika di dalam lembaga terebut yang akan mengubah 
lagi putusannya, diketemukan kesalahan hakim, misalnya hakim dianggap khilaf atau keliru 
terhadap pembuktian perkara. Hal ini sejalan dengan kewenangan yang diberikan oleh 
MA sebagai satu-satunya lembaga yang memeriksa upaya PK (Pasal 28, 29, 30, 33, dan 
34 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang No. 
5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 
Agung jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan ketiga Undang-Undang No. 
14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung), berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Bab 
IV Bagian Keempat Pasal 67 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 
jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 
1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Ketiga Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
Peninjaun kembali  hanya dapat ditangani oleh Ma dalam perkara prorogasi, bertujuan 
untuk  menghindari terjadinya sikap melindungi para rekan kerja dalam satu lembaga 
Pengadilan Tinggi. Oleh karena hanya dapat terpenuhi kenetralan, jika seorang hakim berbeda 
tempat kerja. Upaya hukum terhadap putusan yang diperiksa secara prorogasi, PK nya 
diperiksa oleh MA, karena suasana yang muncul dalam satu lembaga biasanya ada kehendak 
ingin melindungi masing-masing kesalahan rekan kerja, sehingga logis jika upaya peninjauan 
kembali tersebut diperiksa oleh Hakim yang bekerja di Mahkamah Agung saja.
Membatasi Nilai Objek Perkara
Jauh sebelumnya dalam UU Pengadilan Banding sudah dikenal istilah pembatasan 
atau limitasi perkara yang dapat diajukan banding di pengadilan tinggi, pembatasan tersebut 
berpatokan pada nilai objek perkara yang ditentukan berdasarkan standar rupiah objek perkara.
388
Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA | Vol. 20 Nomor 4, Desember 2012
AMANNA GAPPA
Lebih jelasnya, dalam Pasal 6, bahwa putusan Pengadilan Negeri yang dapat dimintakan 
pemeriksaan banding hanyalah mengenai perkara yang nilai gugatannya lebih dari Rp. 100,00 
(seratus rupiah). Sekarang, pembatasan tersebut sudah tidak ada lagi artinya, karena nilai 
mata uang terus mengalami kenaikan, sehingga semua perkara perdata yang telah diputuskan 
Pengadilan Negeri dapat dibanding. Pembatasan nilai perkara yang dapat dimintakan banding 
tersebut perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan nilai gugatan sekarang, sebagaimana 
Soedikno Mertokusumo14 mengemukakan “agar dalam hukum acara nasional nanti dimuat 
suatu ketentuan tentang pembatasan nilai perkara yang dapat dimintakan banding ini, untuk 
mempercepat tercapainya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.”
Gagasan pembatasan perkara berdasarkan nilainya sejalan dengan hasil wawancara yang 
telah dilakukan oleh penulis terhadap  Zainuddin Ali15 mengemukakan “ide yang kemudian 
akan dituangkan dalam bentuk SEMA perihal pembatasan perkara tersebut  yang mana dapat 
diajukan ke pengadilan tingkat banding adalah perkara yang nilai objek perkaranya diatas 
Rp 500. 000.000 (lima ratus juta rupiah), namun ternyata niat baik tersebut kandas di tengah 
jalan karena banyak ditentang oleh para advokat yang bersatu dalam asosiasi mereka.” 
Berdasarkan UU Pengadilan banding yang melakukan pembatasan perkara pada nilai Rp 
100, maka perlu juga dilakukan pembatasan perkara yang nilai objeknya dengan standar 
tertentu dapat diselesaikan melalui mekanisme prorogasi.
Pembatasan perkara penting diatur juga dalam ketentuan prorogasi, karena jangan 
sampai ide untuk melaksanakan asas peradilan cepat, tetapi karena tidak ada pembatasan 
perkara berdasarkan nilai objeknya, boleh jadi perkara akan menumpuk di PT lagi, karena PT 
telah dijadikan sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang menyelesaikan perkara 
dengan mekanisme prorogasi. Dalam versi penulis sebaiknya batas nilai objek perkara yang 
dapat diajukan mekanisme prorogasi hanya perkara yang di atas satu milyar saja. 
Adapun untuk perkara dibawah satu milyar tetap diselesaikan melalui pengadilan 
berjenjang. Alasan memakai standar satu miliar, kembali kepada kondisi psikologis penggugat, 
jika dari awal sadar kalau objek perkara yang digugat nilainya dalam standar tersebut, berarti 
dia akan mengalami kerugian lebih dari biayanya selama berpengadilan. Dari pada nilai dari 
ojek perkara yang sedang diperkarakan.
Terakhir, tidak mungkin peradilan dengan menggunakan mekanisme prorogasi akan 
berjalan tanpa sumber daya yang cukup di Pengadilan Tinggi. Oleh karena itu setelah 
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata  disahkan dengan perbaikan 
berdasarkan konsep prorogasi sebagaimana yang ditawarkan di atas, perlu juga perekrutan 
Hakim di Pengadilan Tinggi yang dapat menangani perkara-perkara yang akan diselesaikan 
14 Varia Peradilan Tahun II No. 24: halaman 90
15 Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam  wawancara, 23 Desember 2012.
389
Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA | Vol. 20 Nomor 4, Desember 2012
AMANNA GAPPA
dengan menggunakan mekanisme prorogasi. Perekrutan Hakim di Pengadilan Tinggi 
dimaksudkan untuk menghindari pula, jika tujuan dari awal prorogasi dijadikan sebagai 
model peradilan untuk menyelesaiakan perkara dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan 
berbiaya ringan, kalau hakim yang akan menanganinya juga tidak cukup, malah tujuan dari 
asas tersebut untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan akan terulang lagi.
Dalam kajian hukum progresif setelah sebuah peraturan perundang-undangan berhasil 
beradaptasi dengan kehendak, hak dan kepentingan dari partsipan hukum yang diatur maka 
perlu komunikasi hukum ke sasaran yang dituju dari peraturan tersebut. Sosialisasi UU atas 
ketentuan prorogasi diperlukan agar masyarakat yang akan menggunakannya tidak “buta” 
hukum, padahal ada hak dan kepentingannya yang telah disediakan melalui peraturan 
perundang-undangan.
PENUTUP
Paradigma hukum progresif sebagai tawaran konsep untuk mengefektifkan asas peradilan 
cepat, sederhana, dan berbiaya ringan yakni dengan menghidupkan kembali penyelesaian 
perkara dengan menggunakan mekanisme prorogasi yang pernah berlaku di zaman kolonial, 
tetapi hanya untuk golongan orang Eropah pada waktu itu. 
Ketentuan prorogasi yang diatur dalam Pasal 326 sampai dengan Pasal 327 BRV 
jika dtelaah substansinya belum dapat djadikan sebagai ketentuan hukum yang dapat 
mengimplementasikan asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Melalui 
ketentuan tersebut, mesti dalam keaadan para pihak harus sepakat agar perkara yang akan 
diselesaikannya  sama-sama mau menggunakan mekanisme prorogasi,  namun jika pihak 
tergugat misalnya tidak mau, berarti jalur prorogasi tidak mungkin akan ditempuh. 
Selain itu dalam Pasal 327 BRV, penyelesaian perkara perdata dengan mekanisme 
prorogasi masih terbuka bagi pihak yang kalah untuk mengajukan kasasi ke MA, artinya kalau 
tetap terbuka upaya hukum yang demikian sebagai upaya untuk mendapatkan  hasil putusan 
yang cepat, dan kurang biaya tidak akan terwujud. Termasuk dalam ketentuan Rancangan 
Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata masih sama substansi dari ketentuan BRV, oleh 
sebab itu sebelum disahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara perdata perlu 
perbaikan atas ketentuan prorogasi, agar asas peradilan cepat sederhana dan berbiaya ringan 
dapat terwujud.
Beberapa hal yang perlu diatur dalam ketentuan prorogasi yaitu penambahan kewenangan 
ke pada Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan tingkat pertama dan terakhir untuk menangani 
perkara perdata dengan cara prorogasi, tetapi perkara yang ditangani hanya perkara yang 
mengandung sengketa hak (gugatan), yang bersifat mutlak (imperatif) bagi pihak tergugat 
agar mengikuti mekanisme peradilan prorogasi. Kemudian bagi pihak yang kalah di PT 
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atas perkara dengan mekanisme prorogasi tersebut, hanya dapat mengajukan upaya hukum 
peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Sementara untuk Pengadilan Tinggi sebagai 
lembaga yang diberikan kompetensi perlu perekrutan hakim atau penambahan jumlah hakim 
agar perkara yang diadili secara prorogasi, pembagian perkaranya seimbang bagi setiap 
hakim, guna menghindari terjadi penumpukan perkara di Pengadilan Tinggi.
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PENDAHULUAN
Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan masyarakat dan hukum juga terus 
mengalami dinamisasi. Walaupun perkembangan hukum masih harus tertatih-tatih mengikuti 
perkembangan zaman, namun ia berusaha untuk terus memberikan sumbangsih pada kegiatan 
dan upaya pengkajian hukum. Demikian pula terhadap perkembangan birokrasi-birokrasi 
yang berhubungan dengan struktur hukum itu. Bentuk-bentuk hukum yang menekankan 
pada kekuasaannya mulai dilkritisi dan diubah menjadi aturan hukum yang lebih mengakar 
kepada keinginan masyarakat luas dimana, bentuk hukum itu dikenal sebagai rasionalitas 
formal, diarahkan kepada rasionalitas substansif.
PERSPEKTIF HUKUM REFLEKSIF TERHADAP 
MORATORIUM REMISI DI INDONESIA
Oleh:
Mustaring
Universitas Negeri Makassar
E-mail: thariqsaipul@yahoo.com
Abstract: Society is always experiencing change and development. Similarly, the law, is 
also constantly changing. But in reality, the development of law is often not in line with 
the development of society, and sometimes even legal developments lag far behind the 
development of society. Observing the relationship between law and society so that, the 
theory of Reflexive Law by Tuebner Gunther tries to explain about the re-materialization 
of law in which the formal rationality is always going tug with substantive rationality. 
Realities of legal development in Indonesia, especially in terms of government policy making 
moratorium remission, it turns out that when viewed from the perspective of reflexive law, it 
can be said that there have been laws in Indonesia that led to substantive rationality.
Keyword: Reflexive Law, Moratorium Remission
Abstrak: Masyarakat senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan. Demikian 
pula dengan hukum, juga senantiasa mengalami perubahan. Namun dalam kenyataannya, 
perkembangan hukum sering tidak sejalan dengan perkembangan masyarakat, dan bahkan 
kadang-kadang perkembangan hukum jauh tertinggal dibandingkan dengan perkembangan 
masyarakat. Mencermati hubungan antara hukum dan masyarakat yang demikian itu, teori 
Hukum Refleksif dari Gunther Tuebner mencoba menjelaskan tentang rematerialisasi hukum 
dimana antara rasionalitas formal selalu terjadi tarik-menarik dengan rasionalitas subtantif. 
Realitas perkembangan hukum di Indonesia, khususnya dalam hal kebijakan pemerintah 
membuat moratorium remisi, ternyata bahwa jika dipandang dari perspektif hukum refleksif, 
maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi perkembangan hukum di Indonesia yang mengarah 
ke rasionalitas subtantif.
Kata kunci: Hukum Refleksif, Moratorium Remisi
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Pada tingkat kesejahteraan dan peraturan, tekanan yang lebih besar yang selama ini 
ditempatkan pada hukum rasional formal yang memberikan perhatian dan fungsi pada 
orientasi pemerintah akan banyak mengarah pada pembangunan hukum yang berorientasi 
pada penguatan sub-sub sistem yang ada pada masyrakat, agar natinya hukum dapat digunakan 
sebagai instrumen untuk orientasi tujuan dan intervensi arah dengan maksud tertentu. Dengan 
adanya upaya itu maka perlu dilakukan suatu usaha sebagai ‘rematerialisasi hukum’ sehingga 
terus ada upaya dalam menuju suatu tatanan hukum yang lebih modern. Dengan demikian 
maka orientasi hukum dan masyarakat harus senantiasa didengungkan agar bagian dari warisan 
program status welfare-regulatory ini akan berkembang menuju dan mengacu pada solusi 
dalam merubah rasionalitas formal ini, sebab hukum dibentuk tidak untuk hanya kepentingan 
hukum itu sendiri, namun untuk kepentingan manusia dan kehidupan masyarakat. Oleh karena 
disadari bahwa kehidupan manusia dan masyarakat tanpa aturan hukum akan kacau balau. 
Perubahan pemikiran hukum dari rasionalitas formal ke rasionalitas substantif 
digunakan sebagai instrumen untuk melakukan perubahan yg berorientasi pada suatu 
tujuan atau sasaran, yang lebih umum dan terbuka serta lebih terinci. Pendekatan teori 
neo-evolusioner menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi pada tatanan hukum dan 
masyarakat dalam suatu negara yang oleh Teubner menggunakan mengarahkan kepada satu 
perspektif	proses	perubahan	hukum	dan	sosial	dengan	hukum	refleksif.	Sebelumnya,	Teubner	
dalam menguraikan pendapat Phillipe Nonet dan Phillip Selznick bahwa Nonet dan Selznick 
mengembangkan model hukum dengan tiga tahapan evolusioner yakni: represif, otonom, dan 
responsif.1 Selain itu, Nonet da Selznick juga menyatakan bahwa Hukum represif sebagai 
tatanan hukum yang tidak menjamin keadilan substantif, memiliki potensi yang membuat 
otoritas penguasa semakin efektif demi mempertahankan status quo.2 
Namun demikian, dengan teori Nonet dan Selznick ini Tuebner melihat adanya 
perkembangan yang mengarah pada penggunaan dan pengembangan hukum represif secara 
meluas tanpa banyak memasukkan “campur tangan” yang memadai dari masyarakat sehingga 
hukum hanya berkembang tanpa dibarengi dengan perkembangan masyarakat.
Mencermati apa yang telah dikemukakan di atas, dan dengan mencoba memperhatikan 
fenomena yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia, khususnya terhadap perkembangan 
hukum yang terjadi di Indonesia pada era reformasi ini, maka sangat menarik untuk dikaji 
dengan	melihat	dari	kacamata	hukum	refleksif.	Fenomena	yang	penulis	maksudkan	adalah	
lahirnya sebuah kebijakan pemerintahan SBY-Boediono yang melakukan moratorium 
terhadap remisi para koruptor. Kebijakan ini mencoba mengakomodir tekanan-tekanan 
mayarakat terhadap penganganan korupsi di Indonesia yang seakan tumbuh subur. Namun 
1  Philippe Nonet dan Philip Selznick, 1978. Hukum Responsif Pilihan di Masa Transisi, (Terj. Rafael Edy 
Bosco), HuMa, Jakarta, 2003.
2  Ibid
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demikian, kebijakan tersebut justru mendapatkan tantangan dari para koruptur dan sebagian 
ahli hukum yang ternyata berhasil mengalahkan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penulis 
mencoba	meneropong	persoalan	tersebut	dari	kacamata	hukum	refleksif.
PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Hal Ikhwal Moratorium Remisi di Indonesia
Manakala ditelaah secara mendalam mengenai Kebijakan Pemberian Remisi dan 
Pembebasaan Bersyarat (KPRPB) yang diterbitkan oleh Menkumham, maka kita akan 
memahami bahwa permasalahan tersebut tidaklah seringan ungkapan para anggota DPR 
dan tidak pula sesederhana perseteruan antara Deny dan Yusril.3 Mengapa demikian, karena 
KPRPB adalah proses pergeseran paradigma penegakan hukum dalam hal pemberian 
remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana yang dilakukan oleh Menkumham Amir 
Syamsudin. Paradigma dalam konteks ini dapat dimaknai sebagai suatu pola atau model yang 
bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Paradigma lama yang selama ini dianggap sudah 
mapan, ternyata tidak bisa menjawab permasalahan hukum yang timbul dan tidak mampu 
memenuhi rasa keadilan masyarakat. Atas dasar itulah, KPRPB lahir sebagai upaya untuk 
menjawab semuanya. Inilah yang disebut oleh Thomas S.Kuhn sebagai lompatan paradigma 
(The Concept of Paradigm Shift).
KPRPB adalah kebijakan yang bersifat mengatur melalui instrumennya berupa 
Keputusan Menkumham Amir Syamsudin yang mencabut keputusan Menkumham sebelumnya 
Patrialis Akbar mengenai pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana di 
seluruh Indonesia. Pencabutan ini menimbulkan akibat hukum berupa dibatalkannya hak 
remisi dan hak pembebasan bersyarat bagi narapidana yang belum melaksanakan keputusan 
Menkumham Patrialis Akbar.
Keluruhan cita-cita paradigma KPRPB akhirnya bergeser menjadi persoalan hukum, 
tatkala tujuh orang narapidana membawa Keputusan Pencabutan Pembebasan Bersyarat atas 
nama mereka ke jalur litigasi melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Alasan mereka didasari 
pada perspektif bahwa keputusan pencabutan tersebut bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 
1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat 
dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006.
Setelah melalui protokol pengujian yang ketat terhadap perseteruan paradigma KPRPB 
dan perspektif berakibat hukum, akhirnya Peradilan Tata Usaha Negara memutuskan 
untuk menunda daya berlakunya Keputusan Pencabutan Pembebasan Bersyarat atas nama 
tujuh orang narapidana yang menggugat, dan menyatakan keputusan tersebut batal karena 
3  Dikutip pada laman: http://www.kompas. com. Selasa, 24 April 2012. Pukul 16:41 WIB
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bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan 
yang baik.4
Putusan Peradilan Tata Usaha Negara membawa konsekuensi dibebaskannya tujuh orang 
narapidana yang menggugat oleh Menkumham. Inilah sikap Pejabat yang harus diapresiasi 
atas ketaatannya melaksanakan putusan peradilan tata usaha Negara. Putusan ini selanjutnya 
menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Bagi mereka yang pro tentunya akan 
menyalahkan Menkumham, sedangkan yang kontra akan mendukung Menkumham untuk 
melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan yang lebih tinggi. 
Namun di sisi yang lain, perdebatan hukum yang sebelumnya terjadi di antara pihak 
kuasa hukum tujuh orang narapidana yang bergabung dengan para anggota DPR melawan 
pihak Kemenkumham, pasca putusan peradilan akhirnya bergeser menjadi tuduhan terhadap 
lembaga Peradilan Tata Usaha Negara oleh kelompok penekan (pressure group), sebagai 
lembaga pemutus yang kurang memahami persoalan hukum yang sesungguhnya. Tuduhan ini 
tentunya tidak berdasar, mengingat Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan yang tidak 
hanya memeriksa dan memutus saja, melainkan juga menyelesaikan setiap sengketa-sengketa 
tata usaha Negara yang dihadapkan kepadanya. 
Pelaksanaan dari fungsi peradilan Tata Usaha Negara ini tidaklah semudah yang dikira 
orang yang hanya melihat dari satu perspektif saja. Justru karena adanya pertikaian perspektif 
tentang penerapan hukum itulah, yang mengharuskan peradilan menjalankan fungsinya 
secara objektif, dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas 
yang menjadi landasannya untuk menghasilkan suatu putusan yang mencerminkan perasaan 
keadilan. Dengan demikian, apabila digali, dipelajari dan dikaji putusan Peradilan Tata Usaha 
Negara itu secara lebih mendalam, maka akan diperoleh suatu pemahaman bahwa putusan itu 
berisi unsur korektif dan unsur edukatif bagi kedua belah pihak yang bersengketa, temasuk 
bagi masyarakat dalam kerangka yang lebih luas. 
Unsur korektif dari putusan peradilan menunjukkan, bahwa perlu dibangunnya suatu 
kerangka yuridis yang menjadi landasan KPRPB, sehingga keputusan-keputusan menyangkut 
pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat memiliki dasar hukum yang jelas. PERPU dapat 
menjadi salah satu jalan keluar untuk menjadi payung hukum KPRPB. Inilah yang disebut 
oleh Imre Lakatos sebagai sabuk pengaman (protective belt), dimana yang diubah itu hanya 
sabuk pengamannya (payung hukumnya) saja, tanpa harus mengganggu pohonnya (KPRPB). 
Sedangkan Unsur edukatif dari putusan peradilan itu dapat dimaknai sebagai suatu jembatan 
antara kepastian hukum dan perasaan hukum masyarakat dengan memberi makna baru 
terhadap hukum yang ada. 
4  Aries Setiawan, Dedy Priatmojo. Dikutip pada laman: http://www. VIVANews, Rabu, 7 Maret 2012, 
Pukul 17:49 WIB 
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Selanjutnya mengenai kekhawatiran terhadap kemungkinan putusan peradilan menjadi 
yurisprudensi dan akan berdampak sistemik terhadap para narapidana lainnya (yang 
sebelumnya sudah memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat), dapat dipahami sebagai 
suatu bentuk pertanggung jawaban moral dari seorang Menkumham. Putusan peradilan 
barulah benar-benar dapat dikatakan sebagai yurisprudensi, apabila putusan tersebut telah 
melalui tahapan pengujian yang berulang-ulang sampai pada tahapan peradilan kasasi, yang 
diikuti dengan tahapan pengkajian ilmiah secara ketat. Sedangkan dalam hal akan berdampak 
sistemik atau tidak kepada narapidana yang lainnya, justru tergantung pada pertimbangan 
professional yang ketat dari Menkumham berdasarkan diskresi yang melekat pada jabatannya. 
Akhirnya, makna yang terpenting dari kontroversi KPRPB ini adalah perlunya 
pembenahan peraturan perundang-undangan secara menyeluruh dengan melibatkan DPR 
guna melakukan perbaikan-perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah 
tidak sesuai dengan perkembangan atau dengan membuat peraturan-peraturan yang belum 
ada. Selain itu, sifat kenegarawanan yang ditunjukkan oleh Kemenkumham dan Peradilan 
Tata Usaha Negara dalam menjangkau nasib kedaulatan hukum bangsanya di masa depan, 
perlu ditiru oleh para anggota DPR. Bukannya malah mengkonsolidasikan kekuatan untuk 
melakukan hak interpelasi terhadap KPRPB, karena dengan bersikap seperti itu justru 
akan menunjukkan tindakan para anggota DPR didasari kepentingan yang sempit dan 
mengabaikan rasa keadilan masyarakat, mengingat permasalahan hukum di hilir justru tidak 
dapat dilepaskan dari permasalahan di hulu.
Rematerialisasi Hukum dan Masyarakat 
Perubahan orientasi dari pemerintah yang terbetuk dalam rasional formal menuju pada 
penguatan sub-sub sistem yang ada pada masyarakat (substantive Rationality) memang 
disadari harus dilakukan melalui rematerialisasi hukum (rematerialization of law) sebagai 
sebuah alternatif jalan keluar yang banyak dilakukan5 dalam mengatasi keadaan yang dikenal 
dengan Krisis Hukum. Namun bagaimana sebenarnya rematerialisasi hukum itu oleh Gunther 
Tuebner dikatakan:
“The rematerialization of formal law is the corollary development within the legal 
sphere. law develops a substantive rationality characterized by particularism, result-
orientation, an instrumentalist sosial policy approach, and the increasng legalization 
of formerly autonomus sosial processes.6
Secara singkat dapat dikatakan bahwa rematerialisasi hukum menurut Gunther Tuebner 
adalah untuk menjaga keseimbangan rasionalitas formal dengan rasionalitas subtantif. 
5  Gunther Tuebner, Substantive and Reflexive Elements in Modern Law, Law & Society Review, Vol. 17, 
No. 2. 1983, hal. 239-286.
6  Bruggemeier, 1980; Eder, 1978, Unger, 1976 ,dan Voigt, 1980, dalam Gunther Tuebner, ibid.
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Rematerialisasi hukum adalah bagaimana mendorong proses perubahan dari rasionalitas 
subtantif ke rasionalitas formal atau sebaliknya.7 Namun demikian, rematerialisasi hukum ini 
harus diawasi sebab suatu remateriliasasi hukum dapat berdampak pada munculnya ancaman 
terhadap nilai-nilai sosial ini, sebab dengan rematerilisasi hukum, nilai-nilai kehidupan sosial 
akan tidak mendapat perhatian sehingga tidak akan terakomodasi dalam pengaturan hukum. 
Disamping itu, secara langsung rematerialisasi hukum ini akan mengganggu individualitas, 
sebab hukum akan senantiasa mengacu pada keinginan rasionalitas yang mengarah pada 
sasaran formal dan tentunya dengan sendirinya akan melupakan persoalan individu. Sebagai 
konsekuensi logis dari gambaran ini tentunya perlindungan hukum terhadap individu dan 
masyarakat tentu akan berkurang.
Sekaitan dengan kebijakan moratorium remisi (pengetatan remisi dan pembebasan 
bersyarat)	terhadap	tujuh	narapidana	yang	terkena,	yaitu	Hafiz	Zawawi,	Boby	Suhardiman	dan	
Hengky Baramuli adalah terpidana kasus travel cek pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank 
Indonesia, Hesti dan Agus adalah terpidana perkara korupsi pembangunan PLTU Sampit, 
serta Ibrahim adalah terpidana perkara korupsi Puskesmas Keliling di Kabupaten Natuna,8 
jika	dipandang	dari	 perspektif	 hukum	 refleksif,	maka	hal	 itu	dapat	dikatakan	bahwa	 telah	
terjadi proses rematerialisasi hukum khususnya hukum pidana di Indonesia. Rematerialisasi 
hukum yang dimaksud adalah suatu proses perubahan dari rasionalitas formal menuju ke arah 
rasionalitas subtantif.
Pengaturan hukum tentang pemberian remisi dan pembebasan bersyarat, utamanya 
terhadap narapidana-narapidana korupsi, dalam perkembangannya mendapatkan tantangan 
dari masyarakat. Pemerintah dianggap tidak “becus” mengatasi persoalan korupsi dan salah 
satu biangnya adalah terlalu lemahnya ancaman pidana korupsi dan ditambah lagi dengan 
adanya remisi. Menangkap realitas social ini, maka pemerintah kemudian mengeluarkan 
kebijakan pengetatan terhadap pemberian remisi dan pembebasan bersyarat. Namun di tengah 
perjalanan, proses rematerialisasi hukum ini mendapatkan tentangan dari pendukung “rule of 
law” dengan mengajukan gugatan terhadap kebijakan tersebut yang berujung pada lahirnya 
keputusan PTUN yang memenangkan pihak terpidana. 
PENUTUP
Jika dipandang secara umum, maka arah perkembangan hukum di Indonesia saat ini dalam 
era reformasi berjalan ke arah rasionalitas subtantif. Hal ini terbukti dengan munculnya 
perlawanan-perlawanan dari masyarakat dalam berbagai bentuknya terhadap tindakan-
tindakan hukum pemerintah. Begitu pula dalam hal adanya moratorium remisi.
7  Guntur Hamzah, Bahan Kuliah Pasca Sarjana S3 Ilmu Hukum.
8  VIVANews, Op.cit.
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Namun demikian, penulis mengingatkan bahwa hukum harus tampil sebagai instrument 
keseimbangan. Hukum harus mampu menjaga agar perkembangan hukum tidak berat sebelah. 
Atau dengan kata lain, manakala perkembangan hukum terlalu mengarah kepada rasionalitas 
formal, maka hukum harus menariknya pelan-pelan, demikian pula sebaliknya.
Jika hukum dapat menempatkan posisinya sebagai instrument penyeimbang, maka 
polisi yang telah bekerja keras menyabung nyawa, jaksa dengan segala kemampuannya 
menyusun dakwaan, dan hakim dengan curahan pikiran, ilmu dan perasaan hukumnya, 
menjadi tidak tersakiti atau kecewa. Kebijakan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat 
tidak diperlukan lagi. Bukankah sejarah tentang adanya remisi pada awalnya bukanlah sebuah 
hak, tetapi semata-mata hanyalah kebaikan hati dari para penguasa.
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PENDAHULUAN
Mengulas dan mengkaji tentang lembaga negara tidak bisa dilepaskan dari teori fungsi 
kekuasaan. Perkembangan teori ini berakar dari teori klasik tentang Trias Politica yang 
melahirkan teori “Pemisahan Kekuasaan (separation of power)”, yang dicetuskan oleh John 
Locke dan Baron de Montesquieu.1 
 John locke,2 dalam Treaties On Civil Government,  yang kemudian banyak dipakai 
sebagai rujukan dalam teori mengenai kekuasaan, memisahkan Negara ke dalam tiga 
cabang kekuasaan; kekuasaan legislatif (kekuasaan membentuk undang-undang), kekuasaan 
eksekutif (kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang), dan kekuasaan federatif 
(kekuasaan yang mengadakan perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua 
orang dan badan-badan di luar negeri).
1  Lihat Montesquieu: Spirit of the Laws. (Cambridge Texts in the History of Political Thought. 
Cambridge: Cambridge UP, 1989). 
2  Lihat cacatan lengkap buku ini pada laman website: http://www.constitution.org/jl/2ndtreat.htm. 
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Abstract: The study of the concept of state institutions can’t be separated from the theory 
of fuctions of power. Starting from the classical theory of trias politica that gave birth to 
the theory of separation of power. But with development and growth of the country which 
gave birth to the new institutions or organ that supports the existence of a state. It can’t 
be separated from the constitutional reform which implies fundamental changes in state 
system of Indonesia. Even some experts and observers state structure has it’s own view on 
the composition of state institutions after constitutional reform.
Keywords: Institutional State, Constitution
Abstrak: Kajian mengenai konsep lembaga negara tidak bisa dilepaskan dari teori fungsi 
kekuasaan. Bermula dari teori klasik tentang trias politica yang melahirkan teori pemisahan 
kekuasaan. Namun seiring perkembangannya, teori pemisahan kekuasaan telah bergeser 
akibat perkembangan dan pertumbuhan negara yang kemudian melahirkan perangkat atau 
organ kelembagaan baru yang mendukung adanya sebuah negara. Hal tersebut tidak terlepas 
dari hasil amendemen konstitusi yang mengimplikasikan berbagai perubahan mendasar 
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bahkan beberapa pakar dan pengamat tata negara 
memiliki pandangan tersendiri terhadap susunan lembaga negara pasca amendemen 
konstitusi.
Kata kunci: Lembaga Negara, Konstitusi
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 Sementara Baron de Montesquieu,3 mengidealkan ketiga fungsi kekuasaan negara itu 
kedalam tiga organ negara. Satu organ hanya boleh menjalankan satu fungsi (functie), dan 
tidak boleh saling mencampuri urusan masing-masing dalam arti yang mutlak, jika tidak 
demikian, maka kebebasan akan terancam.
 Istilah ini banyak dikenal dan paling sering digunakan oleh banyak penulis yang 
menkonsentrasikan kajiannya pada bidang “Ilmu Negara” atau “Hukum Tata Negara”. 
Dalam suatu sistem pemisahan kekuasaan itu harus terpisah (separation), baik mengenai 
fungsi, tugas, maupun mengenai alat kelengkapan Negara yang melaksanakan:
1. Kekuasaan legislatif, dilaksanakan oleh suatu perwakilan rakyat (Parlemen). 
2. Kekuasaan eksekutif, dilaksankan oleh pemerintah (Presiden atau Raja dengan bantuan 
Menteri-menteri) 
3. Kekuasaan yudikatif, dilaksanakan oleh badan peradilan (Mahkamah Agung dan 
pengadilan di bawahnya). 
 Namun seiring perkembangannya, teori pemisahan kekuasaan telah bergeser akibat 
perkembangan dan pertumbuhan negara yang kemudian melahirkan perangkat atau 
organ4 kelembagaan baru yang mendukung adanya sebuah negara. Sebagai akibat dari 
perkembangan tersebut, teori pemisahan kekuasaan (separation of power), kemudian 
bergeser dan melahirkan teori pembagian kekuasaan (distribution of power). Menurut teori 
ini, cabang-cabang kekuasaan tidaklah mutlak terpisah satu sama lain, namun terhubung, 
terkait dan saling menunjang satu sama lain. Distribution of power melahirkan fungsi 
kontrol dan keseimbangan antar organ-organ negara yang dikenal dengan istilah check and 
balances. Menjadikan lembaga dan organ negara bekerja lebih dinamis.
 Terkait amanat konstitusi, dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara republik 
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), beberapa pakar dan pengamat tata negara memiliki 
pandangan sendiri tentang UUD NRI 1945 menganut sistem pemisahan kekuasaan atau 
pembagian kekuasaan. Yusril Ihza Mahendra, dalam Sengketa Kewenangan Lembaga 
Negara (SKLN) antara Pemerintah (c.q. Presiden dan Menkeu) dengan DPR dan BPK pada 
Oktober 2012 lalu, terkait sengketa Perjanjian Jual Beli 7% Saham Divestasi PT Newmont 
Nusa Tenggara Tahun 2010 dengan pemegang saham asing. Dalam sidang SKLN tersebut, 
pemerintah berkedudukan sebagai Pemohon, sementara DPR dan BPK berkedudukan 
sebagai termohon I dan II 
 
3  Lihat Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, (Setjen 
dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006).   
4  Hans Kelsen, General Theory of the Law and State, (Russell&Russell, New York, 1961), hal 192. 
Menurut Kelsen, siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum (legal order) 
adalah suatu organ. Jimly. Ibid.
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 Sebagai saksi ahli yang dihadirkan Pemohon, Yusril memberikan pendapatnya bahwa, 
“Kewenangan antar lembaga negara yang menangani kekuasaan yudikatif dipisahkan secara 
tegas. Tetapi dalam hubungan eksekutif dan legislatif tidak terjadi pemisahan kekuasaan, 
melainkan pembagian kekuasaan (division of power).5 Hal ini berbeda dengan pendapat 
Jimly Asshiddiqie dalam berbagai tulisannya yang menyebut UUD NRI 1945 menganut 
sistem pembagian kekuasaan (distribution of power).
 Namun di luar perbedaan tersebut, yang pasti, agar lebih tertata dan memiliki pijakan 
hukum yang kuat, pembagian kekuasaan ini diatur dalam konstitusi. Konstitusi memuat 
organ-organ ini secara tertulis dan membagi peran, fungsi dan kewenangannya secara tegas, 
namun bersifat koordinatif. Tegas agar masing-masing organ tidak mencampuri fungsi organ 
lainnya. Koordinatif agar setiap organ saling koordinasi, saling kontrol dan berimbang (check 
and balances) dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.
PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Menurut penulis, UUD NRI 1945 menganut sistem ganda, pemisahan kekuasaan 
(separation/division of power) dan pembagian kekuasaan (separation of power). Hal ini 
karena semua organ atau perangkat kelembagaan negara yang diatur dalam UUD NRI 1945 
menjalankan fungsi dan kewenangannya berdasarkan prinsip check and balances, baik 
bersifat hierarkis maupun horizontal. Dan beberapa kekuasaan itu kemudian dibagi.6
 Di tengah keterbatasan pustaka yang mengkaji tentang lembaga negara pasca 
amandemen UUD NRI 1945, makalah ini hanya khusus mengkaji hubungan fungsional, 
pelaporan dan pengawasan dari lembaga negara “versi” Jimly Asshiddiqie seperti yang 
tertulis dalam bukunya “Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi”.
Menurut Jimly, lembaga negara dalam arti sempit sebagai badan atau organisasi yang 
menjalankan fungsi menciptakan hukum dan fungsi menerapkan hukum dalam 
kerangka struktur dan sistem kenegaraan atau pemerintahan. Dalam pengertian ini, 
lembaga negara mencakup badan-badan yang dibentuk bedasarkan konstitusi ataupun 
peraturan perundang-undangan lain di bawahnya yang berlaku di suatu negara.
   Masih menurut Jimly, dalam ketentuan UUD NRI 1945, terdapat lebih dari 35 subjek 
jabatan atau subjek hukum kelembagaan yang dapat dikaitkan dengan pengertian lembaga 
5  Lihat putusan No 2/SKLN-X/2012 Mahkamah Konstitusi. Pendapat Yusril ini juga perlu dikritisi. 
Karena pembagian kekuasaan juga berlaku di lembaga yudikatif. Terkait hak uji materi antara MK dan MA. MK 
UU terhadap UUD 1945, sedangkan MA Peraturan PerUUan dibawah UU terhadap UU. Ini jelas pembagian 
kekuasaan.
6  Contoh pembagian kekuasaan antar lembaga negara dalam UUD NRI 1945 diantaranya; eksekutif-
legislatif dalam hal pembahasan dan pembentukan peraturan perUUan, sekalipun legislatif memiliki fungsi 
legislasi penuh dibanding eksekutif. Kemudian antara lembaga yudikatif, MK-MA membagi kekuasaan di 
bidang judicial review. MK berwenang menguji UU terhadap UUD 1945, sedangkan MA berwenang menguji 
peraturan PerUUan dibawah UU terhadap UU. 
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atau organ negara dalam arti yang luas:7
1) Presiden;
2) Wakil Presiden;
3) Dewan Pertimbangan Presiden;
4) Kementerian Negara;
5) Menteri Luar Negeri;
6) Menteri Dalam Negeri;
7) Menteri Pertahanan;
8) Duta;
9) Konsul;
10) Pemerintahan Daerah Provinsi;
11) Gubernur/Kepala Pemerintah Daerah Provinsi;
12) DPRD Provinsi;
13) Pemerintahan Daerah Kabupten;
14) Bupati/Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten;
15) DPRD Kabupaten;
16) Pemerintahan Daerah Kota;
17) Walikota/Kepala Pemerintah Daerah Kota;
18) DPRD Kota;
19) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
20) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
21) Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
22) Komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, yang diatur lebih 
lanjut dengan undang-undang;
23) Bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan 
independensinya diatur lebih lanjut dengan undang-undang;
24) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
25) Mahkamah Agung (MA);
26) Mahkamah Konstitusi (MK);
27) Komisi Yudisial (KY);
28) Tentara Nasional Indonesia (TNI); 
29) Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
30) Angkatan Darat (AD);
31) Angkatan Laut (AL);
7  Pandangan yang lebih luas lagi adalah yang didasarkan atas pendapat Hans Kelsen yang menyatakan 
bahwa semua organ yang menjalankan fungsi-fungsi ‘law-creating function and law-applying function’ 
adalah merupakan organ atau lembaga negara. Lihat Hans Kelsen, The General Theory of Law and State. 
Berdasarkan pandangan Hans Kelsen ini, setiap warga negara yang sedang berada dalam keadaan menjalankan 
suatu ketentuan undang-undang juga dapat disebut sebagai organ negara dalam arti luas, misalnya, ketika 
warga negara yang bersangkutan sedang melaksanakan hak politiknya untuk memilih dalam pemilihan umum. 
Yang bersangkutan dianggap sedang menjalankan undang-undang (law applying function) dan juga sedang 
melakukan perbuatan hukum untuk membentuk lembaga perwakilan rakyat (law creating function) melalui 
pemilihan umum yang sedang ia ikuti. Jimly. Ibid hal 24.
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32) Angkatan Udara (AU);
33) Satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa;
34) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, seperti 
Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Nasional 
Hak Asasi Manusia, dan sebagainya;
35) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.
 Namun tidak semua organ ini disebut lembaga negara. Dalam buku yang sama, Jimly 
hanya menyebut 7 (tujuh) lembaga yang disebut sebagai Lembaga Negara. Ketujuh lembaga 
negara tersebut adalah:
1) Presiden dan Wakil Presiden.
2) MPR.
3) DPR.
4) DPD.
5) MK.
6) MA.
7) BPK.
 Sementara lembaga lain yang namanya tertulis dalam UUD NRI 1945 disebut bukan 
dengan kata “lembaga negara” namun “lembaga konstitusional”. Lembaga tersebut adalah:
1) KY.
2) BI.
3) KPU.
4) Menteri dan Kementerian Negara.
5) POLRI.
6) TNI.
7) Dewan Pertimbangan Presiden (DPP).
 Ini menjadi kajian menarik karena Komisi Yudisial yang secara jelas masuk dalam 
Bab IX UUD NRI 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman dan disebut dalam Pasal 1 ayat (4) 
UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak masuk kategori “Lembaga 
Negara”, namun dengan penyebutan lain “Lembaga Konstitusional” menurut versi Jimly. 
Hubungan Fungsional-Pelaporan-Pengawasan Antar Lembaga Negara
1. Eksekutif-Legislatif-Eksekutif
a. Hubungan fungsional 
			 Hubungan	 fungsional	 eksekutif	dan	 legislatif	yang	cukup	 signifikan	adalah	adalah	
terkait fungsi keduanya dalam bidang legislasi dan penyusunan APBN dan APBN-P. 
Sekalipun DPR memiliki fungsi legislasi penuh, namun eksekutif-dalam hal ini Presiden-
cukup memiliki posisi strategis dalam pengajuan RUU8 karena eksekutif yang akan 
8  Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) UUD NRI 1945.  
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menjalankan/melaksanakan RUU tersebut jika sudah menjadi undang-undang.
 Hubungan fungsional lain antara eksekutif dan legislatif adalah dalam hal: Jika 
ingin menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, maka 
harus dengan persetujuan DPR.9 Dalam hal membuat perjanjian internasional, Presiden 
melakukannya setelah mendapat persetujuan DPR.10 Dalam hal pengangkatan duta dan 
menerima duta negara lain, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari DPR. Dalam 
hal memberikan amnesti dan abolisi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR.11
b. Hubungan Pelaporan
     Karena Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR, maka hubungan pelaporan 
antara eksekutif-legislatif sebatas Presiden menyampaikan Pidato Kenegaraan di hadapan 
MPR yang dilaksanakan tiap tahun pada saat peringatan hari kemerdekaan. Bagi sebagian 
pengamat, Pidato Kenegaraan ini dianggap sama dengan Presiden melaporkan kinerjanya 
kepada wakil-wakil rakyat di DPR.
c. Hubungan Pengawasan
     Hubungan ini yang banyak memicu tensi politik tinggi. Karena salah satu fungsi DPR 
adalah pengawasan, maka DPR wajib melakukan pengawasan terhadap kinerja eksekutif yang 
dipimpin	 Presiden.	 Tidak	 sedikit,	 hubungan	 pengawasan	 ini	menimbulkan	 konflik	 politik	
antara Presiden dan DPR. Salah satunya seperti tercantum dalam Pasal 7A UUD 1945 tentang 
pemberhentian Presiden oleh DPR maupun dalam pelaksanaan pengawasan atas jalannya 
peraturan perundang-undangan maupun pengawasan atas penggunaan anggaran negara oleh 
eksekutif.12 
2. Eksekutif-Yudikatif-Eksekutif
a. Hubungan Fungsional
       Dalam UUD NRI 1945, hubungan fungsional antara Eksekutif dan Yudkatif yang bisa 
disebutkan adalah saat Presiden memperhatikan pertimbangan MA ketika ingin memberikan 
grasi dan rehabilitasi.13 Juga dalam hal kewenangan MA melakukan uji materi peraturan 
perundang-undangan di bawah UU terhadap UU.14 Dalam hal Presiden menetapkan 9 
(sembilan) orang hakim konstitusi yang 3 (tiga) diantaranya diajukan oleh Presiden.15
b. Hubungan Pelaporan
    UUD NRI 1945 atupun peraturan perundang-undangan lainnya tidak menyebut 
9 Pasal 11 ayat (1) UUD 1945 
10 Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 
11 Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 
12 Lihat dan cermati kasus Sekkab Dipo Alam yang melaporkan sejumlah Kementerian ke KPK terkait 
dugaan kongkalikong (korupsi) sejumlah Kementerian dengan DPR.
13 Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 
14 Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 
15 Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 
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hubungan pelaporan antara eksekutif dan yudikatif. Hubungan keduanya lebih bersifat 
fungsional dan koordinatif. Karena sama-sama berstatus sebagai lembaga negara dengan 
posisi yang setara. Terkecuali dalam hal keduanya rutin memberikan dokumentasi laporan 
tahunan pada tiap tahunnya, atau pelaporan yang sifatnya koordinatif antara kementerian 
atau unit lain dibawah Presiden dengan MA dan MK.
c. Hubungan Pengawasan
    Dalam hubungan pengawasan, UUD 1945 maupun peraturan perUUan lainnya juga 
tidak mengatur tentang hubungan pengawasan antara eksekutif dan yudikatif. Eksekutif 
(Presiden) tidak bisa dan tidak boleh mengawasi Yudikatif, demikian pula sebaliknya.    
3. Legislatif-Yudikatif-Legislatif
a. Hubungan Fungsional 
 Dalam UUD NRI 1945 hubungan fungsional antara Legislatif-Yudikatif-Legislatif 
disebutkan di antaranya: 
a) Legislatif memiliki fungsi legislasi (pembuat undang-undang). Dalam konteks ini, 
hubungan fungsional dengan lembaga kehakiman tidak secara langsung, sebatas pada 
fungsi legislasi DPR yang membentuk undang-undang dan kemudian dijalankan oleh 
lembaga kehakiman (MK, MA dan peradilan di bawah MA).
b) MK memiliki kewenangan membatalkan suatu undang-undang yang dibentuk DPR 
bersama Presiden melalui hak uji materi (judicial review) jika MK menganggap 
undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Dan jika undang-undang 
tersebut sudah dibatalkan oleh MK, maka dianggap tidak berlaku lagi.
c) MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran 
oleh Presiden dan/atau Wapres menurut UUD 1945.
d) Dalam pemilihan hakim konstitusi, DPR berhak mengajukan 3 (tiga) orang sebagai 
hakim MK, enam lainnya oleh Presiden dan MA.
e) DPR berwenang menyetujui atau tidak menyetujui calon hakim agung yang diusulkan 
oleh KY untuk menjadi hakim agung.
f) Terkait fungsi anggaran yang dimilikinya, DPR berwenang menyetujui jumlah 
permohonan anggaran yang diminta MK dan MA.
g) Mahkamah Agung dapat memberiketerangan, pertimbangan, dan nasihat masalah 
hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.     
b. Hubungan Pelaporan 
          Dalam UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan lain, tidak disebutkan 
tentang hubungan pelaporan antara MK, MA dan DPR. MK dan MA tidak bertanggungjawab 
kepada DPR, demikian pula sebaliknya. Hubungan keduanya adalah hubungan fungsional.
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c. Hubungan Pengawasan
     Terkait fungsi pengawasan yang dimilikinya, DPR bisa melakukan pengawasan 
terhadap MA, MK dan badan-badan kekuasaan kehakiman lain. Pengawasan ini bukan 
wujud intervensi karena badan-badan kekuasaan kehakiman bersifat independen dan mandiri, 
lepas dari pengaruh kekuasaan lain. Pengawasan ini hanya sebagai penegasan DPR sebagai 
representasi rakyat yang ingin mewujudkan kekuasaan kehakiman yang profesional, mandiri 
dan independen.   
4. BPK-Eksekutif-BPK
  Melalui perubahan konstitusi, keberadaan BPK diperkukuh, antara lain ditegaskan 
tentang kebebasan dan kemandirian BPK, suatu hal yang mutlak ada untuk sebuah lembaga 
negara yang melaksanakan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan 
negara. Hasil kerja BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD serta ditindaklanjuti 
oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan UU. Untuk memperkuat jangkauan 
wilayah pemeriksaan, BPK memiliki perwakilan di setiap Propinsi. 
Dalam Pasal 23E UUD 1945 dan Pasal 2 UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK disebutkan 
tentang status BPK sebagai lembaga yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan 
tanggungjawab keuangan negara. Dan menjadi satu lembaga dengan posisi dan peran sangat 
strategis dalam UUD 1945 karena terkait fungsi audit keuangan negara. 
a. Hubungan Fungsional
 BPK dan lembaga eksekutif memiliki posisi yang sama sebagai lembaga negara dalam 
UUD 1945, tentunya dengan fungsi yang berbeda, namun saling menunjang satu sama 
lain. Hubungan fungsional antara BPK dan Eksekutif dapat dilihat dari fungsi audit yang 
dilakukan oleh BPK terhadap pennggunaan dan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan 
oleh Eksekutif; Presiden, Wapres dan lembaga kementerian dibawahnya. Hubungan lain 
yang tidak bersifat fungsional adalah keanggotaan BPK yang diresmikan dengan Keputusan 
Presiden (Keppres).16
BPK juga bisa memberi pertimbangan kepada pemerintah atas rancangan Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pusat/Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat/Daerah.17 BPK bisa memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah 
Pusat/Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lain, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik 
Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, dan lembaga atau 
badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya. BPK bisa memberikan pertimbangan 
atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah 
16 Pasal 4 ayat (1) UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK
17 Pasal 9 ayat (1) huruf (j) UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK
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Daerah; dan/atau, memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian 
negara/daerah.
a. Hubungan Pelaporan
Hubungan pelaporan antara BPK dengan Eksekutif dalam hal ini sebatas pada konteks 
BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara 
tersebut kepada Presiden., Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.18 
Kemudian dalam hal berakhirnya masa jabatan anggota BPK, maka Presiden menerima 
tembusan surat dari BPK yang dikirim ke DPR tentang akan berakhirnya masa jabatan 
anggota BPK paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota 
tersebut.19     
b. Hubungan Pengawasan
        Dalam hal hubungan pengawasan antara BPK dengan Ekskutif, terkait pada fungsi 
BPK melakukan pengawasan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh 
instansi yang telah diberikan laporan hasil audit BPK.20
5. BPK-Legislatif-BPK
a. Hubungan Fungsional
Sebagai sesama lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945, BPK dan Legislatif 
(MPR/DPR/DPD) memiliki fungsi dan kewenangan sendiri-sendiri. BPK memiliki fungsi 
audit, sementara DPR memiliki fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran.
Dalam UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK tidak disebutkan secara rinci dan detail 
tentang hubungan fungsional BPK dengan lembaga negara lainnya. Namun jika dilihat 
dari fungsi utama BPK dalam hal melakukan audit, maka bisa disebutkan bahwa hubungan 
fungsional antara BPK-DPR-BPK terjalin dalam hal; 1) fungsi legislasi DPR sebagai 
lembaga pembentuk undang-undang, termasuk undang-undang BPK, dan 2) Terkait fungsi 
BPK dalam melakukan audit keuangan negara, DPR sebagai salah satu lembaga negara juga 
diaudit oleh BPK terkait pengelolaan keuangan negara, sebagaimana disebut dalam Pasal 6 
yat (1) UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK, bahwa:
BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang 
dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank 
Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik 
Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
Demikian pula sebaliknya, dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan anggaran, DPR 
memiliki kewenangan anggaran atas BPK secara periodik. Serta DPR juga menggunakan 
fungsi pengawasannya terhadap kinerja BPK. 
18 Pasal 8 ayat (1) UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK
19 Pasal 5 ayat (2) UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK
20 Pasal 8 ayat (5) UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK
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a. Hubungan Pelaporan
   Salah satu bentuk perwujudan dari fungsi pelaporan ini adalah saat BPK menyerahkan 
hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara kepada DPR, DPD 
dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.21 
b. Hubungan Pengawasan
   Terkait hubungan pengawasan terkait kedua lembaga, UUD 1945 hanya menegaskan 
posisi DPR sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi pengawasan utuh. Termasuk 
melakukan pengawasan terhadap kinerja BPK.
6. BPK-Yudikatif-BPK
  Sebagai sesama lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945, BPK dan Yudikatif 
memiliki fungsi dan kewenangan sendiri-sendiri. BPK memiliki fungsi audit, sementara MA 
dan MK menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman (judicial power).
a. Hubungan Fungsional
         Hubungan fungsional antara BPK dengan Yudikatif, dalam hal ini MA dan MK sebatas 
pada fungsi BPK dalam melakukan audit pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan 
negara yang juga dilakukan oleh lembaga yudikatif; MA dan MK. BPK sebagai lembaga 
negara dengan fungsi utama melakukan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban keuangan 
negara berwenang meminta dokumen-dokumen terkait dari kedua lembaga tersebut untuk 
memudahkan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan negara yang dipakai. Hubungan 
fungsional lain dapat disebutkan dalam hal terkait salah satu kewenangan MK adalah 
memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN), dan BPK sebagai salah satu 
lembaga negara, masuk dalam subyek sengketa MK.22
a. Hubungan Pelaporan
Terkait hubungan pelaporan antara kedua lembaga ini, hanya terkait fungsi BPK dalam 
melakukan pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan lembaga-lembaga negara. Ketika 
BPK telah melakukan pemeriksaan, maka hasil pemeriksaan tersebut kemudian disampaikan 
ke lembaga yang bersangkutan (Pasal 7 ayat 1 UU BPK No 15/2006).  Dalam undang-undang 
yang mengaturnya, MK dan MA juga tidak diberi kewajiban melaporkan pekerjaannya 
kepada BPK, karena kedua lembaga ini memang berbeda fungsi.  
b. Hubungan Pengawasan
Dalam UUD NRI 1945 maupun peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, 
antara kedua lembaga tidak menjalankan fungsi atau hubungan pengawasan secara timbal 
balik atau sepihak terhadap yang lain. Seperti halnya DPR yang memiliki fungsi pengawasan 
21 Pasal 7 ayat (1) UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK 
22 Lihat putusan No 2/SKLN-X/2012 Mahkamah Konstitusi antara Pemerintah melawan BPK dan DPR 
dalam kasus divestasi PT Newmont.
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terhadap kinerja Eksekutif.
PENUTUP
UUD NRI 1945 pasca amendemen, secara mendasar merekonstruksi paradigma kenegaraan. 
Lembaga negara baru dibentuk dengan fungsi dan kewenangan yang lebih mencerminkan ciri 
negara hukum Indonesia serta lebih demokratis, seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD), 
Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY). Sementara lembaga negara yang 
kurang dibutuhkan akhirnya dibubarkan, seperti yang dialami Dewan Pertimbangan Agung 
(DPA).
Lembaga-lembaga ini kemudian dimuat dalam UUD 1945 pasca amandemen beserta 
status, kedudukan, fungsi dan kewenangannya masing-masing, seperti Presiden, MPR-DPR, 
DPD, MK-MA-KY, BPK. Namun beberapa diantaranya hanya disebutkan namanya saja, 
seperti KPU.
Lembaga-lembaga negara tersebut bekerja sesuai fungsi dan kewenangan yang 
diberikan UUD NRI 1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem 
pembagian kekuasaan (separation of power) dan prinsip check and balances. Berbagi 
kekuasaan tapi tidak saling mengintervensi fungsi dan kewenangan masing-masing. Meskipun 
terdapat beberapa kasus sengketa kewenangan lembaga negara. Sebagaimana yang pernah 
disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK), SKLN antara Presiden (Eksekutif) melawan 
DPR dan BPK dalam kasus divestasi PT Newmont Minahasa.23 Maupun sengketa lembaga 
negara antara MA dan KY tahun 2006 lalu yang kemudian memangkas habis kewenangan 
KY dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap hakim agung dan hakim konstitusi.24 
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PENDAHULUAN
Perkembangan persaingan dalam dunia kerja kian hari kian tumbuh pesat. Segala bentuk 
formula serta konsep hubungan kerja coba dikembangkan dalam menjawab dinamika 
yang mengiringi kebutuhan kerja. Pada titik inilah, kehadiran negara mau tidak mau harus 
terlibat dan bertanggung jawab dalam menjamin hak-hak konstitusional warga negara 
yang telah digariskan dalam UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar (grondwet). Amanat 
serupa sebagaimana tujuan bangsa yang tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945 untuk 
‘memajukan kesejahteraan umum’ berdasarkan Pancasila untuk terciptanya ‘keadilan sosial 
bagi seluruh rakyat Indonesia’.
SISTEM KERJA OUTSOURCING PASCAPUTUSAN 
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-IX/2011
Oleh:
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Abstract: Development of Indonesian labor industrialization, can’t be separated from the 
monetary crisis that hit Indonesia in mid-1998 which led to the downfall of the “New Order” 
regime. The new government then required to immediately resolve the prolonged crisis. 
Finally, enacted Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 on Manpower as an answer to the 
problems that plagued the previous employment system. But the rule is then led to a new 
phenomenon in the competitive workplace. This phenomenon is characterized by the rapid 
mobility in search of employment that can be recruited and released very quickly as well. 
Labor relations in Indonesia thus became known as the practice of outsourcing worker and 
the specific time work agreement which then reduction by constitutional rights of workers/
employees.
Keywords: Outsourcing, Constitutional Court, Labour
Abstrak: Perkembangan industrialisasi ketenagakerjaan Indonesia, tidak dapat terlepas dari 
krisis moneter yang melanda Indonesia pada medio 1998 yang berujung pada lengsernya 
rezim Orde Baru. Pemerintahan yang baru kemudian dituntut untuk segera menyelesaikan 
krisis yang berkepanjangan. Akhirnya, disahkanlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai jawaban atas problematika yang melanda sistem 
ketenagakerjaan sebelumnya. Namun aturan tersebut kemudian memunculkan fenomena 
baru dalam persaingan kerja. Fenomena ini ditandai dengan dengan mobilitas cepat dalam 
mencari tenaga kerja yang dapat direkrut dan dilepas dengan cepat pula. Hubungan kerja 
yang demikian di Indonesia kemudian dikenal sebagai praktik kerja outsourcing (alih 
daya) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang kemudian mereduksi hak-hak 
konstitusional buruh/pekerja. 
Kata kunci: Outsourcing, Mahkamah Konstitusi, Ketenagakerjaan
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Dari kedua instrumen mendasar di atas, telah cukup memperlihatkan bagaimana peran 
dan tanggung jawab negara dalam merumuskan kebijakan, khususnya di bidang perburuhan, 
dalam hal ini adalah pekerja/buruh sebagai penentuan berputarnya roda ekonomi satu negara 
dalam proses ekonomi. Maka dari itu, penentu optimal tidaknya mekanisme dalam sistem 
perburuhan kita sangat ditentukan oleh pola kebijakan yang ditempuh pemerintah.  
Secara historis, perkembangan industrialisasi ketenagakerjaan Indonesia, tidak dapat 
terlepas dari anjloknya ekonomi bangsa di medio 1998 yang berujung pada lengsernya rezim 
Orde Baru. Pemerintahan yang baru kemudian dituntut mencari solusi untuk keluar dari krisis 
moneter yang berkepanjangan. Akhirnya, disahkanlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) sebagai jawaban atas problematika 
yang melanda sistem ketenagakerjaan sebelumnya.
Namun seiring diberlakukannya UU Ketenagakerjaan, muncul fenomena baru dalam 
persaingan kerja yang berdampak pada persaingan buruh di pasar tenaga kerja. Fenomena 
ini ditandai dengan dengan relokasi industri manufaktur dari satu teritorial ke teritorial lain 
atau dari satu negeri ke negeri lainnya. Mobilitas cepat kapital itu mencari tenaga kerja yang 
mudah direkrut dan dilepas dengan cepat pula. Proses hubungan kerja itu dikenal dengan 
pasar	tenaga	kerja	fleksibel.	Hubungan	kerja	yang	demikian	di	Indonesia	kemudian	dikenal	
sebagai praktik kerja outsourcing (alih daya) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). 
Hubungan kerja tersebut demikian, telah mereduksi perlindungan sosial kaum buruh, 
baik itu kesehatan, pendidikan maupun keberlanjutan reproduksi buruh. Dalam hubungan 
kerja outsourcing, kaum buruh tidak dapat menyelenggarakan organisasi serikat buruh karena 
hubungan kerja mereka yang singkat. 
Pada dasarnya, sebelum UU Ketenagakerjaan berlaku sebagai hukum positif, UU 
di bidang perburuhan sebelumnya tidak mengatur sistem outsourcing. Pengaturan tentang 
outsourcing dan PKWT pertama kali diatur justru melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja 
(Permenaker) No. 5 Tahun 1995 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2 Tahun 1993. 
Namun sebagaimana dikutip dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI),1 
berdasarkan subtansi Bab IX UU Ketenagakerjaan, khususnya mengenai PKWT, pembentuk 
undang-undang mengadopsi isi dari dua Permenaker di atas.
Indikasi lemahnya perlindungan hukum bagi pekerja/buruh dapat terlihat dari 
problematika outsourcing (alih daya) yang akhir-akhir ini menjadi isu nasional yang aktual. 
Problematika outsourcing memang cukup bervariasi seiring akselerasi penggunaannya yang 
semakin marak dalam dunia usaha. Sementara regulasi yang ada belum terlalu memadai 
untuk mengatur outsourcing yang telah berjalan.
1   Sebagaimana dikutip pada laman website Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), 
“Legalitas Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”. Diakses pada Kamis, 22 November 2012.
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Di tengah kekhawatiran masyarakat akan lahirnya kembali bahaya kapitalisme, reaksi 
pemerintah justru sebaliknya. Kontroversi itu berdasarkan kepentingan yang melatarbelakangi 
konsep pemikiran dari masing-masing subjek. Bagi yang setuju berdalih bahwa outsourcing 
bermanfaat dalam pengembangan usaha, memacu tumbuhnya bentuk-bentuk usaha baru 
(kontraktor) yang secara tidak langsung membuka lapangan pekerjaan bagi para pencari kerja, 
dan bahkan di berbagai negara praktik seperti ini bermanfaat dalam hal peningkatan pajak, 
pertumbuhan dunia usaha, pengentasan pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan 
daya beli masyarakat, sedangkan bagi perusahaan sudah pasti, karena setiap kebijakan bisnis 
tetap berorientasi pada keuntungan. 2
Sebaliknya, aksi penolakan legalisasi sistem outsourcing dilatarbelakangi pemikiran 
bahwa sistem ini merupakan corak kapitalisme modern yang akan membawa kesengsaraan 
bagi pekerja/buruh, dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi pengusaha 
mendominasi hubungan industrial dengan pendekatan konsep kapitalisme yang oleh Karl 
Marx dikatakan mengeksploitasi pekerja/buruh.
“Dalam konteks yang sangat paradok inilah perlu dilakukan kajian mendasar dalam 
tataran implementasi hak-hak dasar buruh kemudian dikritisi bahkan dicarikan 
solusinya.	Bukankah	kapitalisme	finansial,	neo-leberalisasi,	globalisasi	ekonomi	dan	
pasar bebas di satu sisi akan berhadap-hadapan secara diametral dengan prinsip-prinsip 
hak asasi manusia di sisi lain.”3
Dalam perkembangannya, lantaran dianggap tak memberikan jaminan kepastian bekerja, 
dan bahkan menciderai hak-hak konstitusional perkerja/buruh, Aliansi Petugas Pembaca 
Meter Listrik Indonesia (AP2MLI) yang diwakili Didik Supriadi mengajukan perlawanan 
atas legalisasi sistem outsourcing dan PKWT ini dengan mengajukan permohonan pengujian 
undang-undang (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi. Dalam registrasi perkara dengan 
No. 27/PUU-IX/2011 Pemohon tercatat mengajukan judicial review terhadap Pasal 59, Pasal 
64, Pasal 65 dan Pasal 66 UU Ketenagakerjaan.
Mahkamah Konstitusi kemudian mengabulkan permohonan Didik Supriadi untuk 
sebagian dan menolak permohonan atas Pasal 59 dan Pasal 64 UU Ketenagakerjaan. Secara 
eksplisit Mahkamah Konstitusi menyatakan kedua ketentuan itu tidak bertentangan dengan 
UUD 1945. Dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011, menyatakan:
	Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
	frasa “... perjanjian kerja waktu tertentu” dalam Pasal 65 ayat (7) dan frasa “...
perjanjian kerja untuk waktu tertentu” dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b UU No. 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI 1945, sepanjang 
dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-
2  Uti Ilmu Royen, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/ Buruh Outsourcing (Studi Kasus Di Kabupaten 
Ketapang), Tesis: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2009. Hal. 2
3  Uti Ilmu Royen, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/ Buruh Outsourcing (Studi Kasus Di Kabupaten 
Ketapang), Tesis: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2009. Hal. 2
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hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian 
perusahaan yang melaksanakan sebagaian pekerjaan borongan dari perusahaan lain 
atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
	Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
	Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya. Karena putusan MK ini, maka dua pasal yang ada di UU No. 
13 Tahun 2003 itupun berubah dengan dihilangkannya kalimat “perjanjian kerja waktu 
tertentu” dan “perjanjian kerja untuk waktu tertentu..” Bunyi dua pasal itu menjadi: 
Pasal 65 ayat 7 Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 dapat didasarkan 
atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu apabila memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 59. Pasal 66 ayat 2 huruf b perjanjian kerja yang berlaku 
dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah yang memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan / atau perjanjian kerja waktu 
tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
Berangkat dari Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, yang menjadi pertanyaan 
kemudian, bagaimana status dan akibat hukum terhadap sistem kerja outsourcing pasca 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011? Dan, setelah dikeluarkannya Surat 
Edaran Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor B.31/PHIJSK/I/2012 tentang 
Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011? 
PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Ruang Lingkup Sistem Kerja Outsourcing
Semakin berkembangnya ilmu teknologi yang terbilang sangat pesat, membuat 
perusahaan-perusahan di dunia terus menerus mencoba terobosan baru demi menciptakan 
hasil-hasil produksi yang semakin canggih dalam memenangkan persaingan. Sejalan dengan 
timbulnya revolusi industri tersebut, perusahaan di dunia kemudian dihadapkan pada 
persaingan global yang mengakibatkan struktur manajemen yang bengkak dan tak terkendali 
sehingga berpengaruh pada risiko usaha dalam segala hal dan risiko tenaga kerja yang 
meningkat.
Tahap awal pemikiran timbulnya pola hubungan kerja dengan jalan outsourcing dimulai 
sejak persaingan global tersebut. Untuk meningkatkan keluwesan dan kerativitas, banyak 
perusahaan	besar	membuat	strategi	baru	dengan	konsentrasi	pada	bisnis	inti,	mengidentifikasi	
proses yang kritikal, dan memutuskan hal-hal yang harus di-outsource. Gagasan awal 
berkembangnya outsourcing adalah untuk membagi risiko usaha dalam berbagai masalah, 
termasuk ketenagakerjaan.
Pada awalnya perusahaan semata-mata mempersiapkan diri pada bagian-bagian tertentu 
yang bisa mereka kerjakan, sedangkan untuk bagian-bagian yang tidak bisa dikerjakan secara 
internal, dikerjakan secara outsource. Sejak tahun 1990, outsourcing mulai digunakan sebagai 
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jasa pendukung. Tingginya persaingan telah menuntut manajemen perusahaan melakukan 
perhitungan pengurangan biaya. Perusahaan mulai melakukan outsource terhadap fungsi-
fungsi yang penting bagi perusahaan, tetapi tidak berhubungan langsung dengan bisnis inti 
perusahaan.
Kecenderungan beberapa perusahaan untuk mempekerjakan karyawan dengan sistem 
outsourcing pada saat ini, umumnya dilatarbelakangi oleh strategi perusahaan untuk melakukan 
efisiensi	biaya	produksi	(cost of production). Dengan menggunakan sistem outsourcing ini, 
pihak perusahaan berusaha untuk menghemat pengeluaran dalam membiayai sumber daya 
manusia (SDM) yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan.4
Outsourcing merupakan istilah dalam dunia usaha yang maksudnya menggunakan 
sumber	 daya	 manusia	 dari	 pihak	 luar	 demi	 mengefisiensi	 biaya	 produksi.	 Dalam	 hal	
ini outsourcing diartikan sebagai pemanfaatan tenaga kerja untuk memproduksi atau 
melaksanakan suatu pekerjaan oleh suatu perusahaan, melalui perusahaan penyedia jasa tenaga 
kerja. Ini berarti ada perusahaan yang secara khusus melatih/mempersiapkan, menyediakan, 
mempekerjakan tenaga kerja untuk kepentingan perusahaan lain. Perusahaan inilah yang 
mempunyai hubungan kerja secara langsung dengan pekerja/buruh yang dipekerjakan. 
Salah satu bentuk pelaksanaan outsourcing adalah melalui perjanjian pemborongan 
pekerjaan. Legalitas pelaksanaan outsourcing telah diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 
dan dalam KUHPerdata Pasal 1601 huruf b. Dalam UU No. 13 Tahun 2003 istilah yang 
dipakai adalah perjanjian pemborongan atau penyedia jasa pekerja/buruh. Dalam Pasal 64 
disebutkan perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan kepada perusahaan lainnya 
melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja/buruh yang dibuat 
secara tertulis.
Outsourcing di dalam Pasal 64 menunjukkan adanya dua macam outsourcing, yaitu 
outsourcing mengenai pekerjaannya yang dilakukan oleh pemborong dan outsourcing 
mengenai pekerjaannya yang dilakukan oleh perusahaan jasa pekerja. Dengan demikian, 
jika dikaitkan dengan konstitusi jelas hal ini memaksakan adanya hubungan kerja antara 
perusahaan penyedia jasa pekerjaan dengan pekerjanya, yang sebenarnya tidak memenuhi 
unsur hubungan kerja yaitu adanya perintah, pekerjaan dan upah, maka menunjukkan bahwa 
pekerja hanya dianggap sebagai barang saja bukan sebagai subjek hukum.5
Dalam Pasal 59 UU No. 13 tahun 2003 menyebutkan bahwa perjanjian kerja untuk 
waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau 
kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yakni:
a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan 
4   Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan (Jakarta:	Sinar	Grafika,	2009),	hal	217.	
5    Baca alasan Permohonan Pengujian Undang-Undang, Putusan MK No. 27/PUU-IX/2011
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paling lama 3 (tiga) tahun;
c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan 
yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
Hal lain mengenai keberlakuan hubungan kerja dengan sistem outsourcing ini adalah 
bahwa pekerjaan yang dapat diserahkan untuk di outsource adalah pekerjaan sebagai berikut:6
a. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;
b. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;
c. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan
d. Tidak menghambat proses produksi secara langsung.
Semua persyaratan di atas bersifat kumulatif sehingga apabila salah satu syarat tidak 
terpenuhi, maka bagian pekerjaan tersebut tidak dapat di outsource. Perusahaan penerima 
pekerjaan harus berbadan hukum. Ketentuan ini diperlukan karena banyak perusahaan 
penerima pekerjaan yang tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban terhadap hak-
hak pekerja/buruh sebagaimana mestinya, sehingga pekerja/buruh menjadi terlantar. Oleh 
karena itu, berbadan hukum menjadi sangat penting agar tidak bisa menghindar dari tanggung 
jawab.
Selain itu, perusahaan pemborong pekerjaan yang berbadan hukum dan memiliki izin 
dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan merupakan persyaratan yang 
jika tidak dipenuhi, demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan 
penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan 
pemberi pekerjaan. Dalam melaksanakan hubungan kerja, perusahaan penyedia pekerja/
buruh harus memenuhi syarat sebagai berikut:7
a. Adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/
buruh.
b. Perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf 
a adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat 
secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
c. Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul 
menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
d. Perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan perusahaan lain yang 
bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan 
wajib memuat pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam UU No. 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan.
6  Lalu Husni, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 189-190
7  Ibid, hal. 191
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Selain dalam UU No. 13 Tahun 2003, dalam KUHPerdata Pasal 1601 b disebutkan 
perjanjian pemborongan pekerjaan, yakni sebagai perjanjian dengan mana pihak yang satu, 
si pemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain, 
pihak yang memborongkan dengan menerima satu harga yang ditentukan.
Ada beberapa prinsip yang berlaku dalam pemborongan pekerjaan sebagaimana diatur 
dalam ketentuan KUHPerdata, yakni sebagai berikut:8
a. Jika telah terjadi kesepakatan dalam pemborongan pekerjaan dan pekerjaan telah 
mulai dikerjakan, pihak yang memborongkan tidak bisa menghentikan pemborongan 
pekerjaan.
b. Pemborongan pekerjaan berhenti dengan meninggalnya si pemborong, namun pihak 
yang memborongkan diwajibkan membayar kepada ahli waris si pemborong harga 
pekerjaan yang telah dikerjakan sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan.
c. Si pemborong bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan orang-orang yang 
telah dipekerjakan olehnya.
d. Buruh yang memegang suatu barang kepunyaan orang lain, untuk mengerjakan 
sesuatu pada barang tersebut, berhak menahan barang itu sampai biaya dan upah-
upah yang dikeluarkan untuk barang itu dipenuhi seluruhnya, kecuali jika pihak yang 
memborongkan telah memberikan jaminan secukupnya untuk pembayaran biaya dan 
upah-upah tersebut.
Di atas telah disebutkan bahwa outsourcing salah satunya dilaksanakan melalui 
pemborongan pekerjaan dan mengenai pemborongan pekerjaan sebelumnya sudah dikenal 
dalam KUHPerdata. Ketentuan pemborongan pekerjaan dalam KUHPerdata berbeda dengan 
yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003. Perbedaannya adalah pada pasal-pasal yang diatur 
dalam KUHPerdata tidak dibatasi pekerjaan-pekerjaan mana saja yang dapat diborongkan/
outsource dan untuk pekerjaan yang sifatnya jangka pendek, sedangkan dalam UU No. 13 
Tahun 2003 dibatasi, yakni hanya terhadap produk/bagian-bagian yang tidak berhubungan 
langsung dengan bisnis utama perusahaan .
Dalam sistem kerja outsourcing, terdapat 2 (dua) jenis perjanjian kerja, yaitu: 1) 
Perjanjian kerja, antara pekerja/buruh dengan perusahaan penyedia jasa layanan; dan 2) 
Perjanjian penempatan pekerja/buruh, antara perusahaan penyedia jasa layanan dengan 
perusahaan pemberi kerja.
Dengan adanya dua perjanjian yang terpisah tersebut, walaupun pekerja/buruh sehari-
hari bekerja di perusahaan pemberi kerja, tetapi status pekerja/buruh tetap sebagai karyawan 
perusahaan penyedia jasa layanan. Oleh karena itu, dalam sistem outsourcing ini pemenuhan 
hak-hak pekerja/buruh (seperti perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja 
8  Ibid. hal 188-189
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serta perselisihan yang timbul) tetap merupakan tanggung jawab perusahaan penyedia jasa 
layanan. 
Namun, meskipun legalisasi sistem outsourcing ini telah diatur pada Pasal 59 dan 64 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sama sekali tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat (2), 
Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, karena manusia yang harus dilindungi 
adalah manusia yang seutuhnya. Bekerja seyogianya adalah untuk memberikan kehidupan 
yang selayaknya tetapi ketika itu pekerja hanya sebagai bagian produksi dan terutama dengan 
kontrak-kontrak yang dibuat, maka hanya sebagai salah satu bagian dari produksi, sehingga 
perlindungan sebagai manusia menjadi lemah.
Hubungan kerja yang terjadi pada outsourcing adalah antara pekerja/buruh dengan 
perusahaan penerima pekerjaan yang dituangkan dalam perjanjian kerja secara tertulis. 
Hubungan kerja tersebut pada dasarnya perjanjian kerja waktu tak tertentu atau tetap dan 
bukan kontrak, tetapi dapat pula dilakukan perjanjian kerja waktu tertentu/kontrak apabila 
memenuhi semua persyaratan baik formal maupun materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 
59 UU No. 13 Tahun 2003. Dalam penyediaan jasa pekerja/buruh, perusahaan pemberi kerja 
tidak boleh mempekerjakan pekerja/buruh untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan 
yang berhubungan dengan proses produksi dan hanya boleh digunakan untuk melaksanakan 
kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses 
produksi. Kegiatan yang dimaksud, menurut Pasal 17 Permen No. 19 Tahun 2012 tentang 
Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, yaitu:
a. Usaha pelayanan kebersihan (cleaning service)
b. Usaha penyedia makanan bagi pekerja/buruh (catering)
c. Usaha tenaga pengamanan (security)
d. Usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan
e. Usaha penyedia angkutan pekerja/buruh.
Dengan sistem outsourcing ini, meskipun pekerja/buruh tidak menerima perintah 
langsung dari majikannya atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh namun dari perusahaan 
pemberi pekerjaan, pekerja/buruh tersebut tetap dalam tanggung jawab perusahaan penyedia 
jasa pekerja/buruh dalam hal perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta 
perselisihan hubungan industrial yang terjadi. Perusahaan pemberi pekerjaan sama sekali 
tidak bertanggung jawab terhadap segala hal yang menyangkut keberadaan pekerja/buruh. 
Oleh sebab itu, hal ini jelas tidak sesuai dengan konstitusi negara kita yang memaksakan 
adanya hubungan kerja antara perusahaan perusahaan penyedia jasa pekerja dengan 
pekerjanya, yang sebenarnya tidak memenuhi unsur-unsur kerja yaitu adanya perintah, 
pekerjaan dan upah, meka menunjukkan bahwa pekerja hanya dianggap sebagai barang saja 
bukan subjek hukum. Outsourcing ini merupakan suatu perbudakan zaman modern karena 
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di sini perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh pada dasarnya menjual manusia kepada user 
dengan sejumlah uang akan mendapatkan keuntungan dengan menjual manusia
Status Hukum Sistem Kerja Outsourcing Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
27/PUU-IX/2011 
Dalam praktiknya, sistem kerja outsourcing selama ini diakui lebih banyak merugikan 
pekerja/buruh, karena hubungan kerja selalu dalam bentuk tidak tetap/kontrak (perjanjian 
kerja waktu tertentu), upah lebih rendah, jaminan sosial kalaupun ada hanya sebatas 
minimal. Bahkan tidak adanya job security serta tidak adanya jaminan pengembangan karier, 
dan lain-lain. Dengan demikian memang benar kalau dalam keadaan seperti itu dikatakan 
praktik outsourcing akan menyengsarakan pekerja/buruh dan membuat kaburnya hubungan 
industrial.
Dalam beberapa tahun terakhir ini pelaksanaan outsourcing dikaitkan dengan hubungan 
kerja, sangat banyak dibicarakan oleh pelaku proses produksi barang maupun jasa dan oleh 
regulator. Oleh Karena outsourcing banyak dilakukan dengan sengaja untuk menekan biaya 
pekerja/buruh (labour cost) dengan perlindungan dan syarat kerja yang diberikan jauh 
dibawah dari yang seharusnya diberikan sehingga sangat merugikan pekerja/buruh. Dengan 
berkiblat pada permasalahan yang terjadi mengenai outsourcing dan banyaknya asumsi 
negatif yang marak dibicarakan dalam perburuhan inilah menjadi titik pangkal keluarnya 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011. 
Pemohon yaitu, Didik Supriyadi sebagai Ketua Umum Aliansi Petugas Pembaca Meter 
Listrik (AP2ML). Pemohon mengajukan permohonan pengujian undang-undang dalam 
hal ini terkait Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 UU No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945, serta dengan alasan 
inilah pihak Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusinya dirugikan oleh 
berlakunya UU No. 13 Tahun 2003 pada pasal-pasal tersebut.
Fakta hukum dalam putusan tersebut pada poin 6 menyebutkan:
“Dalam relasi perburuhan/ketenagakerjaan dan dalam hubungan kerja, buruh/
pekerja senantiasa berada posisi yang lemah, karenanya sistem hukum perburuhan/
ketenagakerjaan yang harus dibangun di negara ini adalah sistem hukum perburuhan/
ketenagakerjaan yang melindungi (protektif) terhadap buruh/pekerja.”
Didik yang dalam hal ini adalah sebagai pihak Pemohon merasa dirugikan dengan 
kebijakan legislasi yang protektif terhadap buruh/pekerja dalam Pasal 59 dan 64 UU No. 13 
Tahun 2003 karena bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) 
dan Pasal 33 ayat (1). Kemudian pada poin 8 dalam fakta hukum putusan tersebut kembali 
menyebutkan:
“Bahwa sudah berkali-kali ribuan aktivitas buruh/pekerja, serikat buruh/serikat 
pekerja, organisasi non pemerintah perburuhan dan aliansi-aliansi perburuhan di 
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berbagai tempat di Indonesia melakukan aksi menolak adanya perjanjian kerja uuntuk 
waktu tertentu pekerja kontrak (pekerja kontrak) sebagaimana diatur dalam Pasal 59 
UU No. 13 Tahun 2003 dan penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain 
(outsourcing) sebagaimana diatur dalam Pasal 64 UU No. 13 Tahun 2003.”
Dalam putusan ini, sistem kerja outsourcing yang dilakukan dengan cara penyerahan 
sebagian pekerja kepada perusahaan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 64, buruh/pekerja 
ditempatkan sebagai faktor produksi semata, dengan begitu mudah dipekerjakan bila 
dibutuhkan dan diputus hubungan kerjanya ketika tidak dibutuhkan lagi. Dengan demikian 
komponen upah sebagai salah satu dari biaya-biaya (cost) bisa tetap ditekan seminimal 
mungkin. Dalam hal ini juga disebut bahwa sistem kerja dengan cara outsourcing ini 
merupakan konstruksi hukum perbudakan modern, karena pekerja-pekerja tersebut dijual 
kepada pengguna dengan sejumlah uang.
Perjanjian kerja waktu tertentu jelas tidak menjamin adanya job security, tidak adanya 
kelangsungan pekerjaan karena seorang pekerja dengan Pekerjaan Waktu Tertentu pasti tahu 
bahwa pada suatu saat hubungan kerja akan putus dan tidak akan bekerja lagi disitu, akibatnya 
pekerja akan mencari pekerjaan lain.
Memahami isi lain dari putusan tersebut, Pemohon juga berpendapat bahwa pelaksanaan 
pekerjaan kepada perusahaan lainnya menyebabkan para pekerja kontrak/outsourcing :
a) Kehilangan jaminan atas kelangsungan kerja bagi buruh/pekerja (kontinuitas pekerjaan);
b) Kehilangan hak-hak dan jaminan kerja yang dinikmati oleh para pekerja tetap;
c) Kehilangan hak-hak yang seharusnya diterima pekerja sesuai dengan masa kerja 
pegawai karena ketidakjelasan penghitungan masa kerja. 
Di sisi lain, outsourcing  juga disebutkan bahwa jika dikaitkan dengan konstitusi, jelas 
bahwa outsourcing ini memaksakan adanya hubungan kerja antara perusahaan penyedia 
jasa pekerja dengan pekerjanya, yang sebenarnya tidak memenuhi unsur-unsur hubungan 
kerja yaitu adanya perintah, pekerjaan dan upah, maka menunjukkan bahwa pekerja hanya 
dianggap sebagai barang saja bukan sebagai subjek hukum. Perbudakan terhadap outsourcing 
ini mutlak, karena disini perusahaan penyedia jasa pekerja pada dasarnya menjual manusia 
kepada user dengan sejumlah uang akan mendapatkan keuntungan dengan menjual manusia.
Sedangkan pada putusan yang sama, pemerintah mengajukan permohonan kepada 
Majelis Mahkamah Konstitusi yang mengadili dapat memberikan putusan sebagai berikut:
a) Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan 
permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima.
b) Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
c) Menyatakan ketentuan Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 UU No. 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2), 
Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945.
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Pemerintah meminta kepada Pemohon melalui Majelis Hakim Konstitusi untuk 
menjelaskan dan membuktikan secara sah terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai 
pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan. Pemerintah berpendapat 
bahwa tidak terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan atas 
berlakunya Undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Karena itu kedudukan hukum 
(legal standing) Pemohon dalam permohonan perjanjian ini tidak memenuhi persyaratan 
sebagaimana tercantum dalam Pasl 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. 
Pemerintah juga berpendapat bahwa ketentuan yang dimohonkan untuk diuji adalah 
merupakan rangkaian aturan yang mendasari mekanisme penyerahan sebagian pelaksanaan 
pekerjaan kepada perusahaan lainnya (dikenal dengan istilah outsourcing), sehingga jika 
ketentuan yang dimohon untuk diuji tersebut dikabulkan, maka justru akan menimbulkan 
kerugian konstitusionalitas terhadap seluruh pekerja/buruh termasuk Pemohon itu sendiri.
Tidak menampik kemungkinan hal-hal yang lebih merugikan terhadap pekerja/buruh 
akan bermunculan. Kemungkinan terbesar yang akan terjadi yaitu pengurangan pekerja/buruh 
dalam suatu perusahaan secara besar-besaran. Seperti halnya yang dikhawatirkan Haryadi 
Sukamdani, Ketua Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Asosiasi Pengusaha Indonesia 
(Apindo) mengatakan bahwa perusahaan outsourcing harus melakukan karyawannya 
menjadi karyawan tetap yang mengakibatkan biaya naik yang juga akan berpengaruh kepada 
perusahaan pengguna, akibatnya bisa jadi kedepannya para pengusaha akan memilih untuk 
melakukan impor produk dari negara-negara yang lebih murah dari pada mereka harus 
membuat sendiri dengan risiko tenaga kerja yang makin mahal.9
Sebagai bahan pertimbangan Mahkamah Konstitusi setelah mendengar kedua belah 
pihak antara Pemohon Didik Suprijadi dan Pemerintah dalam Putusan Nomor 27/PUU-
IX/2011, Mahkamah berpendapat bahwa norma yang mengatur perjanjian kerja waktu 
tertentu dalam Pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003 tidak memberikan jaminan kelanjutan kerja 
bagi pekerja/buruh, serta tidak meberikan jaminan atas hak-hak pekerja/buruh yang lainnya. 
Menurut Mahkamah, PKWT sebagaimana diatur dalam Pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003 
adalah jenis perjanjian kerja yang dirancang untuk pekerjaan yang dimaksudkan hanya untuk 
waktu tertentu saja dan tidak berlangsung untuk selamanya, sehingga hubungan kerja antara 
buruh dan majikan akan berakhir begitu jangka waktu berakhir atau ketika pekerjaan telah 
selesai dikerjakan.
Menurut Mahkamah, sehubungan dengan jenis pekerjaan yang demikian, wajar 
bagi pengusaha untuk membuat PKWT dengan pekerja/buruh, karena tidak mungkin bagi 
9  Dalam jumpa pers di Gedung Permata Kuningan, Jakarta, Jumat (20/1/2012). Alamat website: [http://
finance.detik.com/read/2012/01/20/175234/1821426/4/putusan-mk-soal-outsour cing-picu-pengurangan-
tenaga-kerja. Diakses pada 27 Oktober 2012.
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pengusaha untuk terus mepekerjakan pekerja/buruh tersebut dengan tetap membayar gajinya 
padahal pekerjaan sudah selesai dilaksanakan. Dalam kondisi demikian pekerja/buruh tentu 
sudah harus memahami jenis pekerjaan yang akan dikerjakannya dan akan menandatangani 
PKWT yang mengikat para pihak. Perjanjian yang demikian tunduk pada ketentuan Pasal 
1320 KUHPerdata, yang mewajibkan para pihak yang menyetujui dan menandatangani 
perjanjian untuk menaati isi perjanjian dalam hal ini PKWT.
Untuk melindungi kepentingan pekerja/buruh yang dalam keadaan lemah karena 
banyaknya pencari kerja di Indonesia, peran Pemerintah menjadi sangat penting untuk 
mengawasi terjadinya penyalahgunaan Pasal 59 Undang-Undang a quo, misalnya melakukan 
PKWT dengan pekerja/buruh padahal jenis dan sifat pekerjaannya tidak memenuhi syarat 
yang ditentukan Undang-Undang. Lagipula jika terjadi pelanggaran terhadap Pasal 59 
Undang-Undang a quo hal itu merupakan persoalan implementasi dan bukan persoalan 
konstitusionalitas norma yang dapat diajukan gugatan secara perdata ke peradilan lain. 
Dengan demikian menurut Mahkamah Pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003 tidak bertentangan 
dengan UUD 1945.
Pasal 65 Undang-Undang a quo mengatur syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan 
pekerjaan kepada perusahaan outsourcing dan Pasal 66 Undang-Undang a quo mengatur 
outsourcing penyediaan jasa pekerja/buruh. Dengan begitu Mahkamah mempertimbangkan 
lebih lanjut berdasarkan norma yang terkandung dalam Pasal 65 dan pasal 66 Undang-Undang 
a quo adakah ketentuan-ketentuan tersebut mengakibatkan terancamnya hak setiap orang dan 
hak-hak pekerja yang dijamin oleh konstitusi dalam hal ini pekerja outsourcing dilanggar 
sehingga bertentangan dengan UUD NRI 1945, yaitu hak yang diberikan oleh UUD NRI 
1945 kepada setiap orang untuk bekerja dan mendapatkan imbalan serta perlakuan yang layak 
dalam hubungan kerja Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 dan hak setiap warga negara atas 
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945.
Hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan penyedia jasa yang 
melaksanakan pekerjaan pada perusahaan lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 sampai 
dengan Pasal 66 Undang-Undang a quo, mendapat perlindungan kerja dan syarat-syarat 
yang sama perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan 
atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, terlepas 
dari jangka waktu tertentu yang mungkin menjadi syarat perjanjian kerja demikian dalam 
kesempatan yang tersedia maka perlindungan hak-hak pekerja/buruh sesuai dengan aturan 
hukum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, tidak terbukti bahwa hal itu menyebabkan 
sistem outsourcing merupakan modern slavery atau perbudakan zaman modern dalam proses.
Mahkamah berpendapat, bahwa pada kenyataannya tidak ada jaminan perlindungan 
kerja dan syarat-syarat kerja dilaksanakan sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 65 
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ayat (4) a quo. Dengan demikian, ketidakpastian nasib pekerja/buruh sehubungan dengan 
pekerjaan outsourcing tersebut, terjadi karena Undang-Undang a quo tidak memberi jaminan 
kepastian bagi pekerja/buruh outsourcing untuk bekerja dan mendapatkan imbalan serta 
perlakuan yang layak dalam hubungan kerja dan tidak adanya jaminan bagi pekerja/buruh 
untuk mendapat hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sehingga 
esensi utama dari hukum perburuhan to protect the workers/laborers terabaikan.
Menurut Mahkamah, hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan 
outsourcing yang melaksanakan pekerjaan outsourcing dilaksanakan dengan tetap menjamin 
perlindungan atas hak-hak pekerja/buruh, dan penggunaan model outsourcing tidak 
disalahgunakan oleh perusahaan hanya untuk kepentingan dan keuntungan perusahaan 
tanpa memperhatikan, bahkan mengorbankan hak-hak pekerja/buruh. Untuk itu Mahkamah 
menawarkan dua bentuk outsourcing, pertama outsourcing tidak lagi berbentuk PKWT tapi 
“perjanjian kerja waktu tidak tertentu”. Kedua, menerapkan prinsip pengalihan tindakan 
perlindungan bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan yang melaksanakan pekerjaan 
outsourcing. 
Mahkamah juga menekankan bahwa apabila pekerja outsourcing tersebut diberhentikan 
dengan alasan pergantian perusahaan pemberi jasa pekerja, maka para pekerja diberi 
kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan berdasarkan hal itu kepada pengadilan 
hubungan industrial sebagai sengketa hak. Melalui prinsip pengalihan perlindungan tersebut, 
kehilangan atau terabaikannya hak-hak konstitusional pekerja outsourcing dapat dihindari.
Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan Pemohon 
Didik Supriyadi dengan pertimbangan bahwa Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65 ayat (1), ayat (2), 
ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (8), ayat (9) serta Pasal 66 ayat (1), ayat (2) huruf a, 
huruf c, dan huruf d, ayat (3), serta ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tidak bertentangan dengan 
UUD 1945.adapun Pasal 65 ayat (7) dan Pasal 66 ayat (2) huruf b UU No. 13 Tahun 2003 
bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 (conditionally unconstitutional). Adapun 
amar putusan sebagai berikut:
	Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 
	Frasa“…perjanjian kerja waktu tertentu dalam Pasal 65 ayat (7)” dan frasa “…perjanjian 
kerja untuk waktu tertentu” dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b UU No. 13 tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan 
Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dalam perjanjian 
kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/
buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang 
melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau penyedia jasa 
pekerja/buruh.
	Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
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	Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya.10
 Mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka dua pasal yang ada di UU 
No. 13 Tahun 2003 itupun berubah dengan dihilangkannya kalimat, ‘perjanjian kerja waktu 
tertentu’ dan ‘perjanjian kerja untuk waktu tertentu.’ Bunyi dua pasal itu menjadi:
Pasal 65 ayat (7):
Hubungan kerja sebagaimana dalam ayat (6) dapat didasarkan atas perjanjian kerja 
waktu tidak tertentu apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 59.
Pasal 66 ayat (2) huruf b
Perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf 
a adalah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau 
perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani 
oleh kedua belah pihak.
Dalam dua pasal itu terkandung kalimat perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian 
kerja untuk waktu tertentu. Dua frasa itu yang bermakna outsourcing sebelumnya 
disandingkan dengan kalimat perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Inti putusan MK ini 
artinya tak lagi memberi kesempatan pada sebuah perusahaan untuk memberikan pekerjaan 
yang sifat objeknya tidak tetap meskipun itu bersifat seperti pengamanan, kurir dan lainnya. 
Alhasil bank-bank yang saat ini banyak mempekerjakan teller atau costumer service dengan 
menggunakan sistem outsourcing tidak dibenarkan lagi.11
Dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 tersebut, upaya 
perlindungan hukum bagi pekerja/buruh outsourcing kembali menjadi perhatian akankah 
terealisasi dengan maksimal atau tidak. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa wajar jika 
suatu perusahaan berusaha menekan biaya, namun hal tersebut haruslah juga memperhatikan 
hak-hak konstitusional pekerja/buruh outsourcing yang mereka kelola. Untuk itulah 
Mahkamah Konstitusi menawarkan dua model outsourcing:
1) Dengan mensyaratkan agar perjanjian kerja antara pekerja dan perusahaan yang 
melaksanakan pekerjaan outsourcing tidak berbentuk perjanjian kerja waktu tertentu 
(“PKWT”), tetapi berbentuk perjanjian kerja waktu tidak tertentu (“PKWTT”). 
2) Kedua, menerapkan prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi pekerja yang 
bekerja pada perusahaan yang melaksanakan pekerjaan outsourcing. 
Karena itu, melalui model pertama, hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan 
outsourcing dianggap konstitusional sepanjang dilakukan berdasarkan PKWTT secara 
tertulis. Sementara model kedua, dalam hal hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan 
10   Baca Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011.
11  Dikutip pada laman website: http://www.tribunnews.com/2012/01/21/inilah-isi-lengkap-putusan-mk-
soal-penghapusan-outsourcing. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2012.
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outsourcing berdasarkan PKWT, pekerja harus tetap mendapatkan perlindungan hak-haknya 
dengan menerapkan prinsip pengalihan tindakan perlindungan.12
Surat Edaran Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. B.31/PHIJSK/I/2012 
Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa 
posisi buruh/pekerja outsourcing dalam hubungannya dengan perusahaan menghadapi 
ketidakpastian kelanjutan kerja apabila hubungan kerja dilakukan berdasarkan perjanjian 
kerja waktu tertentu (PKWT). Perjanjian kerja ini memberi implikasi jika hubungan 
pemberian kerja antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan outsourcing selesai, 
maka selesai pulalah masa kerja buruh.
Pada putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan PKWT masih tetap berlaku 
sepanjang terdapat klausul yang mensyaratkan pengalihan perlindungan hak-hak bagi 
pekerja yang obyek kerjanya tetap ada, meskipun telah terjadi pergantian perusahaan. Maka 
dari itu, dengan menerapkan pengalihan perlindungan masa kerja yang telah dilalui para 
pekerja outsourcing tersebut tetap dianggap ada.
Terkait hal tersebut, dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/
PUU-IX/2011, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengeluarkan Surat Edaran No. 
B.31/PHIJSK/I/2012 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi, yang bertujuan 
untuk memberikan pengaturan lebih lanjut yang menjelaskan mengenai pelaksanaan dari 
Putusan Mahkamah Konstitusi  No. 27/PUU-IX/2011.
Dalam Surat Edaran Kemenakertrans No. B.31/PHIJSK/I/2012 menjelaskan perihal 
amar putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana diatur dalam Pasal 59 UU No. 
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tetap berlaku.
2. Dalam hal perusahaan menerapkan sistem penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan 
kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa 
(outsourcing), sebagaimana diatur dalam Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 UU No. 13 
Tahun 2003, maka:
a) Apabila dalam perjanjian kerja antara perusahaan penerima pemborongan pekerjaan 
atau perusahaan penyedia jasa pekerja dengan pekerja tidak memuat adanya 
pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja yang obyek kerjanya tetap ada 
(sama), kepada perusahaan penerima pemborongan pekerjaan lain atau perusahaan 
penyedia jasa pekerja lain, maka hubungan kerja antara perusahaan penerima 
pekerjaan borongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja dengan pekerja harus 
didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT).
b) Apabila dalam perjanjian kerja antara perusahaan penerima pemborongan kerja atau 
perusahaan penyedia jasa pekerja dengan pekerja memuat syarat adanya pengalihan 
perlindungan hak-hak bagi pekerja yang obyek kerjanya tetap ada (sama), kepada 
12  Dikutip pada laman website: http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f2186f3b9d1b/ perlindungan-
hukum-bagi-pekerja-outsourcing-pasca-putusan-mk. Diakses pada tanggal 7 Januari 2013.
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perusahaan penerima pemborongan pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pekerja 
lain, maka hubungan kerja antara perusahaan penerima pekerjaan borongan atau 
perusahaan penyedia jasa pekerja dengan pekerja dapat didasarkan pada Perjanjian 
Kerja Waktu tertentu (PKWT).
3. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PU-IX/2011 tersebut, serta 
dengan mempertimbangkan keberadaan perjanjian kerja yang telah disepakati oleh 
kedua belah pihak sebelum diterbitkannya putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka 
PKWT yang saat ini masih berlangsung pada perusahaan pemborongan pekerjaan atau 
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, tetap berlaku sampai berakhirnya jangka 
waktu yang diperjanjikan.
Perdebatan kemudian mengemuka terkait implementasi dari putusan Mahkamah 
Konstitusi No. 27/PU-IX/2011. Surat Edaran Kemenakertrans No. B.31/PHIJSK/I/2012 
yang kemudian menjadi instrumen tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi dinilai 
tidak optimal. Hal tersebut mengingat Surat Edaran Menteri tidak termasuk dalam kategori 
hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan demikian, tindak lanjut Putusan 
Mahkamah Konstitusi ke dalam Surat Edaran tidak relevan.
Selain mengenai teknis pelaksanaan putusan, secara substansial, dengan dikeluarkannya 
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PU-IX/2011 di sisi lain menjadi bentuk legalisasi atau 
pengakuan terhadap keberadaan sistem kerja outsourcing dan Perjanjian Kerja Waktu tertentu 
(PKWT). Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PU-IX/2011 tidak serta 
merta mengahpuskan sistem kerja outsourcing.
PENUTUP
Kesimpulan
 Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis di atas, penulis menarik kesimpulan 
sebagai berikut:
1.  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 mengenai perubahan atas 
Pasal 65 ayat (7) dan Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak serta merta meniadakan praktik kerja outsourcing 
(alih daya) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Bahkan melalui Putusan 
Mahkamah Konstitusi ini seolah menjadi sarana legalisasi sistem kerja outsourcing 
(alih daya) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
2. Dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011, 
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengeluarkan Surat Edaran No. B.31/
PHIJSK/I/2012 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi, yang bertujuan 
untuk memberikan pengaturan lebih lanjut yang menjelaskan mengenai pelaksanaan 
dari Putusan Mahkamah Konstitusi  No. 27/PUU-IX/2011.
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Saran
 Adapun saran yang penulis ajukan dalam penyusunan jurnal ini ialah khusus merujuk 
pada Pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan dan/atau DPR sebagai lembaga legislasi, 
agar kiranya tegas mengawal pengaplikasian hukum secara maksimal terkhusus untuk 
pengaplikasian sistem kerja dengan cara outsourcing berdasarkan putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011. Karena melihat dari praktiknya saat ini, putusan 
Mahkamah Konstitusi hanya ditindaklanjuti melalui Surat Edaran Kementerian Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi No. B.31/PHIJSK/I/2012 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah 
Konstitusi. Di mana Surat Edaran Kementerian bukanlah bagian dari hierarki peraturan 
perundang-undangan di Indonesia. Hal yang tentunya jika dibiarkan terus-menerus justru 
akan menjadi preseden buruk bagi arah penegakan hukum di tanah air.
DAFTAR PUSTAKA
Adrian Sutedi, 2009, Hukum Perburuhan, Jakarta:	Sinar	Grafika.
Jimly Asshiddiqie, 2009, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis. Jakarta: Bhuana Ilmu 
Populer.
Lalu Husni, 2010, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers.
Uti Ilmu Royen, 2009, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/ Buruh Outsourcing (Studi 
Kasus Di Kabupaten Ketapang), Tesis: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro 
Semarang.
Sumber lainnya:
Dikutip pada laman website: http://www.tribunnews.com/2012/01/21/inilah-isi-lengkap-
putusan-mk-soal-penghapusan-outsourcing. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2012.
Dikutip pada laman website Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), 
“Legalitas Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”. Diakses pada Kamis, 
22 November 2012.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 
Surat Edaran Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor B.31/PHIJSK/I/2012 
tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011.
429
Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA | Vol. 20 Nomor 4, Desember 2012
AMANNA GAPPA
430
Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA | Vol. 20 Nomor 4, Desember 2012
AMANNA GAPPA
PENDAHULUAN
Proses pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia harus diselenggarakan 
berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan 
amanah Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Pemanfaatan sumber daya alam masih menjadi modal dasar pembangunan di Indonesia saat 
ini dan masih diandalkan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, penggunaan sumber 
daya alam tersebut harus dilakukaan secara bijak. 
Pemanfaatan sumber daya alam tersebut hendaknya dilandasi oleh tiga pilar 
pembangunan berkelanjutan, yaitu menguntungkan secara ekonomi (economically viable), 
diterima secara sosial (socially acceptable), dan ramah lingkungan (environmentally 
sound). Proses pembangunan yang diselenggarakan dengan cara tersebut diharapkan dapat 
meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan generasi masa kini dan yang akan 
datang. 
IZIN LINGKUNGAN DALAM SISTEM PERIZINAN 
DI INDONESIA
Oleh:
Faharudin
Universitas Dayanu Ikhsanuddin
E-mail: faharudinf4@yahoo.com
Abstrak: As an instrument of environmental resource management, environmental permits 
has an important position. Law No. 32 of 2009 on the Protection and Environmental 
Management permits the integration of various environmental permits before splitting. But 
the problems faced, it turns out, the law it self is still not firmly UU-PPLH provide the 
scope and type environmental permit it self. Status of environmental permits for a business 
license or activities appear on the scope and legal relations of both, which is an instrument 
of obtaining environmental permits and business licenses or implement environmental 
management activities.
Keywords: Environmental Permits, Environmental Instrument
Abstrak: Sebagai instrument pengelolaan sumber daya lingkungan hidup, izin lingkungan 
mempunyai kedudukan penting. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) izin lingkungan merupakan integrasi dari 
berbagai izin yang sebelum terpisah. Namun persoalan yang dihadapi, ternyata UUPPLH 
sendiri masih belum tegas memberikan ruang lingkup dan jenis izin lingkungan itu sendiri. 
Kedudukan izin lingkungan terhadap izin usaha atau kegiatan tampak pada ruang lingkup 
dan hubungan hukum keduanya, yakni izin lingkungan merupakan instrument memperoleh 
dan melaksanakan izin usaha atau kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.
Kata kunci: Izin lingkungan, Instrumen Lingkungan
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Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha dan/atau kegiatan 
pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya 
prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, 
dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut 
dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan 
pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Perangkat atau instrumen 
yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah Amdal dan UKL-UPL. Pasal 22 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup menetapkan bahwa setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap 
lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. 
Amdal	tidak	hanya	mencakup	kajian	terhadap	aspek	biogeofisik	dan	kimia	saja,	tetapi	
juga aspek sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat. Sedangkan untuk setiap 
Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup diwajibkan untuk memiliki UKL-UPL. 
Pelaksanaan Amdal dan UKL-UPL harus lebih sederhana dan bermutu, serta menuntut 
profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas semua pihak terkait, agar instrumen ini dapat 
digunakan sebagai perangkat pengambilan keputusan yang efektif. Amdal dan UKL-UPL 
juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan. Pada dasarnya proses 
penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL merupakan satu kesatuan dengan proses 
permohonan dan penerbitkan Izin Lingkungan. 
Dengan dimasukkannya Amdal dan UKL-UPL dalam proses perencanaan Usaha 
dan/atau Kegiatan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya 
mendapatkan informasi yang luas dan mendalam terkait dengan dampak lingkungan yang 
mungkin terjadi dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dan langkah-langkah 
pengendaliannya, baik dari aspek teknologi, sosial, dan kelembagaan. Berdasarkan informasi 
tersebut, pengambil keputusan dapat mempertimbangkan dan menetapkan apakah suatu 
rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut layak, tidak layak, disetujui, atau ditolak, dan izin 
lingkungannya dapat diterbitkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam proses pengambilan 
keputusan dan penerbitan izin lingkungan. 
Tujuan diterbitkannya izin lingkungan antara lain untuk memberikan perlindungan 
terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian 
Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, memberikan 
kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antarinstansi dalam penyelenggaraan perizinan 
untuk Usaha dan/atau Kegiatan, dan memberikan kepastian hukum dalam usaha dan/atau 
kegiatan.
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Lingkungan hidup dalam perspektif teoretis dipandang sebagai bagian mutlak dari 
kehidupan manusia, tidak terlepas dari kehidupan manusia itu sendiri.1 Menurut Michael 
Allaby, lingkungan hidup sebagai “the phsycal, chemical and biotic condition surrounding 
and organism”	 (lingkungan	 fisik,	 kimia,	 kondisi	 masyarakat	 sekelilingnya	 dan	 organism	
hidup). Dalam kamus hukum, lingkungan hidup diartikan sebagai, “the totally of phsycal, 
economic, cultural, aesthetic and social cirscumstances and factors wich surround and 
affect the desirability and value at poperty and which also effect the quality of peoples 
lives”	(Keseluruhan	lingkungan	fisik,	ekonomi,	budaya,	kesenian	dan	lingkugan	sosial	serta	
beberapa faktor di sekeliling yang memengaruhi niliai kepemilikan dan kualitas kehidupan 
masyarakat).2
Salah satu instrument konkrit pengelolaan lingkungan hidup adalah izin. Izin dalam 
arti luas (perizinan) ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau 
peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan 
larangan perundangan.3 Makna hukum yang dapat ditemukan dalam izin menurut pendapat di 
atas adalah adanya perkenan untuk melakukan sesuatu yang semestinya dilarang,4 sehingga 
akan dapat ditemukan dalam berbagai wujud perizinan, seperti izin, dispensasi, lisensi, 
konsesi, rekomendasi, dan lain sebagainya.5 Menurut Prins dan Adisapoetra, izin diartikan 
dengan perbuatan pemerintah yang memperkenankan suatu perbuatan yang tidak dilarang 
oleh peraturan yang bersifat umum”.6
Selanjutnya, Sjachran Basah sebagaimana dikutip I Made Arya Utama, menyatakan, 
izin sebagai perbuatan Hukum Administrasi pemerintah bersegi satu yang mengaplikasikan 
peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.7
Izin merupakan alat pemerintah yang bersifat yuridis preventif, dan digunakan sebagai 
instrument administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Karena itu, sifat suatu 
izin adalah preventif, karena dalam instrument izin, tidak bisa dilepaskan dengan perintah 
dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin.8 Selain itu, fungsi izin adalah 
represif. Izin dapat berfungsi sebagai instrument untuk menanggulangi masalah lingkungan 
disebabkan aktivitas manusia yang melekat dengan dasar perizinan. Artinya, suatu usaha 
1  Siahaan N.H.T., Hukum Lingkungan, Pancuran Alam, Jakarta, 2009, hlm. 2
2  Champbell, Hendri, Blach’s Law Dictionary, USA, St. Paul, Minn, West Publishing Co, 1991, hlm 369.
3  Spelt. N.M. dan J.B.J.M. ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus M. Hadjon, 
Yuridika, Surabaya, 1993, hlm. 2.
4  Ibid
5  I Made Arya Utama, Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan 
Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan (Studi Terhadap Pemerintahan di Wilayah Pemerintah Daerah 
Provinsi Bali), Disertasi, Program Pascasarjana Unpad, Bandung, 2006, hlm. 120.
6  W.F. Prins dan R, Kosim Adisapoetra, Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara, Pradnya Paramita, 
Jakarta, 1978, hlm. 72.
7  I Made Arya Utama, Ibid, hlm. 121.
8  Lihat, dalam N.H.T. Siahaan, op., cit, hlm. 239.
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yang memperoleh izin atas pengelolaan lingkungan, dibebani kewajiban untuk melakukan 
penanggulangan pencemaran atau perusakan lingkungan yang timbul dari aktivitas usahanya.
Perizinan merupakan wujud keputusan pemerintah dalam hukum administrasi negara. 
Sebagai keputusan pemerintah, maka izin adalah tindakan hukum pemerintah berdasarkan 
kewenangan publik yang membolehkan atau memperkenankan menurut hukum bagi 
seseorang atau badan hukum untuk melakukan sesuatu kegiatan.9 Instrumen perizinan 
diperlukan pemerintah untuk mengkokritkan wewenang pemerintah. Tindakan ini dilakukan 
melalui penerbitan keputusan tata usaha negara.
Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup (UU-PPLH) terdapat 2 (dua) jenis izin yakni; pertama, izin lingkungan adalah izin 
yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib 
amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai 
prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 35). Kedua, izin 
usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan 
usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 36).
Dalam UU ini izin lingkungan merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha dan/
atau kegiatan. Untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, orang atau badan hukum, 
terlebih dahulu mengurus dan mendapatkan izin lingkungan. Sementara izin lingkungan itu 
sendiri diperoleh setelah memenuhi syarat-syarat dan menempuh prosedur administrasi.
Berdasarkan hal di atas, izin usaha atau kegiatan tidak dapat diterbitkan jika tidak 
dilengkapi dengan izin lingkungan. Selain itu, untuk mendapatkan izin lingkungan harus 
menempuh prosedur dan memenuhi persyaratan tertentu. Pasal 123 UU-PPLH menyatakan, 
“Segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Menteri, 
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam 
izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan”. Penjelasan 
Pasal ini, “Izin dalam ketentuan ini, misalnya, izin pengelolaan limbah B3, izin pembuangan 
air limbah ke laut, dan izin pembuangan air limbah ke sumber air”.
Sebelum berlakunya UU No. 32 Tahun 2009, izin lingkungan tidak disebut sebagai suatu 
sistem. Pada peraturan pelaksana UU No. 4 Tahun 1982 dan UU No. 23 Tahun 1997 terdapat 
izin pengelolaan limbah B3, izin pembuangan air limbah ke laut, dan izin pembuangan air 
limbah ke sumber air, termasuk izin HO. Walaupun izin-izin berkaitan dengan izin usaha atau 
kegiatan, namun mekanisme perizinannya terpisah dengan izin usaha atau kegiatan.
Saat ini, berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009, selain penyatuan dalam bentuk izin 
lingkungan, juga ditegaskan bahwa izin lingkungan merupakan syarat mendapatkan izin 
9  Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah, Makalah, 
Surabaya, Nopember 2001, hlm. 1.
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usaha atau kegiatan. Pengaturan izin lingkungan dan pentaatannya merupakan upaya menuju 
pembangunan berkelanjutan atau dalam ilmu ekonomi lingkungan dinamakan “greening 
business management”. Greening business management adalah strategi pengelolaan 
lingkungan yang terpadu yang meliputi pengembangan struktur organisasi, sistem dan 
budidaya dalam suatu kompetensi hijau dengan cara menerapkan dan mentaati seluruh 
peraturan tentang pengelolaan lingkungan, termasuk pengelolaan bahan baku, pengolahan 
limbah, penggunaan sumberdaya alam yang efektif, penggunaan teknologi produksi yang 
menghasilkan limbah minimal serta menerapkan komitmen kesadaran lingkungan bagi 
seluruh karyawan dalam organisasinya.
Meskipun “law enforcement” pemerintah masih lemah, namun apabila terjadi 
pelanggaran dalam pengelolaan lingkungan atau ada pengaduan masyarakat akibat dampak 
negaritf suatu aktivitas izin usaha atau kegiatan, akan berdampak negatif pula pada reputasi 
industry tersebut. Selain itu organisasi lingkungan lokal dan internasional akan bereaksi 
keras apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan lingkungan.
PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Ruang Lingkup Izin Lingkungan
Usaha atau kegiatan tertentu tidak dapat dilakukan tanpa izin dari organ pemerintah 
yang berwenang. Kenyataan tersebut dapat dimengerti karena berbagai hal sering kali terkait 
dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemohon izin. Izin menjadi alas hak dan kewajiban 
pemohon untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu.
Seperti dikatakan pada latar belakang, izin lingkungan merupakan salah satu syarat 
memperoleh izin usaha atau kegiatan. Izin usaha atau kegiatan yang wajib izin lingkungan 
tersebut adalah aktivitas atau kegiatan usaha yang wajib Amdal ataupun waji UKL dan 
UPL. Pasal 1 angka 35, “Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang 
yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin 
usaha dan/atau kegiatan”. Untuk izin usaha atau kegiatan, Pasal 1 angka 36, “Izin usaha dan/
atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/
atau kegiatan”.
Izin lingkungan yang termuat dalam UU-PPLH menggabungkan proses pengurusan 
keputusan kelayakan lingkungan hidup, izin pembuangan limbah cair, dan izin limbah bahan 
beracun berbahaya (B3). Pada saat berlakunya UU No. 23 Tahun 1997, keputusan kelayakan 
lingkungan hidup diurus diawal kegiatan usaha. Bidang pertambangan, misalnya, diurus 
sebelum pembangunan konstruksi tambang. Setelah konstruksi selesai, pengusaha harus 
mengurus izin pembuangan limbah cair dan B3. Sekarang ketiga perizinan itu digabungkan, 
435
Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA | Vol. 20 Nomor 4, Desember 2012
AMANNA GAPPA
436
diurus satu kali menjadi izin lingkungan. Syaratnya jelas, yaitu analisis mengenai dampak 
lingkungan (Amdal) atau upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan 
lingkungan hidup (UPL). Tanpa ketiga dokumen, izin lingkungan tak akan diberikan.
Berdasarkan Pasal 123 UU-PPLH, “Segala izin di bidang pengelolaan lingkungan 
hidup yang telah dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan 
kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak 
Undang-Undang ini ditetapkan”. Penjelasan pasal 123, “Izin dalam ketentuan ini, misalnya, 
izin pengelolaan limbah B3, izin pembuangan air limbah ke laut, dan izin pembuangan air 
limbah ke sumber air”. Kententuan Pasal ini kemudian dipersoalkan oleh pengusaha bidang 
lingkungan hidup, terutama para pengusaha pertambangan.10
Sebetulnya, ketentuan adanya izin lingkungan pada masa UU No. 23 Tahun 1997 
sudah ada, namun belum disatukan seperti Pasal 123 UUPPLH. Izin lingkungan pada masa 
UU No. 23 Tahun 1997 diberikan secara terpisah dan “seolah” tidak mengikat pengusaha 
untuk melaksanakan. Hal ini disebabkan tidak jelasnya hubungan hukum antara izin-izin 
lingkungan dengan izin usaha atau kegiatan. Siti Sundari Rangkuti.11 Bahkan menyatakan 
pada saat itu, walaupun jenis-jenis izin lingkungan diatur dalam PP (No. 20 Tahun 1990 
tentang Pengendalian Pencemaran Air), namun tidak mempunyai landasan hukum.
Jadi, berdasarkan Pasal 123 dan penjelasannya, ruang lingkup izin lingkungan yakni 
izin pengelolaan limbah, izin pembuangan air limbah ke laut, izin pembuangan air limbah ke 
sumber air. Hendra Budiman, dkk,12 menyatakan izin lingkungan terdiri dari studi kelayakan 
usaha, izin. pembuangan air limbag dan izin pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan 
Beracun (B3).
Sistem izin lingkungan, baik pada saat mendapat izin maupun pelaksanaan izin sampai 
saat ini masih “rancu”. Terutama mengenai ruang lingkup. Kementerian Lingkungan Hidup 
sendiri masih belum mempertegas jenis izin lingkungan.
Berikut pernyataan Menteri Lingkungan, “Selain itu, UPT (Unit Pelayan Terpadu) akan 
memberikan pelayanan di bidang perizinan yang pada tahap meliputi, izin lingkungan, izin 
pengumpulan, izin pemanfaatan, pengolahan, penimbunan limbah B3, dan dumping, izin 
pembuangan air limbah ke laut, dan izin pembuangan air limbah melalui injeksi”.13
Pernyataan Menteri Lingkungan di atas, mengisyaratkan bahwa izin lingkungan terpisah 
dari izin pemanfaatan limbah, pengolahan limbah, izin pembuangan air limbah ke laut, dan 
10  Direktur Eksekutif Indonesian Center For Environmental Law (ICEL) Rino Subagyo menilai, penolakan 
lebih karena perubahan tata urutan pemberian izin kegiatan atau usaha. Izin lingkungan menjadi prasyarat izin 
usaha. Jika ada pejabat publik memberikan izin usaha kepada pemohon yang tidak memiliki izin lingkungan, 
maka pejabat publik itu bias dipidana. Itu yang membuat sejumlah pihak mempertanyakan.
11  Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional,Airlangga 
University Press, Surabaya, 2005, hlm. 119.
12  Perizinan Sebagai Perangkat Pengendalian Pembangunan
13  Pada saat peresmian Unit Pelayanan Terpadu di Kementerian Lingkungan Hidup, Rabu 24 Januari 2012.
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izin pembuangan air limbah melalui injeksi. Padahal Pasal 123 UU-PPLH telah memberikan 
contoh jenis-jenis izin lingkungan yang diintegrasikan yakni diantaranya izin pengelolaan 
limbah B3, izin pembuangan air limbah ke laut, dan izin pembuangan air limbah ke sumber 
air”.
Sementara pada beberapa tulisan mengenai izin lingkungan, menyatakan bahwa studi 
kelayakan lingkungan juga termasuk izin lingkungan. Kemudian Siti Sundari Rangkuti 
menyatakan,14perizinan lingkungan antara lain sebagai berikut:
1. Izin HO (Hinder Ordonnantie, Stb. 1926 No.226, Pasal 1)
2. Izin Usaha Industri
3. Izin Pembuangan Limbah
4. Izin operasi penyimpanan, pengumpulan dan pemantauan pengolahan dan atau 
penimbunan limbah B3
5. Izin pengangkutan limbah B3
6. Izin pemanfaatan limbah B3
7. Izin operasi alat pengolahan limbah B3
8. Izin lokasi pengolahan dan penimbunan limbah B3
9. Izin melakukan dumping
10. Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengel uarkan emisi dan/atau gangguan
11. Izin lokasi.
“Perizinan lingkungan” yang dimaksudkan oleh Siti Sundari Rangkuti di atas, menurut 
penulis adalah izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada UU-PPLH.15 Jika demikian, 
ruang lingkup izin lingkungan paling tidak jenis-jenis yang dikemukakan di atas.
Terhadap izin-izin di atas, pada UU-PPLH disatukan menjadi izin lingkungan. Jadi 
UU-PPLH satu sisi menyederhanakan sistem izin lingkungan dengan cara mengintegrasikan 
izin-izin lingkungan. Seseorang atau badan hukum yang akan melakukan izin usaha atau 
kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan, wajib memiliki izin lingkungan. Di sisi lain, 
integrasi dalam satu izin lingkungan merupakan upaya untuk perlindungan lingkungan. Hal 
ini disebabkan, satu izin sebenarnya terkait dengan izin lainnya. Jika pengalaman masa lalu 
tingkat ketaatan terhadap izin-izin lingkungan rendah, berdasarkan UU-PPLH pengusaha 
“wajib” melaksanakan izin lingkungan.
Hal yang menarik berkaitan dengan integrasi izin lingkungan ini yakni penyederhanaan 
merupakan instrumen pengendalian dan pengawasan risiko lingkungan dari berbagai 
kegaitan. Jika sebelumnya, orang harus mengurus berbagai izin, justru berdasarkan UU-PPLH 
pengusaha terhindari dari ekonomi biaya tinggi karena cukup mengurus izin lingkungan saja. 
Artinya, izin lingkungan bukan beban, justeru meringankan beban mendapatkan izin usaha 
14  Siti Sundari Rangkuti, ibid, hlm. 120.
15  Lihat, Helmi, Hukum Lingkungan dan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Dalam Negara Hukum 
Kesejahteraan, Unpad Press, Bandung, 2010, hlm. 83.
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atau kegiatan.
Berdasarkan uraian di atas, di satu sisi penyelenggaraan izin lingkungan merupakan 
upaya untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengelolaan sumber daya lingkungan hidup 
memperhitungkan kemampuan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup. Di sisi lain, 
penyelenggaraan izin lingkungan justeru menjadi dianggap mempersulit aktivitas investasi 
di Indonesia. Adanya izin lingkungan merupakan hambatan bagi pengusaha melakukan 
aktivitas. Sementara oleh beberapa instansi pemerintah, izin lingkungan merupakan wujud 
penyelenggaraan kewenangan untuk mendapatkan pemasukan pendapat bagi keuangan 
negara. Jadi, wajar jika pemberlakuan UU-PPLH yang mengintegrasikan berbagai izin 
lingkungan menjadi satu sistem izin lingkungan terpadu akan memunculkan pertentangan 
bagai kalangan birokrat sektoral di pemerintahan.
Hubungan Hukum Izin Lingkungan
Jika dicermati baik UULH maupun UUPLH tidak mengatur secara tegas adanya 
berbagai jenis izin lingkungan yang harus dipenuhi oleh pemohon izin usaha atau kegiatan 
pengelolaan sumber lingkungan hidup. Hubungan hukum antara izin lingkungan dengan izin 
usaha atau kegiatan juga tidak tegas diatur. Sehingga, walaupun banyak terjadi pelanggaraan 
izin lingkungan, namun sulit dilakukan penegakan hukum. Pemerintah hanya memberikan 
teguran kepada pemegang izin untuk memperhatikan kelestarian lingkungan. Jika pemegang 
tetap tidak mengindahkan teguran tersebut, pemerintah tidak berdaya memberikan sanksi 
yang lebih berat. Misalnya mencabut izin usaha atau kegiatan.
Sistem perizinan di Indonesia sebelum terbitnya UU-PPLH, lebih bersifat fragmented 
scheme, yakni izin yang satu seolah tidak terkait dengan izin lainnya. Misalnya, jika salah 
satu izin sudah dilanggar oleh suatu perusahaan maka izin lainnya masih dapat dijadikan alat 
untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Suatu perusahaan pertambangan yang dinyatakan 
oleh pejabat yang berwenang telah melanggar izin pengelolaan limbah, namun masih tetap 
melakukan aktivitas berdasarkan izin atau kuasa pertambangan yang dimiliki.
Pola perizinan di Indonesia berbeda jauh dengan di Belanda, yang sistem perizinannya 
interdependen dan terpadu, atau disebut dengan multi media licence. Berbeda dengan sistem 
di Indonesia, izin lingkungan (milievergunning) di Belanda diberlakukan dengan sistem 
terpadu. Misalnya, hinderwet yang terakhir direvisi berdasarkan Staatsblad 1981 No. 409, 
yang berlaku tanggal 1 November 1981, dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tahun 1993. 
Sejak tahun 1993, di Belanda telah diberlakukan sistem pengelolaan lingkungan dengan 
perizinan terpadu. Hinderwet tersebut telah disatukan dalam satu milieuvergunning melalui 
Wet Milieubeheer, berdasarkan staatsblad 1992 No. 551.16
16  Lihat, N.H.T. Siahaan, Op.,cit., hlm. 243.
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Sejak itu, di Belanda semua perizinan mengenai pengelolaan lingkungan dilakukan 
secara terpadu. Jadi, izin lingkungan yang dikeluarkan untuk mengatur sekaligus media 
udara, air, tanah maupun limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dilakukan dalam satu 
kesatuan (integral dan interdependen). Jika dari berbagai izin, salah satu dinyatakan telah 
dicabut maka aktivitas perusahaan yang bersangkutan tidak dapat lagi beroperasi, karena 
salah satu izin tidak lagi berlaku.17
Indonesia berdasarkan UU-PPLH telah memulai babak baru sistem perizinan. Untuk 
memperoleh izin usaha atau kegiatan, harus dilengkapi persyaratan salah satunya izin 
lingkungan. Pasal 36, menyatakan:
1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib 
memiliki izin lingkungan.
2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan 
kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi 
UKL-UPL.
3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan 
yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-
UPL. 
4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan 
kewenangannya.
Secara normatif, hubungan hukum antara izin lingkungan dengan izin usaha atau 
kegiatan yakni, pertama, permohonan izin usaha atau kegiatan tidak akan dikabulkan jika 
tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. Ini berarti, izin lingkungan merupakan instrument 
penting dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 
Khususnya dalam pemanfaatan sumber daya lingkungan hidup melalui pelaksanaan izin 
usaha atau kegiatan.
Umpanya, dalam rangka mendapatkan izin usaha pertambangan batubara, setiap 
pemohon diwajibkan memiliki izin lingkungan. Demikian juga dengan izin usaha bidang 
kehutanan, perkebunan dan izin-izin lainnya, wajib dilengkapi dengan izin lingkungan. Izin 
usaha atau kegiatan dimaksud di atas adalah aktivitas yang didasarkan pada dampaknya 
sehingga wajib Amdal atau UKL-UPL. Dengan kata lain, setiap aktivitas usaha atau kegiatan 
yang wajib Amdal atau UKL-UPL, maka untuk mendapatkan izin diwajibkan adanya izin 
lingkungan dari Gubernur atau Walikota/Bupati sesuai dengan kewenangannya.
Kedua, hubungan hukum antara izin lingkungan dengan izin usaha atau kegiatan, juga 
terdapat pada saat pelaksanaan izin usaha atau kegiatan. Pasal 37 ayat (2): Izin lingkungan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:
17  Ibid
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a. Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, 
kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, 
dan/atau informasi;
b. Penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi 
tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi ukl-upl; atau
c. Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan 
oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
Pasal di atas menyatakan, permohona izin lingkungan wajib dilengkapi dengan Amdal 
atau UKL-UPL. Huruf c ketentuan di atas, berarti pelaksanaan Amdal atau UKL-UPL izin 
lingkungan. Jika Amdal atau UKL-UPL izin lingkungan tidak dilaksanakan, maka izin 
lingkungan dapat dibatalkan oleh Pejabat yang mengeluarkan izin.
Ketiga, jika izin dicabut, maka izin usaha atau kegiatan dibatalkan. Pasal 40 menyatakan:
1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau 
kegiatan.
2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha 
dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.
Hal ini menujukkan, izin lingkungan merupakan kesatuan sistem dalam izin usaha 
atau kegiatan. Demikian juga apabila izin usaha atau kegiatan mengalami perubahan, maka 
penanggung jawab usaha atau kegiatan tersebut wajib memperbaharui izin lingkungan.
PENUTUP
Izin lingkungan terhadap izin usaha atau kegiatan tampak pada ruang lingkup dan 
hubungan hukum keduanya, yakni izin lingkungan merupakan instrument memperoleh dan 
melaksanakan izin usaha atau kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.
1. Ruang lingkup izin lingkungan berkaitan dengan prasyarat pengelolaan limbah B3, 
izin usaha industry, izin HO, izin dumping, izin lokasi. Walaupun izin-izin ini bukan 
merupakan izin pokok (izin usaha atau kegiatan) yang dituju oleh pemohon izin, namun 
merupakan bagian dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. hubungan hukum kedua ini adalah izin lingkungan merupakan syarat wajib bagi 
izin usaha atau kegiatan. Sebagai konsekwensi izin lingkungan merupakan syarat 
memperoleh izin usaha atau kegiatan, jika terjadi pelanggaran terhadap izin lingkungan, 
maka izin usaha atau kegiatan dibatalkan. Demikian juga jika izin lingkungan dicabut, 
maka izin usaha atau kegiatan dibatalkan.
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PENDAHULUAN
Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan secara alamiah memiliki kebutuhan-kebutuhan 
dalam kehidupannya, baik kebutuhan yang bersifat primer maupun yang bersifat sekunder. 
Berbagai upaya dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya itu. Salah satunya adalah bekerja 
pada orang lain, dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga.Hal ini tentunya akan 
melahirkan hubungan hukum  antara pemberi kerja dan penerima kerja yang menimbulkan 
hak dan kewajiban para pihak agar tercapai tujuan yang diharapkan. Hubungan ini hendaknya 
adalah suatu hubungan yang harmonis dan terjalin dengan baik untuk tercapainya tujuan dan 
kehendak yang diinginkan dan kepuasaan yang maksimal. 
Awalnya orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga untuk memenuhi 
permintaan orang lain disebut pembantu rumah tangga, namun dalam perkembangannya 
istilah pembantu rumah tangga menjadi pekerja rumah tangga. Undang-Undang Nomor 13 
PERSPEKTIF HUKUM REFLEKSIF TERHADAP 
PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA
Oleh:
Sakka Pati
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
E-mail: sakka_pati@yahoo.com
Abstract: Domestic workers are the person who works for someone else in domestic scope. 
In general, domestic workers have referred to as a condition of workers as stipulated in labor 
laws. However, domestic workers are not included in the Act which regulated employment. So 
that domestic workers do not receive adequate protection as a worker. Appropriate normative 
generalizations are not sufficient to implement the regulations or rules that are suitable for 
concrete conflict resolution, where the role of the law of reflection to reconcile the inherent 
tensions between the functions and implementation by considering internal limits on the 
capacity of the legal system.
Keywords: Reflexive Law, Domestic Workers
Abstrak: Pekerja rumah tangga (PRT) adalah orang yang bekerja untuk orang lain dalam 
lingkup domestik. Secara umum, pekerja rumah tangga telah disebut sebagai kondisi pekerja 
sebagaimana diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan. Namun, pekerja rumah tangga 
tidak termasuk dalam Undang-Undang yang mengatur kerja. Sehingga PRT tidak mendapat 
perlindungan yang memadai sebagai seorang pekerja. Generalisasi normatif yang tepat 
tidak cukup untuk melaksanakan peraturan atau aturan yang cocok untuk resolusi konflik 
beton, di mana peran hukum refleksi untuk mendamaikan ketegangan yang melekat antara 
fungsi dan implementasi dengan mempertimbangkan batas-batas internal pada kapasitas 
dari sistem hukum.
Kata Kunci: Hukum Refleksif, Pekerja Rumah Tangga
Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA | Vol. 20 Nomor 4, Desember 2012
AMANNA GAPPA
444
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di dalam Pasal 1 dijelaskan tenaga kerja, adalah setiap 
orang guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri 
maupun masyarakat; pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima 
upah atau imbalan dalam bentuk lain; sedangkan pemberi kerja adalah orang perseorangan, 
pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja 
dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lainnya. 
Dari	definisi	tersebut	istilah	pembantu	rumah	tangga	bisa	dipakai	istilah	pekerja	rumah	
tangga, yaitu tenaga kerja yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk 
lain. Sedangkan orang yang mempekerjakan adalah pemberi kerja yang sehari-hari juga 
dikenal dengan istilah majikan.
Pekerja Rumah Tangga merupakan sektor yang penting dan memegang peran yang 
strategis dalam mendukung perkembangan ekonomi Indonesia. Saat semakin berkembangnya 
perekonomian,lapangan kerja semakin terbuka maka semakin meningkat pula  kebutuhan 
akan orang yang membantu dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga seperti 
memasak, membersihkan, merawat anak dan orang tua.1     
Penentuan yang melandasi hubungan kerja dalam perjanjian tersebut sangat terkait 
pula dengan risiko, karena risiko dalam tiap-tiap perjanjian berbeda-beda, sehingga perlu 
pula diketahui pembebanan risiko jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam hubungan 
ketenagakerjaan tersebut.
Penelitian yang dilakukan oleh Rumpun Gema Perempuan (RGP), Rumpun Tjoet Njak 
Dien (RTND) yang bekerjasama dengan International Labour Organisation (ILO), pada 
tahun 2008 menunjukkan bahwa pekerja rumah tangga didominasi oleh perempuan, dengan 
alasan melakukan pekerjaan rumah tangga adalah; membantu ekonomi orang tua, membantu 
ekonomi orangtua dan membiayai adik atau anak sekolah, dorongan teman-teman, ikut-
ikutan, dan memang karena tidak ada pekerja.2
Secara internasional standar ketenagakerjaan untuk pekerja rumah tangga cukup 
mendapatkan perhatian, ILO pada tahun 2008 merekomendasikan konvensi ketenagakerjaan 
internasional dengan dasar pemikiran:3
a. Pekerja rumah tangga mempresentasikan satu kelompok terbesar pekerja yang tak 
terlindungi, dan satu kelompok terbesar pekerja perempuan berbayar yang bekerja 
di dalam rumah tangga orang lain di negara mereka sendiri maupun di luar negeri, 
yang dikecualikan dari undang-undang ketenagakerjaan disebagian besar negara dan 
seringkali ditolak hak-hak dasarnya, seperti kebebasan berserikat dan perlindungan 
dari diskriminasi, pekerja anak dan pelbagai kondisi kerja paksa
1  Adrian Sutedi. 2009. Hukum Perburuhan.Sinar	Grafika:	Jakarta.
2  Jurnal ILO, 2008
3  Hasil Rekomendasi  ILO 2008
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b. Pekerja rumah tangga membuat pekerja lain dan keluarganya mampu meningkagtkan 
standar hidup mereka dengan melakukan perawatan terhadap rumah-rumah mereka, 
dan para anggota rumah tangga (anak-anak, orang lanjut usia, orang sakit dan orang 
cacat)
c. Di pelbagai negara, seperti sebagian besar negara Asia dan Arab, dimana kebijakan 
sosial tidak mencakup kebutuhan pekerja dan keluarganya akan perawatan, pekerja 
rumahtangga melaksanakan perawatan rumah tangga yang banyak dibutuhkan tersebut 
sehingga memungkinkan kaum perempuan di dalam rumah tangga menjadi terus aktif 
secara ekonomi
d. Karena pekerjaan dilakukak dirumah-rumah pribadi, yang dibanyak negara tidak 
dianggap sebagai tempat kerja dan hubungan kerja mereka tidak tercakup di dalam 
undang-undang ketenagakerjaan atau dalam undang-undang lainnya, sehingga mereka 
tidak diakui sebagai pekerja yang berhak atas perlindungan pekerja
e. Terdapat jutaan pekerja rumah tangga di negara-negara Asia dan Arab. Sebagian besar 
merupakan perempuan Asia dan Afrika dari keluarga miskin yang meninggalkan rumah 
dan orang-orang yang mereka sayangi untuk bekerja dengan upah yang sangat rendah 
dan secara total bergantung pada majikan/sponsor mereka, yang dikecualikan dari hak-
hak ketenagakerjaan nasional.
Jaminan dan harapan Pekerja Rumah Tangga untuk memperoleh perlindungan Hukum 
dengan diadopsinya Konvensi ILO No. 189 pada tanggal 16 Juni 2011 mengenai kerja Layak 
bagi Pekerja Rumah Tangga. Dalam konvensi ini menetapkan hak-hak dan prinsip-prinsip 
dasar bagi pekerja dan mengharuskan Negara mengambil serangkaian langkah dengan tujuan 
untuk menjadikan kerja layak sebagai sebuah realitas bagi pekerja Rumah Tangga.
Pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(UUD NRI 1945), menegaskan bahwa “tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan yang 
dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,” dan dalam Pasal 28 D ayat (2) “setiap 
orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam 
hubungan kerja.” Hal tersebut menunjukkan bahwa pekerja rumah tangga sebagai warga 
negara berhak uintuk memperoleh perlindungan dalam melakukan pekerjaan guna mencapai 
kesejahteraan hidupnya.
Berbagai upaya untuk perlindungan terhadap pekerja rumah tangga baik secara 
internasional maupun nasional sudah dilakukan namun dalam kenyataannya usaha ini belum 
memberikan hasil yang optimal sehingga suatu kajian lebih dalam untuk dapat menemukan 
bentuk perlindungan yang ideal dalam hubungan hukum antara pekerja rumah tangga dan 
pemberi kerja. Berdasarkan fakta-fakta  kondisi pekerja rumah tangga yang belum optimal 
perlindungannya, sehingga muncul kesenjangan antara harapan terpenuhinya perlindungan 
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hukum bagi pekerja rumah tangga dengan kondisi kerja yang layak bagi pekerja dalam 
masyarakat Indonesia.
PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum
Esensi dari lahirnya sebuah Negara adalah lahirnya ketentraman dalam kehidupan 
masyarakat. Untuk mewujudkan itu, hukum ditetapkan sebagai pranata terhadap hak dan 
kewajiban anggota masyarakat serta keharusan untuk mentaatinya. Jika ketaatan pada 
hukum ini hanya diserahkan pada kemauan bebas manusia sepenuhnya, maka tujuan kaidah 
hukum akan sulit dicapai. Oleh karena itu, perlu diiringi dengan sanksi untuk mempengaruhi 
kemauan bebas itu yang berarti memaksa anggota masyarakat untuk taat pada hukum agar 
antar individu menghargai hak satu sama lain. Hal inilah yang menjadi esensi sebuah negara 
hukum (rechtstaat).
Istilah perlindungan hukum adalah perlindungan yang ditujukan kepada rakyat. Rumusan 
ini sengaja tidak mencantumkan perlindungan “terhadap pemerintah” atau “terhadap tindak 
pemerintah” dengan alasan:4
a. Istilah “rakyat” sudah mengandung pengertian sebagai lawan dari istilah “pemerintah”. 
Istilah rakyat pada hakikatnya berarti yang diperintah
b. Dicantumkannya “terhadap pemerintah” atau “terhadap tindak pemerintah” dapat 
menimbulkan kesan bahwa ada konfrontasi antara rakyat sebagai yang diperintah 
dengan pemerintah sebagai yang memerintah 
Perlindungan hukum bagi rakyat dititik beratkan pada 2 (dua), yaitu perlindungan 
hukum bagi rakyat yang preventif, dan perlindungan hukum bagi rakyat yang represif. Titik 
berat perlindungan hukum yang preventif “the right to be heard and access to information” 
ada 2 (dua) yaitu:5
a. Individu yang terkena tindak pemerintahan dapat mengemukakan hak-haknya dan 
kepentingannnya. Cara demikian menunjang suatu pemerintahan yang baik, dan dapat 
ditimbulkan suasana saling percaya antara yang memerintah dan yang diperintah.
b. Sistem hukum yang berbeda melahirkan perbedaan mengenai bentuk dan jenis sarana 
perlindungan hukum bagi rakyat, khususnya perlindungan hukum represif. 
4  Philipus Hadjon,1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebuah StudyPrinsi-
prinsipnya,Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan PembentukanPeradilan 
Administrasi Negara, PT. Bina Ilmu, Surabaya,hlm.1
5  Philipus Hadjon,1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebuah StudyPrinsi-
prinsipnya,Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan PembentukanPeradilan 
Administrasi Negara, PT. Bina Ilmu, Surabaya,hlm.4
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Prinsip Perlindungan, Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
Dalam kepustakaan berbahasa Inggris ditemukan berbagai istilah seperti : natural 
rights, human rights dan fundamental rights, sedangkan dalam kepustakaan berbahasa 
Indonesiaterdapat istilah-istilah seperti : hak asasi manusia, hak-hak kodrat, hak-hak dasar 
yang sering diberi imbuhan manusia sehingga menjadi hak-hak dasar manusia.
Istilah “natural rights” berasal dari pikiran-pikiran natural law yang berperanan dalam 
abad 17. Apa yang merupakan hak dalam konsep ini adalah “what is nature” yaitu apa yang 
diletakkan Allah terhadap setiap insan manusia. Dalam konsep natural rights dikatakan 
bahwa “setiap manusia adalah sama dihadapan Tuhan”. Dalam bahasa Indonesia seperti “ 
hak kodrat” kiranya jelas merupakan terjemahan dari natural rights, namun istilah “hak-hak 
asasi manusia “ dan hak-hak dasar manusia” tercakup sekaligus dua istilah secara bersama-
sama yaitu “human rights” dan fundamental rights 6
Prinsip Perlindungan Hukum Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
Pancasila sebagai Idiologi bangsa Indonesia yang dirumuskan dalam sila-sila 
Pancasila yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, menjadi landasan dan pedoman 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam rumusan Pembukaan UUD 1945 sebagai 
pernyataan Indonesia Merdeka termuat hak-hak asasi manusia yang  bersifat universal yang 
berbunyi “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu 
maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan 
dan perikeadilan” .
Perlindungan terhadap pekerja rumah tangga ditengah ketidakpastian payung hukum 
sangat penting untuk menyelesaikan problema-problema hukum yang menimpa pekerja 
rumah tangga. Hukum sebagai sarana perlindungan oleh Hibermas membedakan hukum 
sebagai medium dan hukum sebagai suatu institusi. Dalam pengertian sebagai medium 
hukum merupakan suatu proses penentu sosio teknologis yang mandiri (independen) yang 
menggantikan keberadaan struktur-struktur komunikatif yang terdapat di dalam dunia 
kehidupan yang menempatkan barang sebagai kriterianya sendiri. Sebagai suatu institusi 
hukum hanya berfungsi sebagai suatu konstitusi eksternal, jika ini berfungsi maka hukum 
bersifat lebih memudahkan bukan membahayakan, karena peran fasilitatifnya sejajar dengan 
bentuk rasionalitas sehingga sesuai untuk legitimasi masalah-masalah masyarakat.7
Peran Hukum Refleksif dalam Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Sebelum	mengkaji	peran	hukum	refleksif	dalam	perlindungan	pekerja	rumah	tangga,	
lebih	dulu	kita	melihat	peran	refleksi	dan	batas-batas	yang	dibuatnya	dalam	suatu	hukum,	
6  Ibid, hlm.38
7  Gunther Teubner. Subtantif and Reflexif elements in modern law. Law and Society Review. Journal of the 
law and society Assosiation .
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dengan	melihat	 tipologi	 hukum,	 yakni	 fungsi,	 pelaksanaan	 dan	 refleksi	 dalam	 penerapan	
system	hukum.	Fungsi	hukum	dapat	didefinisikan	sebagai	kemampuannya	untuk	memberikan	
generalisasi yang sesuai dengan harapan seluruh masyarakat.8 Pelaksanaannya adalah untuk 
menyelesaikan	 konflik	 yang	 ditimbulkan	 dalam	 sub-sub	 sistem	 sosial	 dan	 yang	 tak	 dapat	
dipecahkan disana.9 Generalisasi normatif yang sesuai tidak cukup untuk menerapkan 
peraturan/	kaidah	yang	cocok	untuk	mengatasi	konflik	konkrit,	disinilah	peran	refleksi	hukum	
untuk mendamaikan ketegangan-ketegangan yang melekat antara fungsi dan pelaksanaan 
dengan menetapkan batasan-batasan internal terhadap kapasitas system hukum
Suatu	orientasi	refleksif	tidak	mempertanyakan	apakah	ada	masalah	sosial	yang	harus	
ditanggapi	hukum	ataukah	tidak,	orientasi	refleksif	berusaha	mengidentifikasi	struktur-struktur	
peluang yang mengijinkan pengaturan hukum mengatasi masalah-masalah sosial tanpa pada 
saat	yang	sama	merusak	tatanan	kehidupan	sosial	yang	bernila.	Hukum	Refleksif	dengan	kata	
lain tidaklah sewenang-wenang menentukan fungsi-fungsi sosial dari sub-sub system lain 
tidak juga mengatur pelaksanaan input dan outputnya tetapi memelihara mekanisme yang 
secara	 sistematis	 ditujukan	 untuk	mengembangkan	 struktur-struktur	 refleksi	 di	 dalam	 sub	
sistem lainnya10 
Perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga dengan menerapkan kajian hukum 
secara	refleksif	akan	sangat	membantu	pekerja	rumah	tangga	dalam	melaksanakan	kewajiban	
serta hak-haknya di dalam masyarakat. Beberapa fakta tidak terlindunginya pekerja rumah 
tangga adalah:
1. Aturan yang mengatur tentang pekerja rumah tangga belum ada, Proses dan rencana 
undang-undang tentang pekerja rumah tangga sejak tahun 2004 sudah direncanakan 
namun sampai saat ini belum terealisasi.
2. Faktanya hubungan hukum antara pekerja rumah tangga dengan pemberi kerja pada 
umumnya tidak didasari oleh suatu perjanjian kerja
3. Pekerja rumah tangga seringkali dikecualikan dari cakupan upah minimum
4. Upah seringkali digunakan sebagai alat pengendalian
5. Pembayaran upah terkadang terlambat bahkan sering tidak terbayarkan
6. Kamar dan tempat tinggal serta makanan biasanya dianggap sebagai satu bentuk 
pembayaran, 
7. Perbedaan	 yang	 signifikan	 antara	 standar	 jam	 kerja	 yang	 berlaku	 secara	 umum	 dan	
standar jam kerja yang berkenaan dengan pekerja rumah tangga
8. Seringkali pekerja rumah tangga harus tunduk pada ketentuan jam kerja yang bisa 
mengancam kesejahteraan mereka, misalnya bersedia untuk bekerja dengan jam kerja 
8  Ibid. hal  267
9  Ibid. 269
10 Ibid
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panjang atau bahkan tanpa istirahat dan diharapkan bersedia melaksanakan tugas-tugas 
atas perintah majikan
 Dari uraian tentang hubungan antara pemberi kerja/majikan dengan pekerja rumah 
tangga, dalam hubungan berdasarkan perjanjian antara kedua belah pihak memang berdasar 
pada perjanjian. Sedangkan dari uraian tentang hubungan antara pemberi kerja/majikan 
dengan pekerja rumah tangga hubungan antara kedua pihak tersebut tampaknya tidaklah 
sesuai dengan hubungan kerja sebagaimana dalam undang-undang ketenagakerjaan, 
meskipun undang-undang ini menetapkan hak-hak standar bagi pekerja, yang dirumuskan 
dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, bahwa “seseorang yang bekerja dan mendapatkan 
upah atau bentuk pengupahan lainnya.” Ini semestinya mencakup pekerja rumah tangga, 
namun interpretasi tentang undang-undang tersebut mengecualikan pekerja rumah tangga. 
PENUTUP
Kesimpulan
Fakta bahwa pekerjaan rumah tangga dianggap sebagai pekerjaan informal di rumah 
pribadi majikan, berarti bahwa tidak ada kontrol negara atas kondisi  kerja pekerja rumah 
tangga, serta peraturan perundang undangan tidak memberikan perlindungan kepada pekerja 
rumah tangga, sehingga bila mengalami permasalahan dengan majikan sangat sulit ada 
penyelesaian. Adanya kejelasan aturan yang mengikat antara pekerja rumah tangga dan 
pemberi kerja menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk mewujudkan perlindungan 
hukum bagi pekerja rumah tangga.
Saran
Sebaiknya dalam melakukan hubungan kerja antara pemberi kerja/majikan dengan 
pekerja rumah tangga, sebaiknya didasari dengan perjanjian/kontrak yang jelas yang mengatur 
hak dan kewajiban para pihak, serta sebaiknya ada aturan yang jelas mengenai hubungan 
antara pemberi kerja/majikan dengan pekerja rumah tangga, meskipun dilakukan di wilayah 
privat tapi perlu campur tangan negara untuk memberikan perlindungan kepada warganya 
khususnya pekerja rumah tangga. Untuk menyelesaikan kesenjangan antara kondisi pekerja 
rumah	tangga	dengan	aturan	yang	tidak	jelas,	sehingga	kajian	hukum	refleksif	kiranya	dapat	
memberikan peran dalam menegakkan hak dan kewajiban serta kejelasan hubungan antara 
pekerja dan pemberi kerja.
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PERSPEKTIF HUKUM REFLEKSIF TERHADAP 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROGRAM 
PELAYANAN KESEHATAN GRATIS 
Oleh: 
Marif
Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS) Wilayah IX Sulawesi
E-mail: arifq.ancu@gmail.com
Abstract: Unpreparedness South Celebes Province Regulation in Health Care Policy Program 
Guide is reflected in the establishment of rules Perundan-undanganya. The setting and the 
establishment of Provincial Regulation experiencing the chaos and confusion that can be 
viewed as a procedural defect and disability law, giving the impression of unpreparedness 
creation legislation that includes, planning, preparation, discussion, approval or 
determination, and promulgation. It was during the formation until the promulgation of South 
Sulawesi Governor Number 13 of 2008 on Guidelines for Free Health Care Programme in 
South Sulawesi, South Sulawesi Governor Regulation Number 15 of 2008 on Regionalization 
System Referral Hospital in South Sulawesi and Local Regulations South Celebes Province 
Number 2 of 2009 on Health Care Implementation Collaborative Internet. In connection 
with the formation of the unpreparedness of the legislation can result in deviations of law 
enforcement and the achievement of objectives of the law be blocked.
Keywords: Reflexive Law, Free Health
Abstrak: Ketidaksiapan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi dalam 
Kebijakan Program Pelayanan Kesehatan Gratis tercermin dalam Pembentukan Peraturan 
Perundan-undanganya. Pengaturan dan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi yang 
mengalami kekacauan dan kekeliruan yang bisa di pandang sebagai cacat prosedural dan 
cacat hukum, sehingga terkesan ketidaksiapan pembuatan peraturan perundang-undangan 
yang mencakup, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan 
pengundangan. Hal itu terjadi pada pembentukan sampai pengundangan Peraturan Gubernur 
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program 
Pelayanan Kesehatan Gratis  di Provinsi Sulawesi Selatan, Peraturan Gubernur Provinsi 
Sulawesi Selatan Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Regionalisasi Sistem Rujukan Rumah Sakit 
di Provinsi Sulawesi Selatan dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 
Tahun 2009 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis. Berkaitan 
dengan ketidaksiapan pembentukan peraturan perundang-undangan dapat berakibat pada 
penyimpangan pelaksanaan hukum dan pencapaian tujuan hukum menjadi terhambat. 
Kata Kunci: Hukum Refleksif, Kesehatan Gratis
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PENDAHULUAN
Masalah sistem pelayanan kesehatan (rumah sakit, klinik kesehatan, dokter, apotek, dan 
lainnya) sejak beberapa tahun terakhir telah banyak menarik perhatian, tidak saja di kalangan 
dunia kesehatan (kedokteran), tetapi juga di luar kalangan kesehatan (kedokteran), tidak saja 
di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. 
Hak atas pelayanan kesehatan diperoleh sejak manusia masih dalam kandungan. Hak 
ini adalah bagian dari hak dasar manusia yang dikenal sebagai hak asasi manusia. Walaupun 
hak dasar ini sudah dikumandangkan oleh berbagai agama sejak dunia terkembang, 
kepustakaan mencatat nama John Locke (1690) sebagai penemunya. Pada tahun 1960 hak 
di bidang kesehatan baru diakui dalam perundang-undangan Indonesia. Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Kesehatan mengatur bahwa “Tiap-tiap warga negara 
berhak memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dan perlu diikut sertakan 
dalam usaha-usaha pemerintah”. 
Ketentuan ini diperbarui dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang 
Kesehatan, menentukan bahwa: “setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh 
derajat kesehatan yang optimal”,1  kemudian telah di perbaharui lagi dalam Undang-Undang 
No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan atau 
UUK), dalam Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) mengatur bahwa: (1) setiap orang mempunyai 
hak yang sama dalam memperoleh akses atau sumber daya di bidang kesehatan, (2) setiap 
orang mempunyai hak dalam pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, (3) 
setiap berhak secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan yang di 
perlukan bagi dirinya.
Berbagai kasus dugaan malpraktik medik yang mencuat saat ini, bukan menuduh 
kalangan rumah sakit dan dokter atau tenaga kesehatan lainnya sebelum masa ini kurang 
berhati-hati, namun yang dihadapi pihak rumah sakit dan dokter masa kini dan mendatang 
adalah masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang lebih baik. Pelayanan kesehatan 
yang tidak bermutu (tidak sesuai standar pelayanan medik) di rumah sakit,  perlakuan 
pelayanan yang tidak benar, tidak jujur, serta diskriminatif, yang terjadi atas dasar perbedaan 
agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan strata sosial lainnya, terkadang 
dirasakan dan diterima oleh pasien  (konsumen kesehatan)   di rumah sakit, jelas bertentangan 
Pasal 4 huruf g UUPK.2 
1  Marif, Aspek Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan dan Malpraktek Medik, (Makassar. Jurnal 
Pengembangan Ilmu Hukum, Kopertis Wil.IX Sulawesi, Gratis. Vol V No.3 Desember 2009). hlm. 91 
2  Marif, 2007. “Tanggung Jawab Rumah Sakit Dalam Pelayanan Kesehatan Terhadap Konsumen Di Kota 
Makassar, Lihat juga penjelasan Pasal 4 huruf g UUPK, yang mengatur salah satu hak konsumen yaitu “Hak 
untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, 
budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial.lainnya”. hlm.9-10.
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Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka sejak diberlakukannya Program Pelayanan 
Kesehatan Gratis di Sulawesi Selatan mulai tanggal 1 Juli 2008, keinginan  masyarakat 
untuk mengunjungi fasilitas/sarana kesehatan, baik Puskesmas, Rumah Sakit  maupun Balai 
Pelayanan Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan semakin meningkat dan 
masyarakat telah merasakan manfaat  dengan adanya program pemerintah tersebut. Hal ini 
sesuai dengan tujuan utama program tersebut yaitu meningkatnya akses masyarakat untuk 
mendapatkan pelayanan kesehatan secara optimal dan terjangkau. Di samping itu, juga 
manfaat yang diperoleh bahwa masyarakat dapat secara dini mengetahui dan menditeksi 
penyakit yang dideritanya, sehingga dapat lebih cepat untuk mengatasi dan mengobatinya. 
Terlebih terhadap masyarakat kurang mampu atau masyarakat yang secara ekonomi kurang 
beruntung (miskin) yang dulunya sulit mendapatkan akses pelayanan kesehatan karena 
ketidakmampuan secara ekonomi untuk membayar biaya pelayanan kesehatan di rumah 
sakit, puskesmas dan dokter atau layanan kesehatan yang ada, sekarang makin terjangkau 
dan bisa di nikmati oleh masyarakat pada umumnya.dan masyarakat kurang mampu/miskin 
pada khususnya. 
Hanya saja pada program kesehatan gratis pada umunya mendapat standar pelayanan 
minimal. Makanya tidak heran jika dalam Pasal 1 ketentuan umum Peraturan Gubernur Nomor 
13 Tahun 2008 tentang Program Pelayanan Kesehatan Gratis, mengatur bahwa pelayanan 
kesehatan gratis adalah semua pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya dan 
pelayanan kesehatan rujukan di kelas III rumah sakit pemerintah daerah, yang tidak dipungut 
biaya dan obat yang diberikan menggunakan obat generik (lihat juga Pasal 23 ”pada dasarnya 
jenis pelayanan yang disediakan untuk masyarakat bersifat kompherensif sesuai indikasi 
medis, kecuali beberapa hal yang dibatasi dan tidak di jamin).3  Pengecualian tersebut pada 
akhirnya akan meninggalkan permasalahan baru bagi masyarakat kurang mampu (miskin), 
dalam Pasal 27 Pergub Nomor 13 Tahun 2008, ditegaskan bahwa pelayanan kesehatan yang 
tidak ditanggung antara lain: Operasi jantung, Kateterisasi jantung, Pemasangan cincin 
jantung, CT Scan, Cuci darah (haemodialisa) dan Beda syaraf.
Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena yang ada, penulis akan membahas 
tentang	 Persfektif	 Hukum	 Refleksif	 Terhadap	 Pelaksanaan	 Program	 Kesehatan	 Gratis	
Kaitannya dengan Tanggung Jawab Rumah Sakit dan Konsumen (Pasien).
3  Damang. 18 November 2011, Studi Kritis Atas Program Kesehatan Gratis (Studi Kasus: Kota Makassar). 
Pengamatan di lapangan, saat penelitian di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar (1 Mei s/d 3 Mei 
2011), ternyata pasien yang ditempatkan di rujukan kelas III, tidak diperhatikan pelayanannya oleh perawat dan 
dokter, dokterpun hanya sekali-kali melakukan cek up pada setiap pasien yang  menumpuk gara-gara rujukan 
yang terlalu banyak dari rumah sakit Kabupaten. Website Internet http://www.negarahukum.com/hukum/studi-
kritis-atas-program-kesehatan-gratis-studi-kasus-kota-makassar.html. diakses tanggal 27 Juli 2012.
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PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Analisis Tanggung Jawab Rumah Sakit 
Tanggung Jawab Medik
Rumah sakit secara institusional bertanggungjawab terhadap segala konsekuensi yang 
timbul berkenaan dengan pelanggaran terhadap kewajibannya dalam pelaksanaan pelayanan 
kesehatan. Merupakan suatu kewajiban rumah sakit, sebagai konsekuensi tanggung jawab medik 
untuk tersedianya dan kesiapan tenaga kesehatan, tersedianya sarana dan fasilitas pelayanan 
kesehatan serta siap pakai. Selain itu rumah sakit bertanggungjawab atas pemeliharaan 
segala sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam hal ini pertanggungjawaban rumah 
sakit dapat didasarkan pada pelanggaran kewajiban oleh tenaga kesehatan (a violation by 
an employe of the employee’s duties) dan pelanggaran kewajiban rumah sakit (a violation 
of hospital’s duties) rumah sakit bertanggungjawab untuk melengkapi segala peralatan yang 
diperlukan untuk penegakan diagnosis dan terapi terhadap pasien.
Tanggung Jawab Etik
Guna tercapainya pemberian pelayanan kesehatan dan tindakan medik sesuai standar 
pelayanan atau SOP oleh rumah sakit, yaitu pelayanan yang baik, bermutu dan profesional. 
Adapun yang menjadi kewajiban umum rumah sakit  yang diatur dalam Kode Etik Rumah 
Sakit Indonesia (KODERSI) yaitu: “Rumah sakit harus menaati Kode Etik Rumah Sakit 
Indonesia (KODERSI), rumah sakit harus dapat mengawasi dan bertanggung jawab terhadap 
semua kejadian di rumah sakit, rumah sakit harus mengutamakan pelayanan yang baik dan 
bermutu secara berkesinambungan serta tidak mendahulukan urusan biaya”.
Tanggung Jawab Sosial
Apa yang sering dipraktikkan selama ini baik oleh dokter maupun perawat baik sebagai 
individu, ataupun sebagai institusi  rumah  sakit masih sering terjadi pada sarana kesehatan 
seperti rumah sakit. Contohnya, penolakan terhadap pasien kurang/tidak mampu di rumah 
sakit, pemulangan terlalu cepat terhadap pasien rawat inap kurang/tindak mampu (miskin), 
padahal secara medis belum memungkinkan dan masih memerlukan perawatan  medis,  pihak 
rumah sakit menahan/menyandra bayi yang baru lahir sebagai jaminan bagi orang tua kurang/
tidak mampu karena mereka tidak mampu membiayai persalinannya di rumah sakit tidak 
boleh lagi terjadi.
Sebagai wujud tanggung jawab sosial, serta keberadaan program pelayanan kesehatan 
gratis di rumah sakit pemerintah, maka sesuai Petunjuk Teknis PERDA No. 2 Tahun 2009 
tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis di Provinsi Sulawesi 
Selatan. Maka indikator Keberhasilan Program Pelayanan Kesehatan Gratis, antara lain: 
Meningkatnya akses masyarakat untuk datang memeriksakan kesehatannya di Puskesmas 
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makin meningkat, dimana terlihat peningkatan kunjungan pasien yang datang berobat di 
Puskesmas setiap harinya menjadi rata-rata 100 orang, yang biasanya hanya berkisar 60 orang 
setiap hari, artinya ada peningkatan masyarakat yang memanfaatkan Pelayanan Kesehatan di 
Puskesmas, masyarakat miskin yang tidak masuk Quota Program Jamkesmas, yang biasanya 
berpikir datang ke Puskesmas dan Rumah Sakit, karena faktor  pembiayaan, maka dengan 
adanya Program Pelayanan Kesehatan Gratis selama ini  Jumlah Kunjungan dan Rujukan ke 
Rumah Sakit juga meningkat. 
Tanggung Jawab Hukum
Adapun tanggung jawab hukum yang dapat dimungkinkan kepada rumah sakit adalah 
tuntutan hukum terhadap rumah sakit dari segi hukum perdata dapat dituntut berdasarkan 
wanprestasi (Pasal 1239 dan/atau 1234 KUHPerdata), perbuatan melanggar hukum (Pasal 
1365 KUHPerdata), kelalaian yang mengakibatkan kerugian (Pasal 1366 KUH Perdata), 
melalaikan kewajiban (Pasal 1367 KUHPerdata), tindakan medik yang menimbulkan luka 
atau cacat (Pasal 1371 KUHPerdata). Sedangkan dari segi hukum pidana, seperti: kewajiban 
memberikan pertolongan (Pasal 304 KUHPidana),  kelalaian mengakibatkan matinya orang 
lain (Pasal 359 KUHPidana), tindakan yang menyebabkan luka berat, (Pasal 360 KUHPidana), 
jika tindakan kejahatan dilakukan oleh tenaga kesehatan (Pasal 361 KUHPidana) dan keadaan 
darurat yang berkatan dengan keselamatan jiwa (Pasal 531 KUHPidana).
Analisis dan Kritis Terhadap Peraturan Perundang-undangan tentang Program 
Pelayanan Kesehatan Gratis
Sebagaimana telah dikemukakan di latar belakang sebelumnya, bahwa dasar hukum 
dari program kesehatan gratis sebagai kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi 
Sulawesi selatan,  berpedoman pada tiga peraturan perundang-undangan yaitu, Peraturan 
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Program Pelayanan Kesehatan Gratis  di Provinsi Sulawesi Selatan, Peraturan Gubernur 
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Regionalisasi Sistem Rujukan 
Rumah Sakit  di Provinsi Sulawesi Selatan dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis.
Permasalahan yang penulis dapat kritisi dari peraturan tersebut adalah Peraturan 
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Program Pelayanan Kesehatan Gratis  di Provinsi Sulawesi Selatan dan Peraturan Gubernur 
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Regionalisasi Sistem Rujukan 
Rumah Sakit di Provinsi Sulawesi Selatan. Kedua peraturan ini, kedudukannya adalah 
peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Nomor 2 
Tahun 2009 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis. Artinya 
455
Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA | Vol. 20 Nomor 4, Desember 2012
AMANNA GAPPA
456
bahwa bagaimana mungkin sebuah Peraturan Gubernur yang kedudukannya sebagai peraturan 
pelaksana dan kedudukannya berada di bawah Peraturan Daerah Provinsi, lahir dan terbit 
terlebih dahulu sebelum di undangkannya Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur hal dan 
subtansi hukum yang sama. Peraturan gubernur, terlebih dahulu terbit dan berlaku ketimbang 
peraturan daerahnya. Padahal berdasarkan ketentuan hirearki peraturan perundang-undangan 
sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan, kemudian mengalami perubahan, yaitu Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2004 dianggap masih terdapat kekurangan dan belum mampu 
menampung pekembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan dalam pembentukan 
peraturan perundang-undangan. 
Pada  Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur jenis dan hierarki 
peraturan perundang undangan, sedangkan Peraturan Daerah Provinsi terdapat pada  Pasal 
7 huruf f. Jika berdasarkan kelaziman dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, 
misalnya kedudukan Undang-Undang  dan Peraturan Pemerintah, selalu ditegaskan bahwa 
pelaksanaan undang-undang  ini, kemudian akan diatur berdasarkan peraturan pemerintah. 
Artinya Peraturan Gubernur semestinya dibentuk setelah di perintahkan oleh Peraturan 
Perundang-undangan yang lebih tinggi atau di bentuk berdasarkan kewenangannya, yaitu 
setalah di undangkannya Peraturan Daerah Provinsi. 
Ketentuan tersebut bisa dicermati dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011, bahwa “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) 
diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang di perintahkan 
oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau di bentuk berdasarkan 
kewenangannya”. Maka praktis dapat disimpulkan bahwa Pergub Provinsi Sulsel Nomor 13 
Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis di Provinsi 
Sulsel dan Pergub Provinsi Sulsel Nomor 15 Tahun 2008 tentang Regionalisasi Sistem Rujukan 
RS di Provinsi Sulsel, tidak bisa berlaku dan diberlakukan secara efektif saat itu, bahkan 
dianggap pembentukannya sebagai peraturan, adalah cacat prosudural dan catat hukum, 
karena pembentukannya tidak melalui prosedur, proses dan mekanisme yang diatur dalam 
ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan dan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 
Kekeliruan lainnya adalah kedua Peraturan Gubernur yang dimaksud di atas, lebih 
awal dilembagakan, yakni Pergub Nomor 13 Tahun 2008 dan Pergub Nomor 15 Tahun 
2008 kemudian baru terbit Perda Nomor 2 Tahun 2009. Akibatnya lembaga yang diberikan 
kewenangan untuk menjalankan program kesehatan gratis, seperti Dinas Kesehatan, Kepala 
Balai Kesehatan, dan Pelaksana Tingkat Rumah Sakit,  belum memilki wewenang mutlak atau 
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secara penuh dalam melaksanakan tata kelola pendanaan, dan pemanfaatan anggaran program 
pelayanan kesehatan gratis. Demikian juga yang terjadi pada Tim Pengendali Provinsi, Tim 
Pengendali Kabupaten, dan Pelaksana Tingkat Rumah Sakit sebagaimana diatur dalam Pasal 
39 ayat (1) Pergub No. 13 tahun 2008, belum memilki kewenangan secara penuh sebagai 
lembaga pemerintah yang akan mengelolah dan terlibat penuh dalam program pelayanan 
kesehatan gratis. 
Ketidaksiapan pembentukan peraturan daerah tentang sistem kesehatan daerah. Hal 
itu tercermin juga dalam kesiapan Provinsi itu sendiri dalam pengaturan dan pembentukan 
Peraturan Daerah Provinsi yang mengalami kekacauan dan kekeliruan pembentukannya yang 
menggambarkan ketidaksiapan pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup, 
perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. 
Berkaitan dengan ketidaksiapan pembentukan peraturan perundang-undangan seperti hal 
tersebut, yang dapat berakibat pada penyimpangan pelaksanaan hukum.  Menurut  Nurhasan 
Ismail, para pengkaji hukum kritis memandang bukan hanya terjadi penyimpangan pelaksanaan 
hukum di Indonesia, namun substansi berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap 
kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan pembentukan hukum di Indonesia terbawa arus 
“modernity trap”, dimana hukum dibangun dari nilai sosial modern jika diinginkan menjadi 
pendorong bagi kemajuan. Sementara disisi yang lain hukum harus “disapih” dari nilai sosial 
tradisional karena dianggapnya sebagai penghambat kemajuan bangsa.”4 
Pandangan tersebut merupakan perpaduan dan perkembangan dari pandangan Gunther 
Tuebner,  bahwa perubahan orientasi dari pemerintah yang terbentuk dalam rasional formal 
menuju pada penguatan sub-sub sistem yang ada pada masyarakat (substantive rationality) 
memang disadari harus dilakukan melalui rematerialisasi hukum (rematerialization of law) 
sebagai sebuah alternatif jalan keluar yang banyak dilakukan dalam mengatasi keadaan yang 
dikenal dengan Krisis Hukum.5 
4  Nurhasan Ismail, Senin (12/12/2011) di ruang Balai Senat, saat dikukuhkan sebagai Guru Besar Fakultas 
Hukum Universitas Gadjah Mada. Mengucap pidato “Hukum Prismatik: Kebutuhan Masyarakat Majemuk 
Sebuah Pemikiran Awal”, dosen hukum agraria program S1 dan S2 FH UGM, ini menyatakan pembentuk 
hukum di Indonesia sesungguhnya didasarkan pada politik penyederhanaan pemikiran di tengah-tengah 
keengganan dan ketidakmampuan pembentuk hukum menjabarkan keberagaman nilai sosial dan hukum yang 
ada di masyarakat ke dalam substansi hukum negara. Pembentuk hukum menempatkan diri sebagai aktor yang 
serba tahu namun dengan cara “transplantasi hukum” dari negara maju tanpa melalui uji kesesuaian. Dasar 
pemikiran pengembangan hukum prismatik ini, menurut Nurhasan merujuk pada konsep hukum responsif 
yang	dikemukakan	oleh	Philippe	Noner	dan	Philip	Selznick	serta	konsep	hukum	substantif	dan	hukum	reflektif	
sebagaimana yang dikemukakan oleh Gunther Teubner, yang menilai perkembangan hukum tidaklah bersifat 
linier dari yang tradisional-represif kearah yang modern-otonom. Sebab hukum modern yang otonom tetap 
memberi tempat kepada nilai kearifan dan toleransi dari hukum tradisional agar hukum tetap berfungsi secara 
efektif mewujudkan keadilan bagi semua kelompok. “penggunaan nilai kearifan dan toleransi itulah yang 
kemudian	dikonsepkan	dengan	hukum	responsif	atau	hukum	substantif	dan	hukum	reflektif,”	 tuturnya	pada	
laman website: http://ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel. Diakses tanggal 27 Juli 2012.
5  Gunther Tuebner, Substantive and Reflexive Elements in Modern Law, Law & Society Review, Vol. 17, 
No. 2. 1983, hal. 239-286.
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Namun bagaimana sebenarnya rematerialisasi hukum itu oleh Gunther Tuebner 
dikatakan: “The rematerialization of formal law is the corollary development within the 
legal sphere. law develops a substantive rationality characterized by particularism, result-
orientation, an instrumentalist sosial policy approach, and the increasng legalization of 
formerly autonomus sosial processes. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa rematerialisasi 
hukum adalah kecenderungan di bidang hukum dari rasionalitas formal ke rasionalitas 
substantif, atau pemisahan dari formalitas hukum sebagai konsekuensi logis paham negara 
kesejahteraan (welfare state) maupun negara pengatur (regulatory state).
PENUTUP
Pelaksanaan Program Kesehatan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan belum dapat dilaksanakan 
dengan baik, karena dukungan dan kesiapan dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan terjadi ketidaksiapan pembentukan peraturan daerah, hal itu tercermin juga 
dalam kesiapan Provinsi itu sendiri dalam pengaturan dan pembentukan Peraturan Daerah 
Provinsi yang mengalami kekacauan dan kekeliruan pembentukannya yang menggambarkan 
ketidaksiapan pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup, perencanaan, 
penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. 
Disarankan perlunya  pengkajian dan persiapan yang baik dan matang dalam membuat 
kebijakan terhadap program yang bertujuan memberikan perlindungan hukum, dan hak-
hak masyarakat dalam rangka  peningkatan kesejahteran masyarakat, yang akan dituangkan 
dalam sebuah Peraturan Perundang-undangan. Sehingga apa yang dikuatirkan para pengkaji 
hukum kritis bahwa bukan hanya terjadi penyimpangan pelaksanaan hukum di Indonesia, 
namun substansi berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat 
tidak terjadi. Dan pembentukan hukum di Indonesia jangan terbawa arus “modernity trap”, 
dimana hukum dibangun dari nilai sosial modern, tapi selayaknya tetap memperhatikan disisi 
yang hukum lain, yaitu nilai sosial, budaya tradisional dan kearifan lokal suatu daerah atau 
bangsa. 
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PENDAHULUAN
Transportasi di bidang pengangkutan laut memiliki peranan yang sangat strategis dalam 
perdagangan. Mobilitas angkutan, manusia maupun barang dapat berlangsung dengan cepat 
dalam jangka waktu yang singkat dan dalam jumlah besar. Apalagi dihubungkan dengan 
Indonesia yang merupakan negara kepulauan dimana memiliki garis pantai sepanjang 81.000 
kilometer dan terdiri dari sekitar 17.500 buah pulau yang tersebar di sekitar garis khatulistiwa.
Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 
1945) menyatakan dengan tegas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara 
kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan 
dengan Undang-Undang. Rumusan ini menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan.
PERSPEKTIF HUKUM REFLEKSI TENTANG PERANAN 
PELAYARAN RAKYAT DALAM PENGEMBANGAN 
WILAYAH
Oleh:
Aulia Rifai
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Abstract: Cruise ships are the people who are traditionally a means to expedite the flow of 
goods from and to various regions in Indonesia. In addition, cruise ships serve as the support 
of the people, driving and driving for a potential growth and development potential  area but 
has not been developed in an effort to increase and the aquitable distribution of development 
outcomes. Cruise society has a very important and distinctive charateristics in moving the 
economy so that these vessels should be operated by qualified seaworthiness so that when the 
ship sailing voyage can be assured of safety. Here the law is needed to embody the aspirations 
and needs of society so that the substance in accordance with community needs.
Keywords: Reflexive Law, Shipping People, Development of The Region
Abstrak: Kapal-kapal pelayaran rakyat yang masih bersifat tradisional merupakan sarana 
untuk memperlancar arus barang dari dan ke berbagai daerah di Indonesia. Disamping itu, 
kapal-kapal pelayaran rakyat ini berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi 
pertumbuhan dan pengembangan wilayah yang berpotensi namun belum berkembang dalam 
upaya peningkatan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Pelayaran rakyat memiliki 
peranan yang sangat penting dan karateristik tersendiri dalam menggerakkan perekonomian 
sehingga kapal ini harus dapat beroperasi dengan memenuhi syarat kelaiklautan agar saat 
kapal berlayar dapat lebih terjamin keselamatan pelayarannya. Disini diperlukan hukum 
yang dapat mengejawantahkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat sehingga substansinya 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kata kunci: Hukum Refleksif, Pelayaran Rakyat, Pengembangan Wilayah
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Dengan demikian, pembangunan sarana dan prasarana transportasi laut harus terus 
dikembangkan. Tidak hanya demi kepentingan mobilitas penumpang dan barang tetapi 
juga untuk memacu pertumbuhan industri kelautan yang telah sangat lama diabaikan. 
Pembangunan transportasi laut di daerah tertinggal perlu diperhatikan lebih serius mengingat 
masyarakat di daerah tersebut menggantungkan hidupnya pada alat transportasi laut untuk 
memenuhi kebutuhan hidup.
Disinilah pentingnya pembangunan prasarana transportasi dimana pembangunan 
transportasi merupakan bagian amat penting dalam pembangunan nasional karena berperan 
sebagai pendukung kegiatan ekonomi dan berfungsi dalam menyediakan jasa pelayanan bagi 
arus pergerakan orang maupun barang khususnya distribusi barang baik pada tingkat lokal, 
regional, nasional maupun internasional.
Transportasi laut, misalnya di Kepulauan Maluku yang bertumpu pada pelayaran rakyat 
berpotensi terganggu cuaca ekstrem menjelang dan hingga pasca lebaran. Terdapat 9 kapal 
perintis dan 19 feri yang beroperasi di perairan Maluku. Kapal Pelayaran Rakyat (PELRA) 
yang berlayar dari Pelabuhan Slamet Riyadi, Ambon, berjumlah 16 kapal. Kapal PELRA 
memiliki bobot mati di bawah 140 ton sedangkan feri dan kapal perintis berbobot mati di 
bawah 1.000 ton. Ukuran kapal milik PT. PELNI adalah lebih dari 10.000 ton, sehingga 
hanya kapal jenis ini yang dapat berlayar di tengah cuaca buruk. Kapal milik PT. PELNI yang 
tergolong tangguh, ternyata juga tidak bisa sepenuhnya diandalkan mengingat terbatasnya 
jumlah kapal. Ada 8 kapal PT. PELNI yang melayari Maluku tetapi tidak semua kapal itu 
singgah di setiap pelabuhan yang ada di Maluku. Selain itu, frekuensi singgah kapal milik PT. 
PELNI juga membutuhkan waktu 1-2 minggu sehingga kapal rakyat, kapal perintis dan feri 
masih menjadi tumpuan warga.1 
Pilihan warga memang terbatas karena tidak banyak kapal yang melayani daerah 
mereka, seperti halnya yang terjadi di Pulau Ay, Banda Meira, Provinsi Maluku dimana 
hanya ada 3 (tiga) perahu yang melayani jalur ini yang berlayar sekali setiap hari, dengan 
tarif relatif murah Rp. 20.000,00 pergi pulang dan menjadi andalan warga unuk mengangkut 
hasil kebun seperti pala dan cengkeh ke Pulau Banda Neira, sekolah atau memeriksakan 
kesehatan. Melalui perahu tersebut, lalu lintas bahan-bahan kebutuhan pokok dan hasil bumi 
rakyat bisa lancar dari dan ke -7 pulau (Pulau Ay, Run, Hatta, Gunung Api dan Syahrir) yang 
berpenghuni di Pulau Banda Neira. Sebelumnya ada 5 (lima) perahu yang melayani jalur ini 
tetapi sekarang sisa 3 (tiga) perahu.2 Keterpaksaan warga dan modal keberanian (baik warga 
maupun pemilik kapal) di Kepulauan Maluku terkadang harus dibayar dengan harga sangat 
mahal karena ketiadaan alat keselamatan seperti pelampung, sering berakibat fatal.
1  Harian Kompas. Angkutan Laut Rawan Celaka, 27 Juli 2012, Hal. 1 dan 15
2  Harian Kompas. Hidup Bertaut Maut di Kepulauan Rempah, 26 Juli 2012, Hal. 1 dan 15
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Dalam beberapa tahun terakhir, banyak terjadi kecelakaan kapal di perairan Indonesia 
yang mengakibatkan korban jiwa dan harta benda. sebagai contoh adalah tenggelamnya 
KM Putri Ayu di perairan Maluku pada tanggal 17 Juni 2012 dan menewaskan 20 orang 
penumpang. Sebelumnya, pada bulan Januari 2012, KM Inarissa juga tenggelam di perairan 
sekitar Pulau Seram dan menewaskan 4 dari 20 orang penumpang.3 
Keduanya sama-sama dipicu cuaca buruk. Ada juga kejadian kapal terbalik dan 
tenggelam pada bulan Januari 2012 di Kepulauan Sula yang tidak hanya diakibatkan 
cuaca buruk tetapi juga karena kelebihan muatan. Kapal yang seharusnya ditumpangi 17 
orang, kenyataannya mencapai 24 orang. Pada bulan September 2011, sebuah kapal kecil 
berpenumpang 35 orang tenggelam dan menewaskan 11 orang di Nusa Penida. Kapal ini 
tenggelam dicurigai karena melampaui kapasitas.4 Hal ini menunjukkan kecelakaan kapal 
yang mengakibatkan kerugian bagi penumpang, selain disebabkan oleh cuaca buruk, faktor 
kelebihan kapasitas dan kurangnya armada juga menjadi penyebab. 
Masalah lain yang ditemui adalah masih banyaknya kapal yang kurang memenuhi 
persyaratan keselamatan kapal karena kurangnya kesadaran dan pemahaman pemilik kapal 
dan operator kapal akan pentingnya kelaiklautan kapal sehingga hampir seluruh kapal yang 
beroperasi di Pelabuhan Rakyat Kalibaru disetujui untuk berlayar.5
Angkutan laut pelayaran rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan 
mempunyai karateristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan 
menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor dan atau kapal motor sederhana berbendera 
Indonesia dengan ukuran tertentu.6 Kapal-kapal jenis ini dikenal rentan kecelakaan jika 
menghadapi keadaan darurat maritim (maritime distress) baik karena konstruksinya tidak 
tepat maupun  minimnya alat keselamatan padahal kapal ini merupakan moda transportasi 
orang-orang kecil yang digunakan untuk mengangkut barang maupun penumpang di seluruh 
Indonesia.
Kegiatan angkutan laut  pelayaran rakyat dilakukan orang perorangan WNI atau badan 
usaha dengan menggunakan bendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan 
kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia7. Namun pada kecelakaan 
kapal di Indonesia, sebagian besar terjadi pada kapal-kapal tradisional (bukan kapal besi) 
seperti kapal-kapal layar.8
Kapal layar secara umum dikategorikan sebagai kapal yang tidak diatur keberadaannya 
3  Ibid
4  Harian Bisnis Indonesia, Menhub Minta Kapal Patuhi Kapasitas Muat, 22 September 2011, Hal. 11
5  Tinjauan Manajemen Pengawasan Kelaiklautan Kapal Layar Motor di Pelabuhan Kalibaru Jakarta, 
Skripsi, UPN Veteran, Jakarta, Hal. 3
6  Pasal 1 butir 4 UU No. 17/ 2008 tentang Pelayaran
7  Pasal  115 (2) UU No. 17/ 2008 tentang Pelayaran
8  Tim Analisis dan Evaluasi tentang Keselamatan Pelayaran, BPHN, 2000, Jakarta, Hal. 68
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dalam Konvensi Keselamatan di Laut International Maritime Organization (IMO) dan 
Konvensi Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974 yang sudah banyak diadopsi oleh negara-
negara di dunia termasuk Indonesia. 
Di sini terlihat bahwa konvensi internasional tersebut lebih memfokuskan penerapannya 
untuk jenis kapal yang menempuh jalur pelayaran internasional, sehingga kapal layar 
(pelayaran rakyat) tidak termasuk di dalamnya. Padahal trayek pelayaran rakyat tidak terbatas, 
artinya mereka bebas berlayar ke mana saja dalam perairan Indonesia termasuk ke Singapura 
dan Malaysia untuk mencari muatan. Di dunia internasional, kapal jenis ini kerap disebut 
juga dengan kapal non konvensi. Pemerintah Indonesia tidak pernah berhasil mewujudkan 
standard kapal layar hingga  datangnya bantuan Australia yang membantu penyusunan 
standard dan melatih para inspektur yang akan mengawasi penerapannya. Kementerian 
Perhubungan kemudian mengeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 65 Tahun 2009 
yang mengatur tentang Standard Kapal Nonkonvensi Berbendera Indonesia (Non Convention 
Vessel Standard/ NCVS).    
Hal positif bagi pelayaran rakyat, antara lain memiliki standard terukur tentang 
bangunan kapal sehingga akan meyakinkan dunia perbankan dan asuransi serta kepercayaan 
pengguna kapal layar  mengingat kelaiklautannya (seaworthiness) yang lebih jelas. Hukum 
diperlukan dalam menganalisis kegiatan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan 
mengembangkan suatu wilayah  melalui pelayaran rakyat mengingat hukum ada sebagai 
suatu institusi yang bermoral kemanusiaan. 
PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Sosiologi Hukum
Kajian sosiologi hukum adalah suatu kajian yang obyeknya fenomena hukum tetapi 
menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologi sehingga sering disalahartikan 
bukan hanya oleh kalangan non hukum tetapi juga kalangan hukum sendiri. Pendekatan yang 
digunakan berbeda dengan pendekatan ilmu hukum lain, seperti ilmu hukum  perdata, pidana 
maupun acara. Persamaannya, baik ilmu hukum maupun sosiologi hukum, obyeknya adalah 
hukum. Jadi, meskipun obyeknya sama tapi kacamata yang digunakan berbeda maka berbeda 
pula penglihatannya terhadap obyek tersebut.9
Pemikiran aliran sosiologis mencakup sejumlah pendekatan yang lebih beragam 
dibandingkan seragam. Suatu judul umum diberikan pada mereka semua dengan pertimbangan 
bahwa yuris yang beraliran sosiologis mempelajari efek hukum dan masyarakat secara timbal 
balik. Tema umum adalah dengan menggunakan pendekatan bahwa hukum adalah fenomena 
yang empiris yang sifatnya hanya dapat dimengerti jika hukum dipandang dalam hubungannya 
9  Achmad Ali, tanpa tahun, Kajian Empiris Tentang Hukum (Diktat Kuliah), tanpa penerbit, Makassar, Hal. 
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dengan masyarakat. Beberapa sosiolog berpandangan bahwa di dalam masyarakat moderen, 
aturan hukum dibedakan dari aturan sosial dan aturan moral sebab masyarakat moderen 
memiliki suatu pemerintahan yang terorganisir, pranata pengadilan dan mesin administrasi 
dimana ketaatan terhadap aturan hukum dijamin melalui ancaman sanksi sedangkan dalam 
suatu masyarakat sederhana dan primitif tidak memiliki organisasi politik, hukum tidak 
dapat tegas dibedakan dari aturan-aturan sosial yang berdasarkan pada kemampuannya untuk 
menjamin ketaatan.10 
Hukum dan Masyarakat
Perkembangan masyarakat dan hukum terus melaju seakan terus mengikuti 
perkembangan zaman. Meskipun perkembangan hukum masih harus tertatih-tatih mengikuti 
perkembangan zaman namun ia terus berusaha memberikan sumbangsih pada kegiatan dan 
upaya pengkajian hukum ini. Hal ini berlaku pula pada pandangan terhadap perkembangan 
birokrasi yang berhubungan dengan struktur hukum itu. Bentuk-bentuk hukum yang 
menekankan pada kekuasaannya mulai dikritisi dan diubah menjadi aturan hukum yang lebih 
mengakar kepada keinginan masyarakat luas dimana bentuk hukum dan dikenal sebagai 
rasionalitas formal diarahkan kepada rasionalitas substantif.
Dengan tingkat kesejahteraan dan peraturan, tekanan yang lebih besar selama ini 
ditempatkan pada rasional formal yang memberikan perhatian dan fungsi pada orientasi 
pemerintah akan banyak mengarah pada pembangunan hukum yang berorientasi pada 
penguatan sub-sub sistem yang ada pada masyarakat agar hukum dapat digunakan sebagai 
instrumen untuk orientasi tujuan dan intervensi arah dengan maksud tertentu. Dengan adanya 
upaya itu maka perlu dilakukan suatu usaha sebagai “rematerialisasi hukum” sehingga terus 
ada upaya dalam menuju suatu tatanan hukum moderen. 
Dengan demikian, orientasi hukum dan masyarakat harus senantiasa didengungkan 
agar bagian dari welfare regulatory ini akan berkembang menuju solusi dalam mengubah 
rasionalitas formal ini karena hukum dibentuk tidak hanya untuk kepentingan hukum itu 
sendiri namun untuk kepentingan manusia dan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu bahwa 
kehidupan masyarakat tanpa aturan hukum akan kacau atau tidak tertib.  
Perubahan pemikiran hukum dari rasionalitas formal dan rasionalitas substantif 
digunakan sebagai instrumen untuk melakukan perubahan yang berorientasi pada suatu 
tujuan atau sasaran yang lebih umum dan terbuka serta lebih terinci. Pendekatan teori neo 
evolusioner menjelaskan perubahan yang terjadi pada tatanan hukum dan masyarakat dalam 
suatu negara yang oleh teubner menggunakan pada satu perspektif proses perubahan hukum 
dan	 sosial	 dengan	 hukum	 refleksif.	 Sebelumnya	 Teubner	 dalam	 menguraikan	 pendapat	
10  Anwarul Yaqin. 1996. Law and Society in Malaysia (diterjemahkan Achmad Ali), International Law 
Book Service, Kuala Lumpur,  Hal. 25
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Philipe Nonet dan Philip Selznick bahwa Nonet dan Selznick mengembangkan model hukum 
dengan 3 tahapan evolusioner yakni represif, otonom dan responsif. Selain itu Nonet dan 
Selznick juga menyatakan bahwa hukum represif sebagai tatanan hukum yang tidak menjamin 
keadilan substantif, memiliki potensi yang membuat otoritas penguasa semakin efektif demi 
mempertahankan status quo.11
Namun demikian dengan teori Nonet dan Selznick ini Tuebner melihat adanya 
perkembangan yang mengarah pada penggunaan dan pengembangan hukum represif secara 
meluas tanpa banyak memasukkan “campur tangan” yang memadai dari masyarakat sehingga 
hukum hanya berkembang tanpa dibarengi perkembangan masyarakat.12
Rematerialisasi Hukum dan Masyarakat
  Perubahan orientasi dari pemerintah yang terbentuk dalam rasional formal menuju 
pada penguatan sub-sub sistem yang ada pada masyarakat memang disadari harus dilakukan 
melalui rematerialisasi hukum sebagai sebuah alternatif jalan keluar yang banyak dilakukan 
dalam mengatasi keadaan yang dikenal dengan krisis hukum. Namun bagaimana sebenarnya 
rematerialisasi hukum itu oleh Gunther Tuebner? Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa 
rematerialisasi hukum adalah kecenderungan di bidang hukum dari rasionalitas formal ke 
rasionalitas substantif atau pemisahan dari formalitas hukum sebagai konsekuensi logis 
paham negara kesejahteraan (welfare state) maupun negara pengatur (regularoty state). 
Namun demikian, rematerialisasi hukum harus diawasi sebab suatu rematerialisasi 
hukum dapat berdampak pada munculnya ancaman terhadap nilai sosial sebab nilai-nilai 
kehidupan sosial akan tidak mendapatkan perhatian sehingga akan tidak terakomodasi dalam 
pengaturan hukum. Disamping itu secara langsung rematerialisasi hukum ini akan mengganggu 
individualitas sebab hukum akan senantiasa mengacu pada keinginan rasionalitas yang 
mengarah pada sasaran formal dan tentunya dengan sendirinya akan melupakan persoalan 
individu. Sebagai konsekuensi logis dari gambaran ini tentunya perlindungan hukum terhadap 
individu dan masyarakat tentu akan berkurang.13
Angkutan Pelayaran Rakyat
Pasal 1 butir 5 menyebutkan pengertian Angkutan Laut Pelayaran Rakyat: 
Merupakan usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karateristik tersendiri untuk 
melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor 
dan atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.
Kegiatan ini merupakan bagian dari usaha angkutan di perairan yang mempunyai 
peranan yang penting dan karateristik tersendiri. Kegiatan ini dilakukan orang perorangan atau 
11  Dikutip pada situs: http://cha4400.wordpress.com/2008/06/22/hukumdanmasyarakat
12  Ibid
13  Ibid
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badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan 
kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal yang berkewarganegaraan Indonesia.14
Pembinaan angkutan laut pelayaran rakyat dilaksanakan agar  kehidupan usaha dan 
peranan penting angkutan laut pelayaran rakyat terpelihara sebagai bagian dari potensi 
angkutan laut nasional yang merupakan satu kesatuan sistem transportasi nasional15. 
Pengembangan angkutan laut ini dilaksanakan untuk:16
1. Meningkatkan pelayanan ke daerah pedalaman dan atau perairan yang memiliki alur 
kedalaman terbatas termasuk sungai dan danau;
2. Meningkatkan kemampuannya sebagai lapangan usaha angkutan laut nasional dan 
lapangan kerja;
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan kewiraswastaan dalam bidang 
angkutan laut nasional; dan
4. Armada angkutan laut pelayaran dapat dioperasikan di dalam negeri dan lintas batas 
baik dengan trayek tetap maupun dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur.
Pasal 45 ayat (2)  PP No. 20/ 2010 tentang Angkutan di Perairan  menyatakan bahwa 
penggunaan kapal angkutan laut pelayaran rakyat berbendera Indonesia berupa:17
1. Kapal layar  (KL) tradisional yang digerakkan sepenuhnya oleh tenaga angin; 
2. Kapal layar motor (KLM) yang berukuran tertentu18 dengan tenaga mesin dan luas 
layar  sesuai ketentuan; atau
3. Kapal motor (KM) dengan ukuran tertentu.
Kapal pelayaran rakyat ini harus laik laut yaitu keadaan kapal yang memenuhi 
persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, 
pemuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal serta penumpang dan status hukum kapal 
untuk berlayar di perairan tertentu.
Pengembangan Wilayah
Indonesia merupakan negara kepulauan dimana terdiri atas pulau besar dan pulau 
kecil. Pengembangan wilayah kepulauan, pada dasarya ditujukan untuk mengkonsolidasikan 
pertumbuhan pembangunan daerah (pulau) dan perdagangan antar daerah (pulau) dalam 
suatu kawasan, artinya tidak terkonsentrasi pada pulau besar atau 1 (satu) pulau saja tetapi 
ke seluruh wilayah kepulauan.19
Konsep Nusantara Indonesia yang awalnya diartikan sebagai daratan yang dihubungkan 
oleh laut (perairan), diartikan pula sebagai hamparan laut yang ditaburi oleh dataran (pulau). 
14 Lihat Pasal 15 (1) dan (2) UU No. 17/ 2008 tentang Pelayaran
15 Lihat Pasal 16 (1) UU No. 17/ 2008 tentang Pelayaran
16 Lihat Pasal 16 (2) UU No. 17/ 2008 tentang Pelayaran
17 Paling kecil  GT  7 dan paling besar GT 35 (Pasal 99 ayat (4c) PP No. 20/2010 ttg Angkutan di Perairan
18 Berukuran sampai dengan GT 500 (Pasal 99 ayat (4b) PP No. 20/ 2010 ttg Angkutan di Perairan
19 Rahardjo Adisasmita. 2006. Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan, Graha Ilmu, Jogjakarta, hal. 19
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Maksudnya dalam konteks pembangunan tidak hanya berorientasi ke arah daratan tetapi 
harus juga berorientasi ke arah lautan secara proporsional, salah satunya dengan membangun 
transportasi laut yang menyediakan pelayanan angkutan yang selamat, aman, cepat, lancar, 
tertib,	nyaman	dan	efisien.	
Pembangunan di Bidang Pelayaran Rakyat
Indonesia memiliki jarak terpanjang dari ujung paling Barat (Sabang) sampai ke 
ujung paling Timur (Jayapura) mencapai bentangan lebih dari 5.000 kilometer, atau sama 
jaraknya dari Seattle ke New York di dataran Amerika Serikat. Wilayah Indonesia selain 
meliputi wilayah daratan, memiliki pula wilayah lautan yang sangat luas. Di Kawasan Barat 
Indonesia (KBI) terdapat pulau-pulau besar yaitu Sumatera, Kalimantan dan Jawa sedangkan 
di Kawasan Timur Indonesia (KTI) meliputi Sulawesi dan Papua serta Kepulauan Maluku 
dan Nusa Tenggara.
Faktor alamiah banyaknya pulau-pulau di Indonesia sehingga tidak mungkin 
keseluruhannya dapat dikunjungi kapal laut. Dilain pihak masyarakat Indonesia bertambah 
banyak  sehingga kebutuhannya pun bertambah yang perlu diantarpulaukan untuk memenuhi 
kebutuhan hidup rakyat yang bertebaran di seluruh pelosok tanah air. Alasan ini menyebabkan 
kegiatan kapal rakyat perlu ditambah agar kegiatan perekonomian rakyat dapat berjalan 
merata. Merupakan syarat mutlak memajukan kegiatan perahu layar (pelayaran rakyat) yang 
secara langsung dapat menolong golongan ekonomi lemah menuju terwujudnya keadilan 
sosial.
Kegiatan pelayaran rakyat menduduki fungsi penting, sama pentingnya dengan kapal 
laut yang juga melayani kegiatan pelayaran dalam negeri maupun luar negeri karena hanya 
perahu layar sebagai warisan kebudayaan bangsa sejak dulu sampai sekarang mampu 
menjelajahi pulau-pulau terpencil yang jumlahnya ribuan dan bertebaran di seluruh Indonesia 
untuk menyelenggarakan pengangkutan barang kebutuhan rakyat dan perekonomian rakyat. 
Betapapun sempit dan dangkalnya perairan pesisir pantai di Indonesia namun tetap akan 
dapat dilayari perahu layar. Kedalaman 2 meter pun sudah dapat dilayari, suatu hal yang tidak 
mungkin dilakukan oleh kapal laut mengingat kapal laut memerlukan kedalaman minimal 5 
meter dari perairan. 
Dihubungkan dengan pengembangan wilayah, dalam mengembangkan wilayah atau 
pulau-pulau di Indonesia perlu dipikirkan pembangunan yang berbasis partisipasi rakyat 
yang didukung penguatan aspirasi rakyat, pemberdayaan masyarakat lokal, kemandirian 
dan  kearifan lokal (nilai-nilai tradisional yang berlaku) mengingat Indonesia sebagai negara 
kepulauan yang sangat strategis letaknya, memiliki potensi ekonomi sangat besar maka 
kekuatan maritimnya perlu terus ditingkatkan, termasuk memberikan perhatian lebih kepada 
pelayaran rakyat.
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PENUTUP
Kesimpulan
 Kegiatan ekonomi yang terjadi di dalam lingkup pelayaran rakyat pada prinsipnya 
merupakan rangkaian berbagai perbuatan hukum yang dilakukan antarpribadi, antarperusahaan 
maupun antarnegara dengan volume dan frekuensi yang tinggi setiap waktunya sehingga dapat 
menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu, fungsi hukum diperlukan sebagai penyeimbang 
dan pengatur dalam kegiatan ekonomi di pelayaran rakyat sehingga akan meningkatkan 
perannya dalam pengembangan suatu wilayah pada khususnya dan pembangunan ekonomi 
nasional pada umumnya. Apabila pengaturan hukum melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat 
secara terpadu dapat terlaksana dengan baik, peranan pelayaran rakyat dalam pengembangan 
wilayah dapat berlangsung secara optimal. 
Saran
 Untuk meningkatkan pelayaran rakyat perlu dilakukan langkah-langkah positif, dalam 
hal ini peningkatan fasilitas pelabuhan yang memungkinkan kelancaran kegiatan pelayaran, 
memproduksi lebih banyak perahu-perahu layar dan sebaiknya perlu disempurnakan 
bentuknya mengikuti standard yang diatur dalam Keputusan Menteri (KM) Perhubungan 
No. 65 Tahun 2009 tentang  Standard Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia. Bila hal 
ini telah dijalankan, akan berguna bagi pembangunan bangsa kita dengan memanfaatkan 
lembaga perbankan karena pengusaha kapal layar akan bankable  maupun lembaga asuransi 
yang dapat memberikan ganti rugi kepada pemilik perahu layar atau awaknya yang ditimpa 
kecelakaan. Hukum ada untuk masyarakat sehingga perlu diciptakan peraturan hukum secara 
terpadu yang berbasis pada rakyat yang dapat diterapkan di masa sekarang maupun masa 
mendatang, dalam usaha meningkatkan terus kegiatan pelayaran termasuk pelayaran rakyat. 
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KEWENANGAN PEMERINTAH  DALAM SISTEM 
PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN USAHA 
PERTAMBANGAN RAKYAT PADA LOGAM EMAS
Oleh:
Wira Purwadi
Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin
E-mail: faruqwira@yahoo.com
Abstract: This paper is intended to explain how the government’s authority in running the 
sistem control of the management of people in the metal mining gold, and examines how the 
effectiviness of the governments role in supervising te management of the business. Result of 
the study showed the government is less effevtive in performing mining management oversight 
of the people, very lax government oversight, many mining operations without having to run 
people’s mining permit even though they know in government.
Keywords: Sistem Control, Mining Gold
Abstrak: Tulisan ini di maksudkan untuk menjelaskan bagaimana kewenangan pemerintah 
dalam menjalankan sistem pengawasan terhadap pengelolaan usaha pertambangan 
rakyat pada logam emas, dan mengkaji bagaimana efektivitas peranan pemerintah dalam 
pengawasan terhadap pengelolaan usaha pertambangan. Hasil dari pada penelitian 
menunjukkan bahwa Pemerintah kurang efektif dalam menjalankan pengawasan pengelolaan 
pertambangan rakyat, pengawasan pemerintah sangat longgar banyak pertambangan yang 
menjalannkan kegiatannya tanpa mempunyai Izin Pertambangan Rakyat walaupun kegiatan 
tersebut di ketahui oleh pemerintah setempat.
Kata kunci: Sistem Pengawasan, Pertambangan Emas
PENDAHULUAN
Masalah kerusakan lingkungan merupakan masalah bersama yang harus dipecahkan secara 
bersama-sama pula. Merebaknya kasus-kasus kerusakan lingkungan mulai dari yang kecil 
sampai ke tahap yang bersifat serius di indonesia merupakan dampak dari terakumulasinya 
kerusakan dalam jangka waktu yang relatif lama. Berbagai faktor menjadi penyebab terjadinya 
kerusakan lingkungan tersebut, mulai dari prilaku individu yang tidak care terhadap alam 
sampai pada masalah yang ditimbulkan oleh kegiatan ekonomi yang mengekploitasi alam 
untuk memenuhi kebutuhan manusia.
Satu kegiatan dalam memanfaatkan sumber daya alam adalah kegiatan penambangan 
bahan galian, tetapi kegiatan-kegiatan penambangan selain menimbulkan dampak positif juga 
dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup terutama berubahnya estetika 
lingkungan,	 habitat	 flora	 dan	 fauna	 menjadi	 rusak,	 penurunan	 kualitas	 tanah,	 penurunan	
kualitas air atau penurunan permukaan air tanah, timbulnya debu dan kebisingan. Sumber 
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daya mineral yang berupa endapan bahan galian memiliki sifat khusus dibandingkan dengan 
sumber daya lain yaitu biasanya disebut wasting assets atau diusahakan ditambang, maka 
bahan galian tersebut tidak akan “tumbuh” atau tidak dapat diperbaharui kembali. 
Dengan kata lain, industri pertambangan merupakan industri dasar tanpa daur, oleh 
karena itu di dalam mengusahakan industri pertambangan akan selalu berhadapan dengan 
sesuatu yang serba terbatas, baik lokasi, jenis, jumlah maupun mutu materialnya. Keterbatasan 
tersebut ditambah lagi dengan usaha meningkatkan keselamatan kerja serta menjaga kelestarian 
fungsi lingkungan hidup. Dengan demikian dalam mengelola sumberdaya mineral diperlukan 
penerapan sistem penambangan yang sesuai dan tepat, baik ditinjau dari segi teknik maupun 
ekonomis, agar perolehannya dapat optimal.
Sektor pertambangan adalah merupakan salah satu sektor yang dapat dikembangkan 
dengan baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia asalkan dapat 
dikelolah dengan baik dan bertanggung jawab. Pembangunan sektor pertambangan haruslah 
diselenggarakan secara terpadu dengan pembangunan daerah  dan pengembangan wilayah. 
Dalam konteks pembangunan sektor pertambangan secara terpadu ini, maka jelas fungsi 
dan peran sektor pertambangan rakyat terutama untuk mewujudkan aspek pemerataan 
dan perluasan lapangan kerja di daerah, khususnya pada sektor pertambangan dan dapat 
terdistribusi secara layak pada masyarakat luas. 
Pada umunya di Indonesia, para pengusaha pertambangan rakyat masih  menggunakan 
cara penambangan dan pengelolaan secara tradisional, namun perhatian dalam melestarikan 
lingkungan serta penanganan limbahnya masih sangat rendah. Tambang Skala Kecil (Artisanal 
and Small-scale Mining/ASM) memainkan peranan ekonomi yang penting di banyak negara 
berkembang. Tambang skala kecil dapat sangat membahayakan lingkungan dan seringkali 
menghasilkan dampak kesehatan dan resiko keselamatan yang serius bagi pekerja dan 
masyarakat di sekitarnya. Sebagai contoh, pada kegiatan usaha pertambangan emas skala 
kecil, pengolahan bijih dilakukan dengan proses amalgamasi dimana merkuri (Hg) digunakan 
sebagai media untuk mengikat emas. 
Kegiatan pertambangan bahan galian berharga dari lapisan bumi telah berlangsung 
sejak lama di berbagai pertambangan rakyat. Penambangan ini telah di laksanakan secara 
mentradisi dan berkelanjutan, bahkan telah menjadi salah satu mata pencaharian pokok 
dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat, konsep dasar pengolahan relatif tidak 
berubah, yang berubah adalah skala kegiatannya. Mekanisasi peralatan pertambangan telah 
menyebabkan skala pertambangan semakin membesar. Perkembangan teknologi pengolahan 
menyebabkan ekstraksi bijih kadar rendah menjadi lebih ekonomis, sehingga semakin luas 
dan semakin dalam mencapai lapisan bumi jauh di bawah permukaan. 
Hal inilah kemudian yang menyebabkan kegiatan tambang menimbulkan dampak 
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lingkungan yang sangat besar dan bersifat penting. Pengaruh kegiatan pertambangan 
mempunyai	dampak	yang	sangat	signifikan	terutama	berupa	pencemaran	air	permukaan	dan	
air tanah . Masyarakat yang menambang ini umumnya memiliki sejumlah kendala antara 
lain seperti: modal yang terbatas, kemampuan teknis penambangan yang rendah, minimnya 
pemahaman standard lingkungan yang layak, penggunaan peralatan yang tradisional dan 
sederhana. Umumnya mereka ini bekerja dengan membentuk kelompok kecil dengan 
keterikatan kerja yang longgar, terkadang masih memiliki keterkaitan tali persaudaraan.
Pengawasan merupakan salah satu hal yg sangat penting dalam suatu pengelolaan usaha 
pertambangan rakyat, maka ada upaya atau usaha yang harus dilakukan agar pengawasan 
ini menjadi efektif. Untuk mencapai hasil pengawasam yang ideal, maka dalam melakukan 
pengawasan tidak dapat hanya mengandalkan pada orang, tetapi harus dibentuk suatu sistem 
pengawasan yang jelas dan tegas. Pengawasan terhadap pengelolaan usaha pertambangan 
telah di atur  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Dalam peraturan pemerintah tersebut pemerintah  mempunyai kewenangan terhadap 
pengawasan.sebagaimana yang tercantum Pada Pasal 13 ayat (2) Menteri, Gubernur, atau 
Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan 
kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK. Sebenarnya 
sistem pengawasan  sudah ada, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam Undang-Undang Nomor 
4 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, Pertambangan Mineral dan 
Batubara, bahkan dalam PP No.55 tahun 2010 khusus mengatur tentang pengawasan.
Tetapi fakta yang terjadi di lapangan bahwa seakan-akan pemerintah lemah pada 
pengawasan, bahkan bisa di katakan tidak melakukan fungsinya untuk melakukan 
pengawasan.sehingga yang terjadi banyaknya pelanggaran hukum atau kegiatan-kegiatan 
pengelolaan usaha pertambangan tidak sesuai dengan aturan yang ada. Akibat dari lemahnya 
atau kurangnya pengawasan memberikan dampak yang cukup banyak, seperti kerusakan 
lingkungan  yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, terjadi praktek suap, dll. Beranjak 
dari uraian tersebut, penulis akan mengkaji ruang lingkup kewenangan pemerintah dalam 
menjalankan sistem pengawasan terhadap pengelolaan usaha pertambangan rakyat.
PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Kewenangan Pemerintah dalam Menjalankan Sistem Pengawasan Terhadap 
Pengelolaan Usaha Pertambangan Rakyat
Sistem pengawasan adalah merupakan bagian yang tak dapat terpisah dari unit lainnya, 
agar masing-masing unit dapat bekerja mencapai tujuan masing-masing untuk kemudian 
secara bersama saling mendukung untuk mencapai tujuan organisasi. Dan sistem merupakan 
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elemen yang saling berhubungan membentuk satu kesatuan atau organisasi.contohnya adalah 
sistem tata surya, sistem irigasi, sistem informasi. Sistem tubuh manusia dengan sub sistem- 
sub sistem seperti peredaran darah, syaraf, otak pencernaan,dan sebagainya.1
Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan rencana sebagian dari perencanaan yang 
menyeluruh adalah pengawasan. hal ini dimaksud untuk mengusahakan pelaksanaan bisa 
berjalan sesuai dengan rencana atau program-program yang telah digariskan. Sebagaimana 
dalam pengelolaan usaha pertambangan rakyat, di mana sistem pengawasan memiliki peranan 
yang sangat penting, sehingga pengelolaan pertambangan emas rakyat dapat berjalan dengan 
baik dengan baik.
Dalam sebuah Negara hukum kesejahtraa  tugas Negara atau pemerintah tidak semata-
mata menjaga keamana atau ketertiban semata-mata saja, tetapi memikul tanggung jawab 
mewujudkan keadilan sosial, kesejahtraan umum, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran 
rakyat.2 Hal ini menegaskan bahwa negara juga memiliki fungsi pengawasan terhadap sektor-
sektor ekonomi yang memiliki dampak bagi kesejahtraan umum, seperti sector pertambangan. 
Hal tersebut, sebagaimana oleh Friedman3 yang mengemukakan fungsi-fungsi negara di 
bidang ekonomi yang meliputi:
1. Fungsi negara sebagai provider (penjamin)
Fungsi ini, berkenaan dengan fungsi kesejahtraan yaitu Negara bertanggung jawab 
dan menjamin suatu standar minimum kehidupan secara keseluruhan serta bentuk-bentuk 
jaminan sosial lainnya.
2. Fungsi negara sebagai regulator (pengatur)
Kekuasaan Negara untuk mengatur merupakan wujud dari fungsi sebagai regulator. 
Bentuknya bermacam-macam, ada yang berupa peraturan perundang-undangan, tetapi juga 
bersifat peraturan kebijaksanaan. Secara sektoral adalah pengaturan tentang investasi di 
sector industry pertambangan, ekspor,  impor dan pengawasan yang lain. 
3. Fungsi negara sebagai entrepreneur (melakukan usaha ekonomi)
Negara dalam kedudukan demikian menjalankan sector tertentu dalam bidang ekonomi 
melalui bidang usaha milik negara. Sifat dinamis ini berkaitan dengan usaha yang terus 
menerus di lakukan untuk menciptakan kesimbangan hidup berdampingan antara peran 
sektor swasta dan publik.
4. Fungsi negara sebagai umpire (pengawas)
Dalam kedudukan demikian Negara di tuntut untuk merumuskan atau menilai standar-
standar yang adil mengenai sector-sektor yang berbeda dalam bidang ekonomi.
1 	Zulkifli	2005,	26	amsyah	menejemen	sistem	informasi	Jakarta	pt	gramedia	pustaka	utama
2  Ni’matul huda, lembaga Negara masa transisi menuju demokrasi, UUI pres, jogjakarkta 2007, hal 56
3  W. Friedmann the stante and the rule of law mixed ekonomi, stevens and sons, London 1971, page 3, 
sebagaimana di kutip oleh abrar saleng dalam hukum pertambangan, UUI Jogjakarta 2004,hal.49-50
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Dari 4 fungsi yang di paparkan di atas, jelas bahwa fungsi pengawasan merupakan 
fungsi yang melekat pada Negara.fungsi yang melekat pada Negara tersebut di maksudkan 
untuk meningkatkan tingkat pendapatan Negara ataupun kesejahtraan rakyat banyak.
Pengawasan dalam rangka hak penguasaan Negara atas bahan galian dapat di artikan 
sebagai penjagaan penggunaan dan pemelirahaan sumber daya bahan galian. Dalam 
melakukan usaha mineral dan batu bara dalam pemerintahan kabupaten kota. Perlu di 
perhatikan 3 bentuk pengawasan, yaitu: 1) Pengawasan hukum, yakni bentuk pengawasan 
yang di tujukan untuk mengetahui apakah wewenang sudah di laksanakan sesuai dengan 
ketentuan hukum yang berlaku; 2) Pengawasan administrasi, suatu bentuk pengawasan yang 
bertujuan untuk mengukur efesiensi kerja; dan 3) Pengawasan politik, bentuk pengawasan 
yang digunakan untuk mengukur segi-segi kemanfaatan.4
Dalam hal ini pengawasan yang cocok untuk melakukan pengelolaan usaha 
pertambangan mineral dan batu bara oleh pemerintah kabupaten kota adalah pengawasan 
hukum. Sebab pengawasan hukum ini di tujukan untuk mengetahui apakah ijin yang di 
terbitkan oleh pemerintah kota kepada pemegang kuasa pertambangan sudah di laksasnakan 
sesuai degan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mengapa pemerintah mempunyai wewenang dalam menjalankan sistem pengawasan 
terhadap pengelolaan usaha pertambangan rakyat. Yaitu :
1. Pemerintah merupakan suatu organisasi yang mempunyai legitimasi, sehingga apabila 
pengawasan di jalankan maka masyarakat akan mendapat kesejahtraan terhadap 
pengelolaan usaha pertambangan rakyat.
2. Pertambangan rakyat merupakan usaha yang di geluti oleh para pengusaha atau 
penambangan yang mempunyai SDM yang minim, sehingga dalam pengelolaan banyak 
sekali kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga 
kegiatan tersebut berdampak pada kerusakan lingkungan. apabila pemerintah tidak 
melakukan pengawasan maka akan mengancam keselamatan masyarakat.
3. Usaha pertambangan merupakan SDA yang di miliki oleh Negara, sehingga apabila 
pemeintah melakukan pengawasan maka hasil dari pada usaha pertambagan rakyat akan 
menambah pendapatan daerah, sehingga hasilnya bisa di salurkan untuk kesejahtraan 
masyarakat.
Secara teoritis, George R. Terry berpendapat bahwa pengawasan di maksudkan untuk 
menentukan apa yang telah di capai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif jika 
perlu, untuk dapat memastikan untuk hasil yang sesuai dengan rencana5. Relevan dengan 
pendapat tersebut maka pengawasan mutlak perlu di lakukan dalam rangkaian dalam 
4  Op cit hal 173
5	 	George	terry	(dalam	jazim	hamidi	dan	Mustafa	lutfi),	eksistensi	komisi	ombudsman	nasioanal	dalam	
mewujudkan good governance, majalah hukum varia peradilan, edisi april 2009, hlm. 47.
Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA | Vol. 20 Nomor 4, Desember 2012
AMANNA GAPPA
476
pengelolaan pertamgbangan rakyat sesuai dengan prinsip tujuan pengawasan yakni agar tidak 
menyimpang dari peritah dan larangan yang telah di tetapkan dalam izin. Oleh sebab itu, 
sebagai bagian dari fungsai menejemen, perencanaan semakin penting untuk efektivitasnya 
tugas pengawasan, dan sebagai realisasi dari tugas penegakan hukum sebagaimana yang telah 
di amanatkan oleh peraturan perundang-undangan6. Sukses tidaknya pengawasan di tentukan 
oleh perencanaan awal kegiatan pengawasan itu sendiri.
Walaupun tidak di atur secara limitatif, kegiatan perencanaan dan pengawasan dalam 
PP 55 tahun 2010 dan kepmen pertambangan dan energi Nomor 2555.K Tahun 1993 tentang 
pelaksanaan inspeksi tambang pada usaha pertambangan umum, namun dalam kenyataannya 
tahapan tersebut seharusnya dilaksanakan dalam rangka efektivitasnya  tugas pengawasan, 
tidak diaturnya secara limitatif terhadap hal tersebut, tentunya akan berdampak pada 
pelaksanaan peraturan pada tataran empirik7. Dengan demikian, secara normatif masih perlu 
penyempurnaan.
Berdasarkan apa yang tercantum pada Peraturan pemerintah di atas, maka dapat 
disimpulkan sistem pengawasan sudah ada dan di atur secara baik, dimana koordinasi 
dan seluruh kegiatan mengenai pengelolaan usaha pertambangan. Sistem yang di bangun 
memberikan pemerintah harus bekerja keras, di mana menteri melakukan pengawasan 
kepada Gubernur, bupati atau walikota terhadap kegitan pengawasan, begitu juga gubernur, 
bupati, walikota melakukan pengawasan kepada pemegang IPR. Setelah pengawasan 
hasil pengawasanpun dilaporkan, dan setelah dilaporkan ditindaklanjuti kembali. Dalam 
menjalankan pengawasan pemerintah sangat berperan penting terhadap perencanaan, sehingga 
mutlak di perlukan mengawali pelaksanaan pengawasan untuk mewujudkan kehendak hukum 
yang berisi perintah dan larangan dalam bidang pertambangan.
Dalam menjalankan sistem pengawasan pengelolaan usaha pertambangan rakyat 
pemerintah mempunyai kewenangan yang besar, mulai dari penetapan WPR, kemudian izin 
pertambangan rakyat bahkan sampai pada pembinaan dan pengawasan kegiatan yang di 
lakukan oleh pemegang IPR  sebagaimana yang tertera dalamn Pasal 16 PP 55 tahun 2010.
Peranan penting juga dari pemerintah adalah mulai pengawasan terhadap pembuatan 
IPR dalam hal ini pemerintah harus memberikan pengawasan dengan benar karena awal 
dari pada beraktivitasnya kegiatan pertambangan apabila telah di terbitkannya IPR, apabila 
pengawasan di lakukan maka IPR yang di terbitkan merupakan IPR yang sesuai dengan 
ketentuan yang ada se hingga IPR tersebut tidak akan membawa pada kerusakan lingkungan 
akibat aktivitas pertambangan rakyat.
Sebagai konsekwensi diterbitkannya IPR, maka langkah selanjutnya adalah melakukan 
6  Fenti puluhuluwa, pengawasan sebagai instrument penegakan hukum pada pengelolaan usaha 
pertambangan mineral dan batu bara, jurnak dinamika hukum vol.11.no.2 mei 2011.hlm.297
7  Op cit hal 298
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pengawasan. Pengawasan merupakan salah satu unsur dalam kegiatan menejemen. 
Pengawasan pada umumnya di lakukan sebagai upaya preventif apakah kegiatan yang di 
lakukan sesuai ketentuan yang ada.8 Pemegang izin pertambangan rakyat lebih terarah dalam 
melakukan aktivitas dalam rangkainnya dalam menjalankan usaha pertambangan. Sehingga 
tidak menyimpang dari aturan yang ada dalam izin. 
Hal yang paling penting juga dalam melakukan pengawasan adalah pemerintah harus 
secara baik, cermat dan teliti mengenai anlisis dampak lingkungan. Pemerintah memilih 
memperketat pengawasan melalui mekanisme analisis mengenai dampak lingkungan. 
AMDAL harus rigid dan komprehensif. Apabila persyaratan AMDAL diperketat, maka 
pengelolaan usaha pertambangan tidak akan merusak lingkungan. Namun sebaliknya, apabila 
pemerintah tidak melakukan pengawsan dengan baik, maka pengusaha pertambangan akan 
memegang AMDAL yang notabenenya tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ada, maka oleh 
hal ini pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap AMDAL dengan melihat secara 
komoprehensif, jangan sampai mempunyai administrasi yang lengkpa tetapi membahayakan 
lingkungan yang berdampak pada masyarakat
Efektivitas Pemerintah dalam  Pelaksanaan Pengawasan Pertambangan Rakyat
Pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pertambangan 
rakyat memiliki banyak kendala, sehingga ditinjau dari sisi efektivitas, sumber pengawasan 
dalam pengelolaan pertambangan masih kurang efektif. Pada pertambangan rakyat yang 
ada di Sulawesi Utara misalnya, di Kabupaten Minahasa Tenggara terdapat pertambangan 
rakyat terhadap logam emas, akitvitas pertambangan rakyat ini di daerah ini sudah berjalan 
lama. banyak pertambangan yang tidak mengantongi surat izin bahkan sudah mentradisi 
berkelanjutan, kehadiran mereka, seolah tidak tersentuh oleh pejabat berwenang yang ada 
daerah. Penyebaran sejumlah pertambangan tanpa ijin, ternyata sangat diketahui oleh instansi 
berwenang, yakni Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Energi Minahasa Tenggara. 
Anehnya,	pihak	penambang	bisa	dengan	bebasnya	melakukan	aktifitas,	tanpa	harus	mengurus	
ijin9. 
Bahkan sekarang berdasarkan data yang diperolah dari Camat Ratatotok Drs Jani Rolos 
ME	saat	dikonfirmasi	di	kantor	bupati	Mitra	di	Kelurahan	Wawali,	Ratahan,	Selasa	(28/02)	
membenarkan hal ini. Menurut Rolos, sesuai data di kantornya saat ini ada sekitar 2 ribu 
jumlah penambang liar di Ratatotok.10
Begitu juga hasil laporan salah satu masyarakat mengatakan bahwa dalam membuka 
tambang sangatlah mudah tanpa perlu izin dari pemerintah, sehingga apabila lokasi tambang 
8  Fenti Fuluhulawa. Substansi hukum tentang pengawsan izin pada usaha pertambangan, jurnal pelangi 
ilmu, vol no 4, 4 september 2010.hal. 148.
9  Id com.Mitra,Sulut Tambang Ilegal Enjoy di Mitra. September 21. 2012
10 Suara Sulut ·Tambang Emas Ratatotok Diserbu 2 Ribu Penambang Liar 29 Februari 2012 pukul 22:52
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itu telah bisa di ambil bahan galiannya, dengan otomatis menjadi hak milik. Bahkan apabila 
lokasi tambang itu memproduksi hasil yang banyak demi menjaga keamanan terjadi praktek 
korupsi dengan menggunakan jasa aparat kepolisian. 
Apabila lokasi tambang tidak memproduksi hasil tambang yang banyak maka, lokasi 
tambang itu di tinggalkan dan penambang mencari lokasi tambang yang lain. Inilah keadaan 
yang terjadi di pertambangan emas yang berada di daerah kebupaten minahasa tenggara. Hal 
ini juga melanggar tentang undang-undang lingkungan. Apabila pemerintah tidak bertindak 
tegas maka keadaan ini akan berlangsung terus bahkan apabila akan di biarkan akan merusak 
lingkungan hidup yang berefek pada kehidupan masyarakat. 
Begitu juga pengawasan pertambangan di Sampang yang tergolong masih longgar. 
Buktinya, sebanyak 667 lokasi pertambangan diketahui belum memiliki izin pertambangan 
rakyat (IPR). Anehnya, hingga kini aparat pemerintah melalui satpol PP belum bertindak 
tegas terkait izin tambang rakyat yang belum dikelola secara maksimal oleh satuan 
kerja	 perangkat	 daerah	 (SKPD).	 Dikonfirmasi,	 Kasatpol	 PP	 Sampang	 Kusno	 Abdillah	
mengatakan, pihaknya sudah berupaya melakukan pengawasan terhadap lokasi-lokasi 
galian atau pertambangan. Namun, diakuinya, pihaknya belum bisa memberikan 
sanksi karena perda pertambangan masih dalam proses pengajuan Dinas Perdagangan 
Perindustrian dan Pertambangan (Disperindagtam). Sejauh ini pihaknya mengaku hanya 
bisa melakukan pengawasan pada lokasi tambang, yakni dengan melihat kondisi lahan dan 
pertimbangan keselamatan serta kerusakan alamnya. Koordinasi dilakukan dengan tim, 
terkait lokasi galian yang perlu pengawasan.11
Dinas-dinas pertambangan di daerah seolah enggan melakukan pembinaan teknik 
guna mencegah dampak negatif pertambangan rakyat itu terhadap lingkungan. Dinas-dinas 
hanya justru mengawasi perusahaan-perusahaan pertambangan berskala besar dan modern, 
yang sudah pasti melaksanakan Good Mining Practice. Akibatnya, kegiatan pertambangan 
rakyat yang bersifat tradisional cenderung tidak terkontrol. Celakannya, banyak bermunculan 
pengusaha yang mengatasnamakan tambang rakyat namun sudah menggunakan alat berat. 
Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh undang-undang.
Pengelolaan pertambangan rakyat memang kurang di awasi sehingga aktivitasnya jauh 
dari apa yang di inginkan oleh undang-undang. Contoh 2 daerah tersebut menggambarkan 
kurangnya efekivitas pemerintah dalam pengawasan. Hal yang paling penting bahwa 
walaupun pemerintah mengetahui aktivitas pertambangan rakyat yang tidak memiliki IPR 
tapi kegiatan tersebut terus berjalan. 
Lemahnya atau kurangnya efektivitas pemerintah dalam pengawasan pengelolaan 
11  Sebagaimana dikutip pada laman website: http://www.maduraterkini.info/berita-sampang/pengawasan-
pertambangan-longgar.html
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pertambangan rakyat ada 3 (tiga) dampak, yaitu:12
1. Dampak Sosial
Lemahnya kemampuan pengetahuan dan ekonomi masyarakat telah menyebabkan 
mereka seringkali menjadi objek eksploitasi para pemodal atau cukong sehingga sangat 
sedikit diantara mereka yang dapat memperbaiki kesejahteraan hidupnya. Lebih jauh lagi, 
aktivitas ini seringkali menggiring mereka menuju terjadinya degradasi budaya lokal akibat 
bertemunya berbagai budaya dari para penambang pendatang dengan masyarakat setempat 
sehingga	 tidak	 jarang	 melahirkan	 konflik	 diantara	 mereka	 dan	 meningkatkan	 potensi	
kriminalitas. Contohnya dalam daerah pertambanga rakyat terjadi dampak sosial yang begitu 
banyak, seperti terjadi perkelahian antar penambang yang berujung pada pembunuhan, 
perkelahian itu sampai berjamur pada perkelahian antar daerah, banyaknya minuman keras 
yang beredar di daerah pertambangan, perjudian bahkan praktik koruptif.
2. Dampak lingkungan 
Dampak lingkungan akibat dari kegiatan penambangan logam terutama emas terdiri 
dari dua objek yang berbeda, yaitu dampak lingkungan pada bekas penambangan, secara 
fisik	bekas	galian	menimbulkan	perubahan	morfologi	perubahan	kontur	lahan,	meninggalkan	
lubang-lubang bekas tambang, perusakan vegetasi yang berakibat pada terkjadinya erosi pada 
permukaan maupun ambrukan pada bekas lubang tambang. Secara kimia, penambangan jenis 
ini dapat menimbulkan terbentuknya pelarutan logam (leaching) akibat terbukanya lapisan 
batuan	yang	mengandung	logam	baik	melalui	oksidasi	maupun	sulfidasi.	
Selain itu, dampak lingkungan yang diakibatkan pengolahan emas yang menggunakan 
bahan beracun dan berbahaya seperti air raksa (amalgamasi) dan sianida (sianidasi). 
Penggunaan bahan-bahan mengakibatkan keterpaparan bahan-bahan tersebut pada lapisan 
tanah, perairan bahkan udara yang diakibatkan oleh pembakaran amalgam. Berdasarkan 
penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada 
Tahun 2010 terhadap kondisi lingkungan sekitar PETI di Kecamatan Sekotong Kabupaten 
Lombok Barat menyatakan; ”Secara umum, jumlah gelondong, kuantitas larutan merkuri 
yang digunakan, dan frekuensi penggelondongan berpengaruh terhadap kandungan merkuri 
di daerah dimana ada kegiatan PETI. Dampak lebih lanjut yang ditimbulkan adalah terjadinya 
penurunan kualitas perairan aliran sungai yang digunakan untuk membuang limbah. 
Kandungan merkuri yang terdeteksi pada daun di sekitar pengolahan emas menunjukkan ada 
perbedaan	yang	sangat	signifikan	antara	stasiun	7	sampai	169	kali	lipat.	
Pada daerah akuatik penyebaran kadar merkuri di perairan sungai mengalami 
peningkatan terutama pada badan sungai yang sekitarnya banyak gelondong, serta ada 
kecenderungan tingginya kadar merkuri di sedimen perairan sungai diikuti oleh tingginya 
12 Dikutip pada laman website: http://didingsomantri.blogspot.com/. 
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kadar merkuri pada tubuh gastropoda. Pada masyarakat yang tinggal disekitar gelondong, 
kadar merkuri pada rambut anak-anak dan pelaku aktivitas penggelondongan cukup tinggi, 
sebagai akibat kurangnya pemahaman terhadap bahaya merkuri. Kadar merkuri rambut 
berupa kadar total, belum diketahui eksternal atau internal. Teramati adanya gejala awal yang 
diduga karena pencemaran merkuri, antara lain: gatal, perubahan morfologi kuku dan kulit, 
adanya luka di kulit, dan gejala pusing.” Melihat kenyataan yang demikian sudah semestinya 
dampak lingkungan akibat penambangan emas ilegal tersebut perlu segera ditangani untuk 
mencegah kerusakan yang lebih parah.
3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Terbatasnya keahlian dan kesadaran para penambang terhadap proses penambangan 
dan keselamatan kerja telah menyebabkan banyaknya korban jiwa akibat kecelakaan 
dalam penambangan. Kegiatan PETI pada umumnya tidak memperhatikan aspek K3, 
oleh karenanya pekerja dalam melakukan kegiatan penambangan tidak menggunakan alat 
pelindung diri dan bekerja pada kondisi yang tidak aman, seperti bekerja pada lubang bawah 
tanah tanpa penyangga, menggali dibawah tebing yang mudah longsor. Hal ini menyebabkan 
sering terjadinya kecelakaan kerja yang dapat menyebabkan kematian, namun data mengenai 
jumlah korban kecelakaan tambang sampai saat ini tidak diketahui dengan pasti, karena setiap 
kejadian kecelakaan tidak dilaporkan. Berkaitan dengan hal tersebut ada mitos di kalangan 
para penambang jika terjadi korban maka akan semakin banyak emas yang akan di dapat. 
Tercatat beberapa kejadian korban 
Pada sisi lain, kegiatan masyarakat yang menambang ini telah menciptakan lapangan 
kerja informal, terutama bagi masyarakat miskin yang tidak punya banyak pilihan. Kondisi 
tersebut sekaligus juga menjadi pemicu dan penggerak roda perekonomian lokal karena 
terjadinya perputaran uang dalam jumlah yang lebih besar di wilayah tersebut. Namun 
demikian apakah alasan ekonomi harus mengorbankan sisi lingkungan dan kemanusiaan bagi 
generasi selanjutnya, 
Sebenarnya dampak lemahnya pengawasan pemerintah dalam  pengelolaan 
pertambangan rakyat masih banyak, lemahnya pengawasan oleh pemerintah di sebabkan 
oleh  banyak hal, seperti kurangnya kesadaran pemerintah bahwa masalah lingkungan 
akan membawa dampak yang buruk terhadap kehidupan manusia, kurangnya sumber daya 
manusia yang di miliki oleh pemerintah dalam melakukan pengawasan, kurangnya alat, dan 
kurangnya tekanan pemerintah pusat sehingga pemerint daerah lemah dalam pengawasan.
Menurut penulis mengapa pengawasan  begitu lemah dan kurang itu di kerenakan  kesalahan 
pemerintah itu sendiri yang acuh terhadap masalah tersebut.
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PENUTUP
Pengawasan merupakan suatu instrument penegakan hukum lingkungan secara 
preventif. Sebenarnya berbicara sistem pengawasan dalam pengelolaan usaha pertambangan 
sudah sudah di atur dalam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang 
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan Usaha pertambangan mineral 
dan batubara. Pada peraturan pemerintah ini yang mempunyai peranan dalam menjalankan 
sistem pengawasan adalah pemerintah. 
Pemerintah kurang efektif dalam menjalankan pengawasan pengelolaan pertambangan 
rakyat, contohnya pada kabupaten minahasa tenggara dan sampan pengawasan pemerintah 
sangat longgar banyak pertambangan yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa 
mempunyai IPR walaupun kegiatan tersebut di ketahui oleh pemerintah setempat.
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